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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan
pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis
besar uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama | Huruf Latin Keterangan
—rrar
| Alif - ((/) 1 /\dak dilambangkan
< 5
- ba’ b|= A -
< a’ Z -
fa t |;\|_| m
< sa’ S g %t'ngan satu titik di atas
c i J el (T ([ ,
O] ) : !
C ha’ h h dengan satu titik di bawah
. [NIVERSITAS

v

Dal .d

5 74l Izs-t z “z Een‘gan satu titik di atas
[+ [NDONESIA

) Zai z

o Sin S -

N Syin sy N

P sad S s dengan satu titik di bawah
P dad d d dengan satu titik di bawah
b ta’ t t dengan satu titik di bawah
b za’ z z dengan satu titik di bawah
¢ ‘ain ‘ koma terbalik

d Gain g -

< fa’ f -




J Qaf x
C Kaf ”
J Lam 1 -
¢ Mim m -
o Nin n .
» ha’ h -
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ataa ™
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2. Konsonan rangkap
Konsonan rangkap, termasuk a5V
Contoh: W,  ditulis 4 v! A

& ditulis  qarraba

UMNVERSITAS
3. Ta’ marbiitah i akhir kat§ LAM

Transliterasinya mengguna

a. Ta’ marbitah mm H%TAUH. transliterasinya A,
kecuali untuk “Kata* ab y gsu erstrap menjadi bahasa
Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.
Contoh : 4l ditulis ralhah

b. Pada kata yang terakhir dengan ta’ marbiitah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka
ta’ marbiitah itu ditransliterasikan dengan A.
Contoh : JubYi &a%) ditulis raudah al-arfal

c. Bila dihidupkan ditulis 7, Huruf ta marbuthah di akhir kata dapat
dialihaksarakan sebagai t atau dialihbunyikan sebagai h (pada pembacaan
waqaf/berhenti). Bahasa Indonesia dapat menyerap salah satu atau kedua

kata tersebut.
Contoh : JibYi =% ditulis raudatul atfal

nlis rangkap.

4. Vokal Pendek
Harakat fathah ditulis a. kasrah ditulis i/, dan dammabh ditulis u.



Contoh: - & ditulis kasara - <<= ditulis  yadribu
- J»  ditulis  ja‘ala - &L ditulis  su'ila
5. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan
huruf/transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vocal panjang ditulis, masing-
masing dengan tanda hubung (-) diatasnya atau biasa ditulis dengan tanda
caron seperti (a, 1, 0).
Contoh: ~ J8 ditulis qala

6. Vokal Rangkap
a. Fathah + ya’ tanpa dua tit

an}ltulis ai ($)).
Contoh: <S ditulis U
0]
Z
m
n

7. Vokal-vokal Pendek yang auru alanPSatu Kata
Vokal-vokal pendek yang 1. }}satu kata, dipisahkan dengan
apostrop : '
Contoh: &> ditulis tu’maruna

UNIVERSITAS

8. Kata Sandang Alif + Lam (J

a. Kata sandang diikuti huMaA M

Contoh : A=’ ditulis ar-Rahimu

b. Kata sandang dii N@@P\l ESIA

Contoh : J.LJH dltUllS al-Maliku

9. Huruf Besar
Huruf besar yang disebut juga huruf kapital merupakan unsur kebahasaan
yang mempunyai permasalahan yang cukup rumit. Penggunaan huruf kapital
disesuaikan dengan EYD walaupun dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal.
Kata yang didahului oleh kata sandang alif lam, huruf yang ditulis kapital
adalah huruf awal katanya bukan huruf awal kata sandangnya kecuali di awal

kalimat, huruf awal kata sandangnya pun ditulis kapital.
Contoh: i\ ditulis al-Bukhari

10. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat
a. Ditulis kata perkata, atau
b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.
Contoh : (i adll ¢l (5 ditulis Man istatd’a ilaihi sabila
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ABSTRACT

Fatih Fuadi, 2013, Management Murabaha Financing BPRS Bangun Drajat
Warga Kota Gede, Thesis.
Advisor : Dr. Rahmani Timorita Y, M.Ag

In Indonesia, Risk banking commonly careless by whole and proportional
until the end of 2000’s. It was indication from careless bank for application
principles risk management is part of banking management, few bank was formed
risk management committee and occupancy at bank strategy position, then false of
view that risk must be avoid, whereas risk always in world business. Banking of
world has own theory about risi’maijememandNKJIKS with use principle which
exist on banking to stand. BPR ich still ado;@ from world banking.

This research included| dind ali@tjve research, that purpose to
phenomenon understanding : 1 h@® financing management applied
BPRS Bangun Drajat Warga, fimancing issues in BPRS Bangun

Drajat Warga, 3) To find out h W to view! the problems of Islamic Economics in
murabaha financing BPRS Ban é’n Dr arg@, [his research used technic data
collection as interview, observatignz oclientation.

These results indicate that i ement murabaha financing on
BPRS Bangun Drajat Warga has been arranged neatly, it can be seen from the
least risk that can ngt be handle ment igthe BPRS Bangun
Drajat Warga NFV gﬁ gtﬁ%Agumers handling,
evaluation and delete books. The management is done to address the risk analysis
or survey, provide financing ‘fﬁxgsﬁit refpot high risk, client selection,
increase the number of c¢ usiniess” e ulty, physical checks and
guarantees photos and mmmgrlo her. Constraints being
faced in the applicat g financing is internal
factors: that employees were less scrupulous, and the external fakor less
communicative and customer collateral that does not exist. bai 'al-murabaha
themselves in Shariah banking is still a matter of debate among scholars, there are
some scholars who allow for a sale, contrary to some scholars that others forbid it
because it was considered as bai' al-inah that is haraam. buying and selling of

goods that do not exist in a person, or regarded as two of buying and selling in a
buy-sell, and even considered a hilah to take usury.

Keywords: Financing Management, Risk Funding, Murabahah.
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ABSTRAK

Fatih Fuadi, 2013, TESIS. Judul: “Manajemen Pembiayaan Murabahah Pada
BPRS Bangun Drajat Warga Kota Gede”
Pembimbing : Dr. Rahmani Timorita Y, M.Ag

Risiko perbankan di Indonesia pada umumnya kurang mendapat perhatian
secara seluruh dan proporsional hingga akhir tahun 2000-an. Hal ini terindikasi
dari kurangnya perhatian bank untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen
risiko sebagai bagian dari manajemen perbankan, sedikit bank yang membentuk
komite manajemen risiko da : isi i

kemudian ada pandangan yang g istgo| harus dihindari, padahal risiko
selalu ada dalam dunia bisnis. Ienm ‘ afy yudah memiliki teori tersendiri
tetang manajemen risiko da peupotinakan prinsip yang ada pada
perbankan sebagai pijakan. BPR pak@n bigian dari KJKS sehingga teori-
teori yang dipakai pada BPRS padopsisdari dunia perbankan.

Penelitian ini termasuk d g1l pengi ian kualltatlf yang dimaksud

untuk memahami fenomena : 17}
vang diterapkan BPRS Bangl.{\’:@ a/)2) Permasalahan pembiayaan

murabahah di BPRS Bangun Drajat Warga, 3) Untuk mengetahui bagaimana
pandangan Ekongm er embi murabahah di
BPRS Bangun [Utmi wﬁﬁmﬁQA penelitian ini
adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini @m ajemen risiko pembiayaan
murabahah pada BPRS Bangun Drajat Warga telah tersusun dengan rapi, hal ini
bisa dilihat dari sedik Q’Nl (1 A] Manajemen risiko
pada BPRS Bangun Dm li E’s 1, klasifikasi nasabah,
penanganan, evaluasi dan hapus buku. Adapun manajemen yang dilakukan untuk
mengatasi risiko adalah analisa atau survey, memberi pembiayaan pada usaha
vang tidak berisiko tinggi, seleksi nasabah, memperbanyak jumlah nasabah,
pemerataan usaha, cek fisik dan foto jaminan serta menilai barang jaminan dengan
harga yang tidak tinggi. Sedang kendala yang dihadapi dalam aplikasi manajemen
risiko pembiayaan murabahah adalah faktor intern; yakni karyawan yang kurang
teliti, dan faktor ekstern yakni nasabah yang kurang komunikatif dan barang
jaminan yang tidak ada. bai’ al-murabahah sendiri dalam perbankan syari’ah
masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama, ada sebagian ulama yang
membolehkan karena merupakan jual-beli, Sebaliknya sebagian ulama yang lain
melarangnya karena menganggapnya sebagai bai’ al-innah yang hukumnya
haram. jual-beli atas barang yang tidak ada pada seseorang, atau dianggap sebagai

dua jual-beli dalam satu jual-beli, dan bahkan dianggap sebagai hillah untuk
mengambil riba.

Kata Kunci : Manajemen pembiayaan, Risiko Pembiayaan, Murabahah.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran perbankan di Indonesia merupakan salah satu bagian yang penting
dari sistem perekonomian suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang
dilakukan oleh perbankan dengan memberikan bantuan untuk meningkatkan
permodalan usaha bagi masyarakat. Fungsi bank |pada dasarnya adalah untuk
menghimpun dana dari masyaraKag dgn ménvalurkan kembali kepada masvarakat
untuk berbagai tujuan.' serta mengelola) dana masyarakat tersebut agar lebih
produktif.’ Adapun fungsi lembaga—Keuangan-syari’ah (LKS) vyaitu sebagai
lembaga perantara keuangan (financial iniermediary), antara pihak yang memiliki
dana  shohibul - maal); \paik\, s¢bagat [pemodal | maupfin, penyimpan dengan
pengguna dana (mudhorib) untdkfengembanganiusaha produktif.’

Risiko perbankan di Indonesia-pada ymumnya kurang mendapat perhatian
secara serius dan proposional hingga akhir tahun 2000-an. Hal ini terindikasi dari
Kurangnya perhatian bank untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko
sebagai bagian dari manajemen perbankan. sedikit bank yang membentuk komite
manajemen risiko dan menempatkannya pada posisi strategis bank, kemudian ada
pandangan yang keliru bahwa risiko harus dihindari. padahal risiko selalu ada

dalam dunia bisnis. Bank Indonesia telah mewajibkan bank komersial untuk

' Sigit Triandaru dkk. Bank dun Lembaga KNeuwangan lainnva. (Jakarta: Salemba Empat.
2000), hlm.6.

* Mulia Nasution. Ekonomi Moneter: Uang dan Bank, (Jakarta: Djembatan, 1998), him. 10

* Muhammad Ridwan. Mandajemen Buitul Maal Wa Tannwil (BMT). (Jogyakarta: Ul Press,
2004). him. 131.
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menerapkan manajemen risiko sebagai bagian dari penilaian kinerja bank. Para
komisaris dan direktur bank mewajibkan memilki sertifikat manajemen risiko
yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikat Manajemen Risiko.

Kesadaran memahami Risiko dengan baik sebagai suatu bagian yang tidak
terpisahkan dari upaya untuk mengoptimalkan keuntungan inilah yang menjadi
dasar terbentuknya konsep Manajemen yang akhir-akhir ini semakin mengemuka
di dalam dunia bisnis. khususnyd di indudiikeuahgan (perbankan dan lembaga
keuangan lainnya).

Manajemen risiko dapat |dipah@migsécard, imudah scbagai kemampuan
manajemen untuk memahami. mengidenfifikasi.omenempatkan. mengukur. dan
merawat risiko secara proporsional Proporsional perlu ditempatkan sebagai kata
kunci karena mengandung, pengertian«bahwasrisikooterkait dengan pola bisnis
perusahaan. Terkait pula dengan struktur organisasi. span of control, dan
pembagian tugas serta kewajiban masing-masing personil. Dalam jasa perbankan.
manajemen risiko meripakan=tanggdng jawab- BerSama antara komisaris dan
manajemen.”

Manajemen tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar aktifitas operasional
bank tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan bank untuk
menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan dan kesehatan
bank. Kebijakan pengendalian risiko bagi bank adalah salah satu cara untuk

melakukan pembatasan atas berbagai risiko dari masing-masing kegiatan.

! http/atom/Something from My Mind Risk Manajement. Trade Off Between Risk and
Opportunity.html.
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Telah menjadi pengetahuan umum bahwa perkembangan ekonomi islam
identik dengan  berkembangnya lembaga keuangan syari’ah. Bank syari’ah
menjadi pedoman utama lembaga keuangan. Semua transaksi yang dilakukan oleh
orang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela. dan tidak boleh ada
pihak yang menzalimi atau yang di zalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi
yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis. termasuk dalam praktik

perbankan. Allah bertirman daland surabanénisa’ ayat 29 yang berbunyi :

Artinva:  Hai orang-orang yang perinignr, Jupgantah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan julunvang\batil] Keenali dengan jalun perniugaan
yvang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganiah
karmu membunuhydinimyy Sesnngoyhayva ditah adalali¥Maha Penyayang
kepadamufOS: 4 n-Nisa 29)

Dalam melaksanakan kegidtannva./Abank \menghadapi berbagai macam
kendala dan permasalahaizsepert) feraiganspadatingkdi\bunga dan bagi hasil.
fasilitas keamanan dan kenyamanan, bahkan dewasa ini banyak bank vang
menawarkan berbagai macam bonus hadiah bagi nasabahnva. Permasalahan
lamnya 1alah yvang berasal dari luar (eksternal) seperti perilaku nasabah vang
berbeda-beda dan berubah-ubah. Hal ini muncul karena kebutuhan dan keinginan
nasabah yang berbeda-beda dan berubah-ubah pula. Perilaku nasabah vang

berbeda-beda dan berubah-ubah ini discbabkan oleh adanya daya beli vang

semakin kuat, tingkat pendidikan yang lebih maju. perkembangan informasi dan



komunikasi, hubungan sosial yang semakin luas, serta tingkat penghasilan yang
semakin meningkat.’

Perubahan lingkungan bisnis yang begitu cepat dewasa ini menuntut
perusahaan untuk memanfaatkan kemampuan yang ada semaksimal mungkin agar
dapat bersaing. Oleh karena itu, manajemen perlu memiliki kemampuan untuk
melihat dan menggunakan peluang. Perubahan itu perlu dilakukan agar
perusahaan dapat bertahan dalam/menghadapi'kompetisi bisnis yang ketat. Selain
itu. manajer juga dituntut untuk ‘bisa gmeminimalisir tingkat risiko pembiayaan
guna mengoptimalkan fungsi datia yaR@e@i“himpun dari masyarakat sehingga
terhindar dari kerugian dalam pemmberian peimbiagaan pada calon nasabah. Selain
permasalahan dalam penentuan pembiayaan,/ manajer juga harus bisa menggalang
dana dari masyarakat, untuk, memfasilitasi=k egiatan-eprasional=pembiayaan dan
aktifitas usaha.

BPRS merupakan salah satu lembaga keuangan syariah mikro yang
mempunyai peran penting seébagal lembaga' perantara ‘uhit-tnit yang mengalami
kelebihan dana dengan unit-unit yang mengalami kekurangan dana. BPRS
melakukan usaha dengan menyediakan produk penghimpun dana (funding) dan
penyalur dana (financing). Tujuannya mengarahkan kegiatan ekonomi secara
Islami agar terhindar dari riba. untuk menciptakan suatu keadilan dibidang

ekonomi, untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka

* Emmie K Octavia, “Analisis Sikap Nasabah dalam Menyimpan Dana pada Bank
Universal Yogyakarta,” Skripsi FE-UPN Veteran Yogyakarta 1996 tidak dipublikasikan, him. 2.
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peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin.* Hal ini dapat dilihat
pada kegiatan operasional BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

Perbankan syariah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat berupa
pinjaman pembiayaan. Pinjaman pembiayaan dengan tingkat bagi hasil yang
rendah diharapkan dapat menumbuhkan semangat kewirausahaan bagi masyarakat
pada umumnya dan pengusaha pada khususnya. Pinjaman pembiavaan tidak
hanya diberikan oleh lembaga kéuangan-Konvensional. tetapi Juga diberikan oleh
lembaga keuangan syariah. Seperfi- yang dilakukan oleh BPRS yang memperoleh
keuntungan berupa bagi hasil dart‘pembiaggan vang diberikan. tidak terlepas dari
risiko dalam pengembalian vang| diangsifisecaralrutin oleh anggota atau debitur.
Semakin besar dana yang dikeluarkan/untul pembiayaan pada nasabah. semakin
besar pula risiko vang akanydialami=eleh=tembagay kewangan tersebut. Salah satu
risiko yang mungkin dialami yajtu adanya pembiayaan bermasalah dari nasabah
yang akan berpengaruh pada produktifitas modal usaha. Untuk menghindari
terjadinya  kerugian yang " 'diKarémakan pemibidyaad  beérmasalah. kegiatan
pembiayaan BPRS perlu ditunjang dengan adanya sistem pengendalian yang baik.
Sistem pengendalian yang baik dapat memberikan  perlindungan  terhadap
kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan kekeliruan.”

Produk jual-beli yang dikeluarkan oleh BPRS Bangun Drajat Warga adalah
pembiayaan yang salah satunya murabahah. Menurut Wiroso prinsip penyerahan

barang pembiayaan murabahah dilakukan pada saat jual-beli dan pembavaran

“ Heri Sudarsono, , Bank dun Lembuga Keuangan Syariuh: Deskripsi dan Hustrasi. Edisi 2.
(Yogyakarta: EKONISIA, 2003), him.40.

7 Abdul Halim, . Auditing Dasar-dasar Audit Laporan Kevangan, Jilid 1, (Yogyakarta:
UPP AMP YKPN, 2003)



dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran.® Semakin bertambahnya anggota
atau debitur pembiayaan pada BPRS. kemungkinan transaksi pembiayaan
murabahah juga akan sering terjadi. Dalam pelaksanan transaksi pembiayaan
murabahah bisa terjadi kesalahan. Terjadinya kesalahan dalam proses murabahah
dapat bersifat kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh karyawan.

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan prosedur pembiayaan murabahah
sudah sesuai dengan sistem pefigendaliaf /vhaka \perlu dilakukan pengawasan
terhadap sistem pengendalian. Pada penelitian ini| penulis membatasi transaksi
pembiayaan yang diteliti pada BPRI SyarialfBangyun Drajat Warga yang berlokasi
di Gedong Kuning Yogyakarta yang terbatas pada pembiayaan murabahah. BPR
Syartah  Bangun Drajat Wargas sangat./mengedepankan akad pembiayaan
murahahah dibandingkan dengan pembiavaan grang Jain. Sekitar50% penvaluran
dana BPR Syariah Bangun Drajat Warga menggunakan akad murabahah. dan
50% lainnya merupakan campuran dari berbagai pembiayaan yang lain.’

Oleh karena itu, dengan"melihatpotensrpembiayaan Murabahah dan untuk
memahami lebih lanjut mengenai model pembiayaan Murabahah dan apakah
manajemen telah di terapkan dengan benar dan apakah terdapat kendala untuk
mengaplikasikan serta bagaimana pelaksanaannya di perbankan khususnva di
BPRS Bangun Drajat Warga. maka peneliti tertarik mengambil judul
“Manajemen Pembiayaan Murabahah Studi Kasus Pada BPRS Bangun

Drajad Warga di Kota Gede™.

¥ Wiroso. Jual beli murabahah, (Yogyakarta: U! Press, 2005), him. 50.
* Wawancara dengan pegawai PT BPR Syariah BDW pada tanggal 8 april 2012.



B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memperjelas arah penelitian.
maka pokok masalah yang ingin penulis rumuskan adalah:
I. Bagaimana manajemen pembiayaan murabahah yang diterapkan BPRS Bangun

Drajat Warga?

]

- Apa permasalahan pembiayaan murabahah di BPRS Bangun Drajat Warga?

(8]

- Bagaimana pandangan Ekongmi Islan Aéthadap permasalahan pembiayaan
murabahah di BPRS Bangun Drajat Warga?

Penulis membatasi pembahasanfefifang -manajemen pada pembiayaan

Murabzahah dengan tujuan untuk“menghindari Ketidakjelasan dalam membahas

dan menganalisis permasalahan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas. maka tujuan penelitian
vang hendak dicapai dalam penelitiarriniyaitu=
I. Mendeskripsikan pelaksanaan yang dilakukan oleh BPRS Bangun Drajat

Warga terhadap pembiayaan murabahah yang disalurkan.

g%

. Untuk mendeskripsikan bagaimana manajemen risiko murabahah pada BPRS

Bangun Drajat Warga,

()

Mengetahui upaya-upava strategis yang dilakukan BPRS Bangun Drajat Warga
dalam mengantisipasi risiko pembiayaan Murabahah.
4. Mengetahui faktor apa saja yang menycbabkan terjadinya hambatan dalam

pembiayaan Murabahah di BPRS Bangun Drajat Warga.



D. Manfaat Penelitian
Apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi
pihak-pihak yang berkepentingan, Adapun manfaat penelitian ini adalah :
1. Aspek Akademis
Bagi akademisi. penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam
pengembangan ilmu dalam Fakultas llmu Agama Islam Universitas Islam
[ndonesia, Dan untuk mengetéhui! bagdimdna risiko pembiayaan baik secara
teori maupun praktik serta memjadigacuambagi mahasiswa dalam melakukan
penelitian selanjutnya
2. Aspek Praktis
Penelitian ini bisa dijadikan salah satu\masukan dalam mengembangkan
lembaga keuangany yang ,herppinsips Syari @b mawpun, kopvensional dengan
lebih memperhatikan pada sistem pengendalian pembiayaan sehingga dapat
meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, yang pada akhirnya dapat
mengembangkan produk-predaknyd secara<tebififuas” dan dapat diterima oleh
semua kalangan masyarakat, serta dapat dijadikan sebuah faktor pendorong
dalam menginfestasikan dananya di lembaga-lembaga keuangan syari’ah
dengan melihat sistem pelayanannya.
3. Aspek Kebijakan
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran
bagi pengembangan ilmu pada umumnya dan keuangan Islam pada khususnya
serta. menjadi rujukan penelitian berikutnya mengenai aplikasi pengawasan

dalam menangani pencegahan pembiayaan berisiko, dan dapat menambah



pengetahuan mengenai lembaga keuangan syariah serta dijadikan pengalaman

baru mengenai keilmuan dalam dunia perekonomian Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan di uraikan secara sistematis dalam
beberapa bab (bab satu sampai bab lima). Keseluruhan bab vang ada dirancang
supaya dapat menggambarkan sgCara menyeldruh dlur pikiran dan seluruh proses
penclitian. Pembahasan yang dibahas pada masing-masing bab adalah:

Bab pertama. merupakan bab pendalitluansyang menerangkan bentuk dari
isi penelitian, dimulai dari latdrobelakang, masalah, rumusan masalah. tujuan
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua. membahasypembiavaan-murabahahedan manajemen pembiavaan
di BPRS secara tcoritis. Pembghasan secara teoritis ini ditujukan untuk
memperoleh gambaran antara tekstual dan konseptual. Pembahasan vang ada di
bab dua ini penting untuk menjadi piakan’ pembatiasan yang ada di bab empat
nantinya.

Bab ketiga. bab ini merupakan bab yang berisikan tentang metode-metode
vang digunakan oleh peniliti untuk mendapatkan data-data vang diperlukan dalam
penelitian. Pada bab ini dibahas tentang bagaimana jenis penelitian yang ada.
sumber data yang di peroleh. serta metode dalam pengumpulan data dan metode
dalam menganalisis data.

Bab keempat. bab ini merupakan bab wvang berisi pengolahan data-data

lapangan yang merupakan hasil penclitian tentang problematika manajemen
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pembiayaan murabahah. Data-data ini juga memuat prosedur-prosedur yang
dilakukan BPRS Bangun Drajat Warga dalam akad murabahah serta manajemen
pembiayaan murabahah dan pandangan ekonomi islam dalam menyikapi
pembiayaan murabahah di BPRS. di akhir bab ini dianalisis bagaimana
problematika manajemen pembiayaan murabahah BPRS Bangun Drajat Warga
yang mendapatkan kesimpulan nantinya sebagai isi dari bab kelima.

Bab kelima, bab ini merupdkan 'bab Aerakhir yang memuat kesimpulan dari
pecmbahasan pada bab-bab sebeluninyadan merupakan jawaban terhadap rumusan
masalah yang ada di bab satu. Pdda babuiii” juga, disampaikan saran-saran baik
berupa kritik maupun masukan-masukan/yang berdasarkan apa yang telah diamati

oleh peneliti selama melakukan penelitian ini.



BAB I1

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Pentingnya menjelaskan hasil penelitian terdahulu karena ada keterkaitan
atau kesamaan masalah untuk kemudian memperjelas di mana posisi penelitian
yang akan dilakukan. Di sapipingSludtuk\ meémpertegas bahan penelitian
sebelumnya. Hasil penelitian terdahulufperly dikemukakan. di samping dalam
bentuk deskripsi. juga dalam theorctical@apping. Ada beberapa penelitian
terdahulu yang berkaitan dengan penelitign ini serta persamaan dan perbedaannyva
dengan penelitian ini, yaitu sebagaisberikuf:

Penelitian yang_ ditulis oleh _Azizatul Islamiyah dalamepenclitian yang
berjudul  “Analisis Manajemen Kredit Untuk Menurunkan Terjadinya Kredit
Bermasalah™ dari penelitian  tersebut “peneliti. memfokuskan pada kredit
bermasalah, dari hasil penelitiannya-maka ‘di=peroleh baliwta Manajemen kredit
yang diterapkan PT.BPR Gunung Ringgit sudah mampu dan efektif untuk
mengelola kredit dan menurunkan kredit bermasalah dengan menggunakan
analisis 5C dan rekomendasi selain itu. dengan perencanaan. pengorganisasian,
pelaksanaan. dan pengawasan.'

Penelitian yang ditulis oleh Ema Dlauatul Wahyutin dalam penelitian yang
berjudul “Analisis Manajemen kredit Guna Menckan Terjadinya Kredit Macet

(Studi pada Koperasi Usaha Tama Ponggok Blitar)” dari penelitian tersebut

' Azizatul Islamiyah, Analisis Manajemen Kredit Untuk Menurunkan Terjadinya Kredit
Bermasalah, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010.



peneliti memfokuskan pada Manajemen kredit, dari hasil penelitiannya maka di
peroleh bahwa Manajemen kredit yang digunakan pada koperasi usaha tama
ponggok blitar dalam mengelola kredit adalah dengan cara perencanaan kredit.
pengorganisasian., pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Selain itu koperasi juga
melakukan analisis 5C meliputi character. capital, capacity, collateral  dan
condition of economi agar bisa meminimalisir dan menekankan terjadinya kredit
macet.”

Penelitian yang ditulis oleh™Muldilisohpdalam penelitiannya yang berjudul
“Aplikasi Manajemen Risiko Pembiavaanaburabahah Pada BMT Syariah Pare
Kediri”. dari penelitian tersebub peneliti meémfokuskan pada risiko pada
pembiayaan, dari hasil penelitiannya maka“di peroleh bahwa Aplikasi Manajemen
Risiko Pembiayaa Murabahah Pada BM E-Syagah Pare Kediri gelah tersusun rapi
schingga sedikit risiko vang tidak bisa ditangani pada pembiayaan murabahah.’

Penelitian yang ditulis oleh Nurul Wahidah dalam penelitian yang berjudul
“Analisis Sistem dan Prosedur=Pemberian Kredit“sebagdi Upayva Meningkatkan
Rentabilitas Pada PT. BPR Bumi Rinjani Batu” dari penelitian tersebut peneliti
memfokuskan pada Sistem dalam Prosedur Pemberian Kredit. dari hasil
penelitiannyva maka di peroleh bahwa Adanya pengaruh vang signifikan antara
system dan prosedur pemberian kredit yang dijalankan di PT. BPR Bumi Rinjani

Batu terhadap kenaikan rentabilitas bank !

“ Skripsi Ema Dlauatul Wahyutin, Analisis Manajemen kredit Guaa Menckan Terjadinva
Kredit Macer , Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik lbrahim, Malang, 2009.

* Skripsi Mukhlisoh, Aplikasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Puada BMT
Svariah Pare Kediri, Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. 2008,

* Skripsi Nuru! Wahidah. Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit sebagai Upava
Meningkatkan Rentabilita, Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik lbrahim. Malang, 2003.



Penelitian yang ditulis oleh Ningrum dalam penelitiannya yang berjudul
“Aplikasi manajemen kredit terhadap peningkatan rentabilitas PT. BPR Hamindo
Nuata Makmur Pare Kediri”. dari penelitian tersebut peneliti memfokuskan pada
manajemen peningkatan rentabilitas perusahaan. dari hasil penelitiannya maka di
peroleh bahwa Manajemen kredit vang diterapkan oleh PT. BPR Hamindo Nata
Makmur tersebut mampu dalam meningkatkan rentabilitas.’

Penelitian yang ditulis olel/Ash+Shiddigi dalam penelitiannya yang berjudul
“Aplikasi pembiayaan Murabahiah sebagdiy pewiberian pembiayaan  konsumfif
(Studi pada BPRS Bumi Rinjuni Bang®™ dagi| penelitian tersebut peneliti
memfokuskan pada pemberian |pembiayaan koasumtif, dari hasil penelitianya
maka di peroleh bahwa Aplikasi, pombiaydan murabahah sebagai pemberian
pembiayaan konsumtif dan mengapalisu=pembiavaan-yang telah berjalan. serta
memberti solusi dan alternatif jika terjadi masalah dalam pelaksanaanya.’

Penelitian yang ditulis oleh Dahlia Bonang yang berjudul “Analisis
Muanajemen Pembiayaan™Murabahah=di BMT-BH “Gedongkiming (sudut pandang
analisis. SWOT) ", dari penelitian tersebut memfokuskan pada manajemen
pembiayaan murabahah melalui sudut pandang SWOT. Dari hasil penelitiannya
maka diperoleh bahwa kekuatan yang dimiliki BMT BIF bahwa murabahah
memberikan keuntungan yang lebih banyak dari pada produk lain. kelemahan
bahwa dalam transaksi murabahah pemberian kuasa diberikan kepada pihak

nasabah untuk membeli barang vang diingikannya. sehingga bisa saja terjadi

* Skripsi Ningrum, Aplikasi manajemen kredit terhadap peningkatan rentabilitus PT. BPR
Hamindo Nata Makmur, Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik [brahim, Malang, 2007.

® Skripsi Ash-Shiddiqi, Aplikasi pembiavaan Murabahah sebagai pemberian
pembiavaan konsumtif, Fakultas Ekonomi Islam Universitas Negeri Malang, 2007.



penyalahgunaan dalam penggunaan dana tersebut, peluang bahwa anggota
murabahah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatkan, ancaman bahwa
kondisi perekonomian masyarakat yang buruk dapat mempengaruhi volume
pembiayaan murabahah menurun’.

Penelitian yang ditulis oleh Naila Saadah dalam penelitiannya yang berjudul
“linjauan terhadap faktor-fakior penvebab yang mempengaruhi pembiayaan
hermusaluh pada BMT Amratghi - Gsbup N¥ogydkarta . dalam  penelitiannya
tersebut menjelaskan tentang seberapagbésaigperigaruh faktor internal dari pihak
debitur dan kreditur. Dari hasil |analiSisnyas@iungkapkan bahwa faktor internal
debitur mempunyai pengaruh yang sigpifikan terhadap timbulnya pembiayaan
bermasalah yaitu sebesar 2,479, Sedangkan- dari faktor internal kreditur
mempunyai pengaruh_yang signifikan. terthadap.pembiayaan besmasalah sebesar
2.471.14.°

Penelitian yang ditulis oleh™ Luffi’ Rahmiati dengan judul " Pelaksanaan
Pembiayaan Murabahdaht Sebugal “Upava “Pemertwhan IKehutuhan Permodalan
Pada BPRS Bhakti Haji Malang’™ menyatakan bahwa BPRS Bhakti Haji Malang
telah mampu memenuhi permodalannya dalam setiap tahunnya. Ini dapat dilihat
dari laporan keuangan pada tahun 2000-2002 dengan menggunakan analisis rasio-

. . . . g oy iy . - . . 9
rasio yaitu: likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, risiko usaha dan efisiensi usaha.

’ Skripsi Dahlia Bonang, Andafisis Manajemen Pembiuavaan Murabahah di BMT BIF
Gedongkuning (sudut pandang analisis SWOT), Fakultas Dakwah UIN SUKA Yogyakarta. 2010.

s Skripsi Naila Saadah, Tinjuvan Terhudap Fakior -faktor Pemvebab vang Mempengarihi
Pembicavuan Bermasaluh pada BMT. Fakultas Syariah UIN SUKA Yogyakarta. 2007

? Skripsi Lutfi Rahmiati. Pelaksunaan Pembiavaan Murabahah Schagai Upava Pememihan
Kebutuhan Permodalan, Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2003,
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Penelitian yang ditulis oleh Muazizah Dengan judul “Analisis Penilaian
Bank Terhadap Nasabah Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Untuk
Meningkatkan Profitabilitas Pada BPRS Bumi Rinjani Batu menyatakan bahwa
dalam melakukan penilaian nasabah pembiayaan murabahah di BPRS Bumi
Rinjani Batu di dasarkan pada anlisis 5C. Sedangkan dalam pelaksanaan
pembiayaan  murabahah  BPRS  Bumi  Rinjani  mampu  meningkatkan
profitabilitasnya hal itu ditunjukkan <dar /prosentase pendapatan yang sclalu
mengalami kenaikan dari tahun 2063-2604 1

Perbedaan penelitian ini dehgan péfelifian sebelumnya adalah:

a. lLokasi penelitian, penelitian sebelumnya\dilakukan di tempat atau lokasi yang
berbeda dengan yang penulist “teliti)) sedangkan’jpenelitian ini dilakukan pada
BPRS BangunDrajat,Warga.

b. Objck vang diteliti. peneliti_sebelumnya berbeda dalam pembahasan yang
penulis teliti. sebab dalam penelitian i penulis meneliti tentang bagaimana

manajemen pimbiavaan nurabahab’vang adasdi “BPRS Bancun Drajat warga.

B. LANDASAN TEORI
1. Pembiayaan Murabahah
a. Pengertian Murabahah
Kata Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu (7= 3

vang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan).”

““Muazizah, Analisis Penitaian Bank Terbadap Nasabah Pembiavaan Murabahah Sebagai
Cpava Untuk Meningkatkan Profitabititas Puda BPRS Bumi Rinjani Butu. Fakultas Ekonomi UIN
Maulana Malik Ibrahim, Malang. 2004,

" al-Quamus al-Muhith, hlm. 279
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Sedangkan menurut istilah Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli
barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.'”
Dalam pengertian lain Murabahah adalah transaksi penjualan barang
dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang
disepakati olch penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli
Murabahah dapat dilakukan-secaratunaimaupun kredit. Hal inilah vang
membedakan Murabahdahrdenganyjual bélil lainnya adalah penjual harus
memberitahukan kepadagpenibelichirgas harang pokok yang dijualnyva
serta jumlah keuntungan Sang dipetoleh.

Murabahah  didefimisikang-oleh rpara fugaha sebagai penjualan
barang seharga biaya atau harga pokok (cost) barang tersebut ditambah
keuntungahn, (merk<up ) Wang.dise pakati=Karak teristik smilrabahah adalah
bahwa penjual harus meiberi talii-pembeli mengenai harga pembelian
produk dan m&iyadKamyyimlulivsdntunfan. Fapd, ditambah pada biava
(cost) tersebut. Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan
Syariah Nasional) dijelaskan bahwa vang dimaksud dengan murabahah
adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya Kepada
pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba."

Dari uraian definisi murabahah diatas, dalam tesis ini penulis

menyimpulkan bahwa murabahah merupakan transaksi jual beli yang

“ Muhammad Syafi'i Antonio. Bank Svarialt dari Teori ke Prakiek (Cet. 1: Jakarta: Gema
Insani Press. 2001} him. 101,

“hetp: fileperbankansy ariah.blogspot.com 201 1-03/pengertian-murabahah.html. diakses
pada tanggal. 20 Juli 2013.

"f Wiroso. Jual Beli Murabahah, him, 13,

" Ihid. hlm 13-14,



dilakukan oleh lembaga keuangan Bank atau BPRS dengan jumlah
keuntungan yang sudah diketahui dan disepakati bersama serta adanya

suatu perjanjian atau akad yang mengikat kedua belah pihak.

b. Landasan Syari‘ah

Dalam menjalankan pembiayaan murabahah lembaga keuangan

Syari'ah BPRS berlandagkanlpadaCayat -ayat Al- Qur an, diantaranya:

) Q.S Al-Bagarah (2); 275

e F ez LPreage . L F

..... ‘y),H \:-J_>-j :.,.._I._ b ads gp‘j

Artinya:  Dan Allah velah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba.."

2)Q.S Annisa(4):29

o Y1 gy s Glastmdn,am il i
. s age oz &2 2 E L, A4 - .
OF Wi o) WSCBIlE Ay ri_aupifu;oj_;\_)jg

—‘ 2 ) &)

Artinya: [ai orang-orang yang beriman. janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan vang baiil. kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh
dirimu."

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hukum asal murabahah adalah

halal. hal ini dikarenakan prinsip murabahah yaitu jual beli yang

didalamnya terdapat sarana tolong menolong.

16

Q.S. Al-Bagarah (2) : 275.

S, Anmisa (4) 29,
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Rukun dan Syarat

Rukun murabahah dalam perbankan adalah sama dengan figih dan
hanya dianalogikan dalam pratek perbankannya. Mengenai syarat yang
diminta oleh bank adalah sesuai dengan kebijakan bank syariah yang
bersangkutan.umumnya persyaratan tersebut menyangkut tentang barang
yang diperjual belikan, harga dan ijab gobul (akad).

Rukun dan syarat dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam
transaksi ada beberapa. yaipe:

1) Rukun Murabahah

Rukun adalah spatu elemengyang |tidak dapat dipisahkan dari
suatu kegiatan atau lembaga. séhihgga bila tidak ada salah satu elemen
tersebut maka kegiatan.terdebut. difiyatakan tidak sah atau lembaga
tersebut tidak eksis.'® Menurut Jumhur Ulama ada 4 rukun dalam
murabahah, Jyaitu| Orang “Vang=nerjval(Bai)f=orang) yang membeli
(Musytari), Sighat dan barahg atafl Sesvatu/yang diakadkan.'

2) Syarat Murabahah
a) Pihak yang berakad.yaitu Ba'i' dan Musytari harus cakap hukum atau
balik (dewasa). dan mereka saling meridhai (rela)
b) Khusus untuk Mabi' persyaratanya adalah harus jelas dari scgi sifat
jumlah, jenis yang akan ditransaksikan dan juga tidak termasuk

dalam kategori barang haram.

" Yavasan Pendidikan Pengembungan Perbunkan dan LKS, hal 42
Y Wiroso. Jual Beli Murabuhah, hal 16



¢) Harga dan keuntungan harus disebutkan begitu pula system

pembayarannya. semuanya ini dinyatakan didepan sebelum akad

resmi (ijab qabul) dinyatakan tertulis.™

d. Jenis Pembiayaan Murabahah

Dalam aplikasinya. pembiayaan murabahah dapat dibedakan

menjadi dua macam. yaitu®

D

2)

Murabahah Berdasarkdan Pesdnan

Murabahah ini |dapat®bersifat fiengikat atau tidak mengikat.
Mengikat  bahwa apabila Jtelah memesan barang harus  dibeli
sedangkan tidak mengikat) bahwa) ‘waldupun telah memesan barang
tetapi pembeli tersebut tidak.terikat, maka, pembelimdapat menerima
atau membatalkan barang tersebut.
Murabahah Tanpa Pesanan

Murabahah “ini=termasuk jemis=rfrarabaliaht vang bersifat tidak
mengikat. Murabahah ini dilakukan tidak melihat ada vang pesan atau

tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penj ual,”!

¢. Fatwa Dsn MUI no. 04/dsn-mui/iv/2000 tentang Murabahah

Ketentuan hukum dalam Fatwa Dsn MUI no. 04/dsn-mui/iv/2000

tentang murabahah ini adalah sebagai berikut :

Pertama: Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari 'ah:

M Yavasan Pendidikan Pengembangan Perbankan dan LKS, hal 42
*' Wiroso. Jual Beli Murabahah, hal 37-38



1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah vang
bebas riba.

2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari‘ah
[slam.

3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian
barang yang telah disepakati kualifikasinya.

4) Bank membéli bdrang\yang diperlukan nasabah atas nama
bank sendiri| dan pémbelian infi harus sah dan bebas riba.

5) Bank harus ményafmpatkan séimua hal vang berkaitan dengan
pembelian. misalnya jika penbelian dilakukan secara utang.

0) Bank kemudian) menjual/\bakiang tersebut kepada nasabah
(pemesan)  dengan hargae juale.senilai gsharga beli  plus
Keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu
secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut
biaya yang-diperhdkan.

7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati
terscbut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati,

8) Untuk mencegah terjadinya penvalahgunaan atau kerusakan
akad tersebut. pihak bank dapat mengadakan perjanjian
khusus dengan nasabah.

9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk
membelt barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah

dilakukan setelah barang, secara prinsip. menjadi milik bank.



Kedua

Ketentuan Murabahah kepada Nasabah

1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu
barang atau aset kepada bank.

2) Jika bank menerima permohonan tersebut. ia harus membeli
terlebih dahulu asct yang dipesannya secara sah dengan
pedagang.

3) Bank kemudian iménawarkan\aset tersebut kepada nasabah
dan nasabah tharugdmenerima (membeli)-nya sesuai dengan
Janji vang telah @isepakatingal karena secara hukum janji
tersebut  mengikat: ) Kémudian| kedua belah  pihak  harus
membuat kontrak jual-belil

4) Dalam jual beliini bank dibolehkan memiata nasabah untuk
membayvar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal
pemesanar.

5) Jika Inasabah’ kemudian ‘menolak 'ntembeli barang tersebut.
biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus
ditanggung oleh bank. bank dapat meminta kembali sisa
kerugiannya kepada nasabah.

7) Jika vang muka memakai kontrak “urbun sebagai alternatif
dari uang muka. maka
— Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut.

ia tinggal membayar sisa harga.



[§e]
[§]

- Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik
bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh
bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak
mencukupi. nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga © Jaminan dalam Murabahah
1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan. agar nasabah serius
dengan pesagannya:
2) Bank dapat |memiglta ‘nasabah [untuk menyediakan jaminan
yang dapat dipegang;
Keempat : Utang dalam Muyabahih
1) Secara prinsipy penyelesajan utang nasabah dalam transaksi
murabahab tidakeada=kaitannya.dengan wansaksi lain vang
dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut.
Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan
keuntungan—ataw” Kerugians 2= tetap ‘berkewajiban untuk
menyelesatkan utangnya kepada bank.
2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran
berakhir. 1a tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannva.
3) Jika penjualan barang tersebut menyvebabkan kerugian.
nasabah  tetap  harus  menyelesaikan  utangnya  scsuai
kesepakatan awal. la tidak boleh memperlambat pembayaran
angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan Pembayaran dalam Murabahah



[§9]
(9]

1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan
menunda penyelesaian utangnya.

2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya.
maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi
Syari’ah  setelah tidak tercapai kesepakatan melalui
musyawarah/

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah

Jika nasabah t¢lah difiyatakan pailit dan gagal menyelesaikan

utangnya. bank harus mgnunda tagihan utang sampai ia menjadi

\ 22
sanggup kembali: atat/berdasarkan kesepakatan.”

2. Permasalahan Pembiayaan Murabahah

Dalam beberapa halbafik™ Konvensional dan perbankan svari‘ah
memiliki  persamaan, terutama’ dalamewsisis) teKmish penerimaan uang.
mekanisme ftransfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat
umum memperoleh pembiayaan, proposal, laporan keuangan dan
sebagainya. Akan tetapi. terdapat banyak perbedaan mendasar di antara
keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha
vang dibiayai dan lingkungan kerja.” Di samping itu. paradigma yang
dipakai juga berbeda. Bank konvensional hanya sebagai lembaga perantara

keuangan (intermediary financial institution). sehingga tidak boleh

** Fatwa Dsn MUI no. 04/dsn-mui/iv/2000 tentang Murabahah.
" M. Syafi’i Antonio, Bank Svari’ah : Dari Teori Ke Praktek {Jakarta : Gema Insani Press,
2001), cet. 111, him.29-34.



berdagang. Sedangkan perbankan syari’ah. di samping sebagai lembaga
perantara kevangan, juga melakukan perdagangan misalnya melalui jual-
beli murabahah.

Landasan syari’ah perbankan syari’ah adalah ketentuan-ketentuan
hukum mu‘amalah. khususnya menyangkut hukum perjanjian (akad). Ada
scjumlah akad yang dijadikan landasan bagi operasionalisasi perbankan
syari“ah. seperti jual-beli {(a/-bailydeAgan berbagai jenisnya, scwa-menyewa
(al-ijarah), perkongsian (al-musyarakah), bagi hasil (al-mudharabah), gadai
{ar-rahn). hutang-piutang | (ul-g@red)y™pemiindahan  hutang (al-hiwalah).
penanggungan hutang (a/-kafalah)./dan pemberian kuasa.

Bentuk-bentuk akad jual-beli ‘yang\telah dibahas para ulama dalam
figih mu’amalah terbilang sangat.banyakeDarlsckian banyak itu, ada tiga
tenis jual-beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok
dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syari’ah.
vaitu bai’ al-murabuhthehtr ~a$-Salnedatberi £71=15tishna. ™' Dan secara
khusus, produk yang dihasilkan dari sistem jual-beli dan margin keuntungan
adalah bai’ al-murabahah dan al-bai’ bi saman ajil” Keabsahan
operasionalisasi produk bai’ al-murabahah sendiri dalam perbankan
syari'ah masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama (kontemporer).

Ada sebagian ulama yang membolehkan, karena merupakan jual-beli.
Sebaliknva. sebagian ulama yang lain melarangnya karena menganggapnya

sebagai hai’ al-inagh vang haram hukumnya. jual-beli atas barang yang tidak

o
“1hid  him.101.
* Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI &
Takaful} di Indonesia (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996), cet. I, him. 81 dan 112.



ada pada seseorang (bai’ al-ma’dum), atau dianggap sebagai dua jual-beli
dalam satu jual-beli (bai ‘atani fi bai’ah), dan bahkan dianggap sebagai hilah
untuk mengambil riba. Abdullah Saeed juga mengkritik produk bai' al-
murabahah ini. Menurutnya. tidak terdapat perbedaan yang substansial
antara mark-up dengan bunga (financing). Jika hukum Islam membolehkan
bai’ al-murabahah, mengapa bunga bank konvensional dilarang.*
a. Akad Bai® Al-Murabahali Dalam-Figih
Jual-beli dalam hukum ¢lslamydiaitikan sebagai suatu akad yang
dibuat atas dasar kata s¢pakat'antara dud pihak untuk melakukan tukar-
menukar suatu benda |dengan’ /beénda tain sebagai imbalan dengan
memindahkan hak miliK "atas Jmasing/masing benda itu dari pihak yang
satu kepada pihak Jain. Dalam.hukum, Islam, jual-beli meliputi tukar
menukar barang dengan barang (barter. hai’ al-mugayadah). uang
dengan uang (as-sarf), dan uang dengan barang (bai " al-mutlag).
Berdasarkan salah’satw’” Kategorinya=fual-beli dibedakan menjadi
jual-beli  tawar-menawar (bai’ al-musawamah), dan jual-beli
amanah/kepercayaan (bai’ al-amanah). Yang dimaksud jual-beli tawar-
menawar (al-musawamah) adalah suatu bentuk jual-beli yang dikenal
dalam figih di mana pembeli tidak diberi tahu harga pokok barang yang
dibeli oleh penjual. Sedangkan jual-beli kepercayvaan (a/-amanah) adalah
suatu bentuk jual-beli di mana pembeli diberi tahu secara jujur harga

pokok barang.

- Lihat Abduliah Saeed. Islamic Banking and Interest - A Study of Prohibition of Riba and
It’s Contemporary Interpretation (Leiden @ E. J. Brill. 1996}, hIm.93.



Dengan demikian, pembeli mengetahui besarnya keuntungan yang
diambil penjual. Adanya bentuk jual-beli jenis kedua ini dimaksudkan
untuk mempertegas penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam yang
menghendaki adanya kejujuran sedemikian rupa dalam transaksi serta
tidak membenarkan adanya penipuan (garar) dalam bentuk apapun.
sehingga suatu kebohongan semata dianggap sebagai pengkhianatan dan
penipuan yang berakibat/dapatdibatalkannya transaksi tersebut. Bahkan
diam semata juga dapat- diadggapy sebdgai salah satu bentuk cacat
kehendak (yaitu penipuan.

Bentuk jual-beli ini=bertujuan untuk melindungi orang yang tidak
berpengalaman dan kurang informasi dalam transaksi, sechingga terhindar
dari penipuan. Dischut jual-beli_kepercayan (bai’ alwmanah). karena
pembeli bersandar pada kejujuran penjual semata tentang informasi harga
barang yang dibelinya.27

Jual-beli amanahu{baiee! -amanah) medalamfigih [slam dibedakan
menjadi empat macam, yaitu:

1) Jual-beli murabahah (bai’ al-murabahah) Yaitu menjual dengan
harga asal ditambah dengan margin keuntungan.

2) Jual-beli di bawah harga pokok (bai' al-wadi'ah) Yaitu menjual
dengan harga jual di bawah harga asal dengan pengurangan yang

diketahui.

166.

T As-Sanhuri. Mashadir al-Hag fi al-Figh at-Isiami (Beirut © Dar al-Fikr. t. t.). juz TI, him.



3) Jual-beli kembali modal (bai' at-tauliyah) Yaitu menjual dengan
harga beli tanpa mengambil keuntungan sedikitpun.

4) Jual-beli mengikutsertakan (bai’ al-isyrak) Yaitu pembeli membeli
sebagian dari barang sesuai dengan prosentase harga pokok, sehingga
pembeli bersekutu dengan penjual dalam pemilikan barang tersebut.”®

Kata al-murabahah  berasal dari kata ar-ribh. vang berarti
tambahan (keuntungan).29 Pdialallinhukum [slam mendefinisikan bai”
al-murabahah sebagai befikut ¢

1) *‘Abd ar-Rahman al-Jaziri mendefinisikan bai’ al-murabahah sebagai
menjual barang dengan hapga | pokok |beserta keuntungan dengan
syarat-syarat tertentu.’®

2) Menurut Wahbah az-Zuhaili_adalah.jual:beli dengan harga pertama
(pokok) beserta tambahan keuntungan.”'

3) Ibn Rusyd -filosol danahlt hukum Maliki- mendefinisikannya
sebagai jual-beli di=mana-penjualimenjelaskamkepada pembeli harga
pokok barang vang dibelinya dan meminta suatu margin keuntungan

- 32
1.

kepada pembel

“* Ibid. h. 166-167 dan Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Istami wa Adillaruh (Damaskus : Dar
al-Fikr, 1989), jid. 1V, h. 703. Juga ‘Ala’ ad-Din Abu Bakr Ibn Mas’ud al-Kasani, Badai’ ash-
Shanai' fi Tartib asy-Syarai’ (Beirut . Dar al-Fikr, 1996), cet. I, juz V, him.331.

* <Abd ar-Rahman al-Jaziri, al-Figh “ala al-Mazahib al-Arba’ah (Beirut : Dar al-Fikr al-
‘Imiyyah, 1990). jid. TI. hlm.250.

W 1bid,

" Wahbah az-Zuhaili, a/-Figh. .. him. 703.

“ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad 1bn Rusvd al-Qurtubi. Bidavat al-Mujiahid wa
Nihavat al-Mugtashid (Beirut : Dar al-Fikr. tr). juz 1L him. 161,



4) Tbn Qudamah —ahli hukum Hambali- mengatakan bahwa arti jual-beli
murabahah adalah jual-beli dengan harga pokok ditambah margin
keuntungan.*

Dengan kata lain, jual-beli murabahah adalah suatu bentuk jual-
beli di mana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga pokok
{modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok
tersebut kemudian meniberikan Amargin \keuntungan kepada penjual
sesuai dengan Kkesepakatan. ¢fentamg TKeuntungan vyang disepakati™.
penjual harus memberi tahu pembelisfentdng harga pembelian barang dan
menyatakan jumlah keuntangan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Para ahli hukum Islam menetdpkan beberapa syarat mengenati jual-
beli murahahah. Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa.di dalam bai " al-
murabahah 1tu disyaratkan beberapa hal, yaitu :

1) Mengetahui harga pokok
Dalam jualzbeliN Buw'ahaiich  disyasatkant g4gan mengetahul  harga
pokok/ harga asal karena mengetahui harga merupakan syarat sah
jual-beli. Syarat ini juga diperuntukkan untuk jual-beli ar-taulivvah
dan al-wadi uh.

2) Mengetahui keuntungan
Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh si pembeli. Karena
margin  keuntungan termasuk bagian dari harga, sedangkan

mengetahui harga merupakan syarat sah jual-beli.

* Muwaftaquddin Ibn Qudamah, a/-Mughni (Beirut : Dar al-Fikr, 1984), jId. V, him.280.
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3) Harga pokok
Merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik
pada waktu terjadi jual-beli dengan penjual yang pertama atau
setelahnya, seperti dirham, dinar, dan lain-lain.**

Yang dimaksud dengan modal adalah jumlah yang harus dibayar
oleh pembeli pertama berdasarkan yang ditentukan dalam akad. Jadi
pengganti (badal) dari yang disebtitkan dalam akad bukan modal (harga
pokok). Jika dalam akad- meiggunakariDnmupiah scbagai harga pokok.
maka jumlah harga itu tidak balehpdigarfti| dengan dollar. Termasuk ke
dalam pengertian modal (harga pokok) adalah biaya-biaya yang memang
harus dikeluarkan oleh pembeli pertama dalam proses pembelian barang
tersebut. Dalam akad murgbahah,harus.dijelaskan secara terpisah berapa
harga pembelian dan berapa biaya-biaya.

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang
dapat dibebankan kepada “harga jual.barang!tersebut. Secara ringkas,
dapat dikatakan bahwa keempat mazhab membolehkan pembebanan
biava langsung vang harus dibavarkan kepada pihak ketiga. Keempat
mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang
berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual
maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna.
Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung

vang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan

* Wahbah az-Zuhaili, al-Figh..., him. 705.
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oleh pihak ketiga. Mazhab yang empat sepakat tidak membolehkan
pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau
tidak berkaitan dengan hal-hal vang herguna.3 :

Di samping itu, hal-hal yang mempengaruhi harga pokok itu harus
dijelaskan. Misalnya, cara pembelian oleh pembeli pertama apakah tunai
atau hutang, karena jual-beli hutang biasanya lebih mahal daripada tunai.
Jadi penjual dalam jual-beliSimarthahah harus menjelaskan kepada
pembeli apakah barang itu diddpat dari pembelian tunai (yang berakibat
harga pokoknya lebih murah)¥ataukah dari pembelian hutang (sehingga
harga pokoknya menjadi| lebih mahal).*

Jual-beli murabahahy metupakan-jualtbeli amanah, karena pembeli
memberikan amanah kepada penjual untuk memberitahukan harga pokok
barang tanpa bukti tertulis. Dengan demikian, dalam jual-beli ini tidak
diperbolehkan berkhianat? “Apabila" terjadi jual-beli murabahah dan
terdapat cacat padal bazangwbaik pada=penjual maupun pada pembeli.
maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Menurut Hanafiyah. penjual
tidak perlu menjelaskan adanya cacat pada barang karena cacat itu
merupakan bagian dari harga barang tersebut. Sementara jumhur ulama
tidak memperbolehkan menyembunyikan cacat barang yang dijual karena

hal itu termasuk khianat.*®

* Adiwarman A. Karim, Ekonomi Isiam : Suatw Kajian Kontemporer (Jakarta @ Gema
Insani Press, 2001), cet. I, him.86-87.

36 As-Sanhuri, Mashadir. .., juz 11, him, 172,
37 Al-Kasani, Badai'.... him331.
B ibid
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Penyembunyian cacat barang atau tidak menjelaskannya menurut
hukum Islam dianggap sebagai suatu pengkhianatan dan merupakan
salah satu cacat kehendak yang berakibat pembeli diberi hak kAiyar atau
dalam bahasa hukum perdata Barat pembeli diberi hak untuk minta
pembatalan atas jual-belt tersebut. Ibn Juzai dari Mazhab Maliki
mengatakan, “Tidak boleh ada penipuan jual-beli murabahah dan jual-
beli lainnya™ TermasuK pempuaniadalabh menyembunyikan keadaan
barang yang sebenarnya yafig! tidakOdiingini oleh pembeli atau
mengurangi minatnya terhadapibarang tersebut.””

Pengkhianatan datam jualsbeli wmurabahah ini bisa terjadi
mengenal Informas! tentang ¢ard’ penjual memperoleh barang. vaitu
apakah melalul pembelian secara tunal, pembelian hutang atau sebagai
penggantian dari suatu kasus perdamaian. Pengkhianatan bisa juga terjadi
tentang besarnya harga pemb€lian. Apabila pengkhianatan terjadi dalam
hal informasi [ ¢ara Lmemperoleh™ barang. dintana misalnya penjual
menyatakan bahwa ia memperolehnya melalui pembelian tunai padahal
melalui pembelian hutang atau merupakan barang penggantian dalam
suatu kasus perdamaian. maka pembeli diberi hak khiyar untuk
meneruskan atau membatalkan akad tersebut. Atau dalam bahasa hukum
perdata. pengkhianatan ini merupakan suatu cacat kehendak dan
memberikan hak kepada pembeli untuk meminta pembatalan akad

tersebut.

¥ Dikutip dalam as-Sanhuri, Mashadir.... juz 11, hIm.172.



Apabila pengkhianatan terjadi mengenai harga pokok barang di
mana penjual menyatakan suatu harga yang lebih tinggi dari harga
sebenarnya yang ia bayar, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat
dalam mazhab Hanafi. Menurut Abu Hanifah, pembeli boleh melakukan
khiyar untuk meneruskan jual-beli atau membatalkannya Kkarena
murabahah merupakan akad jual-beli yang berdasarkan amanah.*’
Menurut Abu Yusuf (133-182H)/pembelitidak mempunyai hak khiyar.
melainkan berhak menurankanfharga ke tingkat harga riil sesungguhnya
yang dibayarkan oleh pemual®ketikasmembeli barang bersangkutan serta
penurunan margin keun@ingan dalam prosentase yang sebanding dengan
penurunan harga pokok barang) Mazhab Maliki sejalan dengan pendapat
Abu Hanifah," Sedangkan mazhab Syafi’i dan Hambalj sejalan dengan
pendapat Abu Yusuf. "

Bai’ al-murabahahfidak memuliki rujikan/reterensi langsung dari
al-Qur’an dan Sunneh-Y angsada hanyalah.feférensi mengenai jual-beli
dan perdagangan. Jual-beli murabahah ini hanya dibahas dalam kitab-
kitab figih dan itupun sangat sedikit dan sepintas saja. Para ilmuwan.
ulama. dan  praktisi perbankan svari'ah  agaknva  menggunakan
rujukan/dasar hukum jual-beli sebagai rujukannya. karena mereka

menganggap bahwa murabahah termasuk jual-beli.*

* Wahbah az-Zuhaili, a/-Figh..., him.710-711 dan bandingkan dengan M. Syafi’i Antonio.
Bunk Svari’ah..., hIm.102.

" Ibn Rusyd, Bidayat..., him162.

2 [bn Qudamah, ai-Mughni, him.280, masalah ne. 3049,

** M. Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah. ., hlm.102, Muhammad, Sistem dan Prosedur
Operasional Bank Islam (Yogyakarta : Ull Press, 2000}, cet. 1, him.23-24.
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b. Akad Bai' Al-Murabahah Dalam Praktk Perbankan Syari’ah

Hadirnya bank syari’ah dewasa ini menunjukkan kecenderungan
yang semakin baik. Produk-produk yang dikeluarkan bank syari’ah
cukup bervariatif sehingga mampu memberikan pilihan/alternatif bagi
calon nasabah untuk memantfaatkannva. Berdasarkan survey yang pernah
dilakukan. kebanyakan bank syari’ah masih mengedepankan produk
dengan akad jual-beli, difantaranya\ adalah\murabahah dan bai’ bi saman
ajil (murabahah investast). Bahkan produk murabahah merupakan
produk yang paling bahyak “digunakan “s¢lama ini. Hal ini, mungkin.
karena pertimbangan risiko dan keuntungan yang akan diperoleh bank
syari’ah.

Dengan, murabahah. ristkooyang.mungkin dialami bank syari’ah
sangat kecil dan bank juga tidak tahu tentang untung dan rugi nasabah.
Sedangkan bila menggunakan produk ‘mudharabah (sistem bagi hasil).
maka risiko yang mungkin dialami bank-syari’ali'sangat tinggi dan rentan
terhadap kemungkinan bahaya moral. Karena bank syari’ah berasumsi
bahwa semua orang adalah jujur sehingga bank rawan berhadapan
dengan orang yang beri'tikad kurang baik. Di samping itu, perhitungan-
perhitungan dalam produk mudharabah (sistem bagi hasil) lebih rumit
bila dibandingkan perhitungan dalam bank konvensional. sehingga
dibutuhkan tenaga profesional vang betul-betul handal. Padahal. selama

ini kebanyakan tenaga profesional vang dimiliki bank syari’ah diambi!



dari bank konvensional yang masih terkonstruk perhitungan dengan
sistem bunga.

Terdapat beberapa istitah yang kadang-kadang dicampurbaurkan
satu sama lain atau bahkan dikacaukan pemakaiannya dan bukan hanya
sekedar sinonim. vaitu hui’ al-muajjal, bai' al-murabahah dan bai’ bi
saman ajfil. Di Indonesia digunakan istilah hai ™ al-mirabahah dan bai bi
saman  ajil. Kedua igfilahlSihiAdibedakan di mana yang pertama
dimaksudkan pembiayddn dalam bentuk| jual-beli berdasarkan harga
pokok ditambah marginiketntungan dengan pembayaran dibelakang
sekaligus. Sedangkan jyang kedua dimaksudkan pembiayaan dalam
bentuk jual-beli berdasarkan harga) pokok ditambah margin keuntungan
dengan pembayaran di helakangjugawtetapiosccara gencicil dan tidak
sekaligus.™

Kedua macam transaksi tersebut discbut dengan nama hai’ «i-
muajjal (jual beli denganspénbayarans th=belakang). sechingga dengan
demikian hai' al-muajjal mencakup bai’ al-murabahah dan bai’ bi
saman ajil. Hal int karena kedua jenis pembiayaan tersebut, menurut
yang berlaku di Indonesia. pembayarannya di belakang. Perbedaannva
hanya pada secara sekaligus atau mencicil.

Akad bhuai’ al-murabahah juga mirip (tidak sama) dengan akad

pembiayvaan Modal Kerja vang biasa diberikan oleh bank konvensional.

Y Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Bunk Bagi Husil (Jakarta : Biro Penelitian dan
Pengembangan Perbankan Islam Bank Indonesia, 1992), cet. I, him.4-5 dan 12-13; Karnaen
Perwataatmadja dan M. Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana Bunk Islam (Yogyakarta : Dana
Bhakti Prima Yasa. 1999), cet. III, hlm.25-28 dan 106.
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dan karenanya pembiayaan al-murabahah berjangka waktu di bawah satu
tahun (short run financing).”’

Dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan murabahah adalah
merujuk pada dasar hukum jual-beli pada Q.S. Al-bagarah 275 vang

berbunyi:
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Artinvar (Orand oraing fvame meka=pnengathil) “riba  tidak  dapar
herdiri melainkan sepertt berdirinya orang yvang kemasukan
syditan lantaran (fekangfpenyakil gila. keadaan mereka yvang
demikian  “HET “athdah © "disehabkan  mereka  Berkatu
(herpesdapatiy, Seswnge iwmves joed belinitu sama dengan riba.
padddia! N LAUANAT elah Lamenghal gt jual  beli dun
mengharamkan  riba. orang-orang  vang  Telalt  sampai
kepadanva larangun dari Tuhannvea, lalu terus berhenti (dari
mengambil riba), Maka baginya apa vang Telah diambilnyu
dahulu (sebelum datang larangan), dan wrusannya (terserah)
kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba). Maka
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
dalamnya (Q.S. Al-bagarah 275).

Operastonalisast produk pembiayaan murabahah di Indonesia didasarkan
atas fatwa DPS BMI No. BMI-16/FAT-DPS/X[/96 tentang pembiayaan

murabahah. tertanggal 27 Nopember 1996 M atau bertepatan 16 Rajab

Y ihid . hlm.25 dan Warkum Sumitro, Asas-asas. ... him.93.
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1417 H. Pertimbangan ekonomis yang dipakat adalah bahwa masyarakat
pengusaha banyak yang memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank
berdasarkan pada prinsip jual-beli untuk mendukung modal kerja yang
diperlukan guna melangsungkan dan meningkatkan produksi. Adapun
pertimbangan lepal-yuridisnya adalah UU No. 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan dan PP No. 72 tahun 1992 tentang Bank Bagi Hasil.

Secara teknis. akad hul Stlsmtvabahah tersebut terlaksana dengan
kedatangan nasabah ke tbank®svakh ahUdan mengajukan permohonan
Pembiayaan  al-Murabahah Santak” pembelian  suatu  barang  dan
menyatakan kesanggupan untuk | membeli barang tersebut. Setelah
melihat kelayakan nasabah)) juntuk/)\menerima fasilitas pembiayaan
tersebut. maka bank menyetujui, permohonannva_.Bank kemudian
membelikan atau menunjuk nasabah sebagai agen bank untuk membeli
barang yang diperlukannyd™ atas nama “bank  dan  menyelesaikan
pembayaran harga \barangedant biavas bank! Bank seketika itu juga
menjual barang tersebut kepada nasabah pada tingkat harga vang
disetujui bersama (yang terdiri dari harga pembelian ditambah mark-up
atau margin keuntungan) untuk dibayar dalam jangka waktu yang telah
disetujui bersama. Dan pada waktu jatuh tempo. nasabah membayar

harga jual barang vang telah disctujui tersebut kepada bank.*®

* Karnaen Perwataatmadia & M. Syafi'i Antonio. Apa dan.... hlm. 25-26.



37

Adapun rukun bai " al-murabahah di dalam perbankan sama dengan
rukun jual-beli dalam kitab figih dan hanya dianalogkan dalam praktik
perbankan, yaitu:

1) Penjual (al-bai’) dianalogkan sebagai bank;

2) Pembeli (al-musyiari} dianalogkan sebagai nasabah;

3) Barang yang akan diperjual belikan (a/-mabi’). yaitu jenis barang
pembiayaan:

4) Harga (al-saman) |dranaldgkan, sebagai pricing atau  plafond
pembiayaan:

5) l[jab dan qabul dianalogkan| sebagai lakad atau perjanjian, vaitu
pernyataan persetujudit,yang dittangkan dalam akad perjanjian.”’

Sedangkan svarat-syaratnya_disesuaikan dengan_kebijakan bank
syari'ah  yang bersangkutan, yang pada umumnya persyaratan
menyangkut barang yang=diperjual-belikaf, harga dan ijab-gabul ** Bui’
al-murabahah dapat dilakukan' Secarapemesanaf=déngan cara janji untuk
melakukan pembelian (a/-wa 'd bi al-bai’). Janji pemesan untuk membeli
barang dalam hui’ al-murabahah bisa merupakan janji yang mengikat.
bisa juga tidak. Para ulama klasik bersepakat bahwa pemesan tidak boleh
diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan 1tu
disertai alasan secara rinci mengenai pelarangan tersebut. Akan tetapi
beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa janji untuk membeli

barang tersebut bisa mengikat pemesan. Hal ini demi menghindari

" Lihat Arrison Hendry, Perbankan Svari'ah . Perspektif Praktisi (Jakarta : Mu'amaiat
[nstitute. 1999), him. 43.
® tbid
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madharat. Terlebih lagi bila nasabah bisa “pergi™ begitu saja akan sangat
merugikan pihak bank atau penyedia barang.*

Dalam hal ini, pembeli dibolehkan meminta pemesan membayar
uang muka atau tanda jadi (arboun dalam istilah beberapa bank Islam)
saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Uang muka adalah
jumlah yang dibayar oleh pemesan yang menunjukkan bahwa ia
bersungguh-sungguh atag pesanannya\tersdbut. Adapun uang muka akan
diperhitungkan sesuai besar &erugian aktual pembeli. Bila kemudian
pemesan menolak untuk mentbelicaset tersebut, biaya riil pembeli harus
dibayar dari uang muka! Bila nilai wang muka tersebut lebih sedikit dari
kerugian yang harus ditanggung) pembgli, pembeli dapat meminta
kembali sisa,kerugiannya .pada~pemesan. Sedangkanbila vang muka
melebihi kerugian, pembeli (penerima pesanan) harus mengembalikan
kelebthan itu kepada pemesan.

Untuk menjaga=agarsp€mesan=tiddk=main-main dengan pesanan
maka diperbolehkan meminta jaminan. Si  pembeli (penyedia
pembiayaan/bank) dapat meminta pemesan (pemohon/nasabah) suatu
jaminan (rahn) untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya.
barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa
diterima untuk pembayaran hutang.™

Murabahah dengan pemesanan umumnya dapat diterapkan pada

produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi. baik

* M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Penerbit Gema Insani, Jakarta.
hlm. 103-104.
* Ibid.. hlm.104-105.
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domestik maupun luar negeri, seperti melalui letter of credit (L/C).
Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu
asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada
umumnya. Kalangan perbankan syari’ah di Indonesia banyak
menggunakan al-murabahah secara berkelanjutan (roll over/evergreen)

seperti untuk modal kerja. Padahal sebenarnya, al-murabahah adalah

kontrak jangka pend

d@&a&r\%’-k‘\ akad (one short deal). Al-

murabahah tidak tep f_[dlt k skema modal kerja. Tetapi
tersebut. Hal ini mengingat
() i . 5]

yang sangat tinggi.

Sesuai dengan sfﬁ’f—‘ﬁ}M f transaksi bai' al-murabahah

memiliki beberapa manfaat, demikian j :u a risiko yang harus diantisipasi.

Bai’ al-&) N hYmEl banya manfaat Kepada bank syari’ah.

Salah satunya adalal‘l ﬁ%Mng muncul dari selisih harga
beli dari penlN@@“Ec&xIlAah. Selain itu. sistem

bai' al-murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan

penanganan administrasinya di bank syari‘ah.™
Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain
sebagai berikut :

1) Default atau kelalaian: nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

*' Ibid., him.106
2 Ibid.. him.106-107
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2) Fluktuasi harga komparatif: Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar
naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa
mengubah harga jual-beli tersebut.

3) Penolakan nasabah: barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh
nasabah karena berbagai sebab. Bisa saja karena rusak dalam

perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Atau karena

nasabah merasa ?pésxﬁg@% ,\Ram’!‘g tersebut berbeda dengan
< Z

pemesanan.

4) Dijual: Karena bail ersifat jual-beli dengan utang,

maka ketika kontfak barang itu menjadi milik

nasabah. Nasabah %M@#papun terhadap aset miliknya

tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko

S dDINERSITAS

Dalam dunia rl(ﬁthﬁA(Mnurabahah sudah merupakan
perluasan darl N@’@N EiSIlt'Anurabahah digunakan

untuk mengacu pada suatu kesepakatan yang di dalamnya pembelian

barang oleh bank dikehendaki konsumennya yang membutuhkan barang
tersebut dan kemudian menjual barang tersebut kepada konsumen dengan
harga yang disepakati dengan memberikan keuntungan tertentu kepada
bank. Pembayaran dilakukan oleh konsumen dalam kurun waktu yang

ditentukan dengan cara kredit/tunai. Perjanjian semacam ini oleh Sami

53 %

> Ibid

' Arrison Hendry, Perbankan Syari‘ah : Perspektif Praktisi, Mu’amalat Institute, Jakarta:
1999, him.43.
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Hamud disebut bai’ al-murabahah li al-amir bi al-syira’ (penjualan
dengan keuntungan marginal yang disepakati kepada seseorang yang
memesan barang tersebut). Belakangan ini lebih dikenal dengan sebutan
murabahah.”

Dalam praktik/realisasi produk bai’ al-murabahah —pembayaran
tempo dengan sekaligus/langsung lunas— di lapangan/perbankan syari’ah

tidak ada. Yang ada a ang pembayarannya dilakukan

secara kredit/cicilan : yaé bai’ bi saman ajil). Atau,
murabahah yang dimddt igflah Sami Hamud. Jadi, dalam

praktiknya, murabahdapé-di n d% an bai’ bi saman ajil yang

notabenenya kurang bat

2.

tenaga pelaksana di lapanEan biasanya enggan menerangkan seluk-beluk

dan landagulnM) IataL{n 15a !adl Aengﬁéap calon nasabah
telah paham. Karenal &AWMplikasi dalam satu rangkaian

kalimat pende'N@ @NEr&I’xA)an dalam praktiknya,

sistem perhitungan dalam penetapan jasa bank masih mengacu dan
disesuaikan dengan standar bunga pada bank konvensional dan belum
memiliki standard perhitungan baku yang otonom dan mandiri. Tentu
saja banyak masyarakat yang mengira bahwa bank syari’ah sekedar
mengganti istilah bunga dengan margin. Atau dengan kata lain, siasat

bunga bank yang dibungkus dengan prinsip-prinsip syari’ah. Oleh karena

% M. Umer Chapra, Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil, terj. Lukman Hakim
(Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm.148.

3 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer, Gema Insani Press,
cet [, Jakarta :2001, hlm.90.
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itu, penentuan besarnya mark-up dalam murabahah harus mengacu pada
perhitungan besarnya keuntungan yang diperoleh nasabah yang
menjalankan transaksi murabahah, bukan mengacu pada suku bunga

dalam bank konvensional.

¢. Pandangan Ulama Terhadap Operasionalisasi Produk Bai’ Al-Murabahah

Terdapat beberapﬂepgql_pﬂ MamN.entang operasionalisasi produk
%) z

bai" al-murabahah di dak ané’ ari’ah, yaitu :

1) Bai’ al-murabahah inah yang diharamkan.

Bai' al-‘Inah

(penjual) menjual @w%ﬁ}@ﬁa orang lain (pembeli) secara

kontan, kemudian penlual tersebut membeli kembali barang tersebut

secare&) NI vh R%!TA7§ i

empo dengan harga yang lebih tinggl. ama Syafi’iyah dan
Zahiriyah menyltﬁ%M jual-beli ini sah dengan
terpenuhim @le\‘ E(SIIAH gabul. Sedangkan

menurut ulama Malikiyah dan Hambaliyah, akad jual-beli ini batal

1 jual-beli di mana seseorang

berdasarkan sadd adz-dzari’'ah. Demikian pula menurut Abu Hanifah,
akad jual-beli ini fasid jika tidak ada pihak ketiga di antara pemilik
barang dan pembeli. Menurut Wahbah az-Zuhaili, akad jual-beli ini
hanya merupakan hilah menuju akad pinjam-meminjam yang

mengandung riba dengan jalan atau perantaraan akad jual-beli.”®

7 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Damaskus : Dar al-Fikr jld. TV,
1989, hlm.466.
* Ibid., him.466-467.
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Dengan melihat bentuk akad bhai’ al-'inah di atas, maka dapat
diperoleh pemahaman bahwa bai’ al-murabahah di dalam praktik
perbankan syari’ah tidak sama dengan bai’ al- ‘inah. Di dalam bai’ al-
‘inah  pada hakikatnya tidak terjadi akad jual-beli, di mana
kepemilikan barang tidak mengalami pergeseran, tetapi tetap pada

pemilik semula. Sedangkan akad jual-beli hanya digunakan untuk

hilah menuju akad ?ﬂﬁarg@mjam vaitu untuk memperoleh uang
%) -z

pinjaman. Sedangkdndi i é murabahah benar-benar terjadi

akad jual-beli dan t status kepemilikan barang dari

penjual (bank) kepa ).

2) Bai’ a[—mumhu%Mﬁ@ﬁ] beli barang yang tidak ada

pada seseorang.

Qfsml ga!l rynjuﬁalrangl %1! tlldﬁaéda seseorang itu
sendiri Menurut J-%Lﬂ,@ngp oleh asy-Syaukani, bahwa

larangan IND{@ M&Abarang yang belum

dimiliki. Adapun menjual sesuatu yang ada di dalam tanggungan itu

boleh secara akad salam dengan syarat-syarat tertentu. Jika seseorang
menjual sesuatu yang ada dalam tanggungannya dan ditentukan secara
konkret di tempat yang telah diperjanjikan, maka hal itu boleh.
meskipun barang tersebut belum ada pada waktu akad.” Menurut Tbn

Taimiyah larangan tersebut bukan dari segi ada/ tidaknya objek akad,

9 yusuf al-Qardawi, Bai' al-Murabahah li al-Amir bi asy-Syira’ Kama Tajrivat al-
Masharif al-Islamivyah (t. t. p. : Mathba’ah Wahbah, 1987), him. 57.
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tetapi disebabkan oleh adanya unsur garar, yaitu jual-beli sesuatu
vang tidak dapat diserahkan.®

Dengan demikian, bai’ al-murabahah di dalam praktik
perbankan syari’ah termasuk jual-beli yang dibolehkan karena pihak
bank menjual barang kepada nasabah setelah barang tersebut dibeli

oleh pihak bank dari supplier (penjual), baru kemudian dijual kepada

nasabah. Bahkan di

aqlsm“ﬁy\;\negﬂmam jenis barang dan harganya

sudah dapat diketa ﬂ de )emikian pula, barang tersebut
pihak bank untuk diadakan di

kemudian hari.

3) Bai' al- murabahahﬁl’t&ﬂ%ﬂj@lual beli dalam satu jual beli

(bai atam 1 bai'ah

nga adanyzgljua;§l al!n4 sath% beli Asy-Syafi’i
memberikan dua L&Lﬂwﬁ Mual barang ini dua ribu secara

tempo, atm @M&A maka ambillah yang

kamu kehendaki”. Kedua. “aku jual rumahku kepadamu dengan syarat

engkau jual kudamu kepadaku”. Menurutnya jual-beli ini fasid.""
Menurut ulama Hanafiyah, akad jual-beli ini fdsid karena
harganya tidak jelas dan disertai dengan syarat tertentu. Demikian
pula menurut ulama Syafi’iyah dan Hambaliyah, akad jual-beli ini
batal karena termasuk jual-beli yang mengandung gharar. Sedangkan

menurut Imam Malik, akad jual-beli ini sah karena dua jual-beli dalam

% Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Damaskus : Dar al-Fikr jld. IV,
1989, hlm. 429,
! Ibid.
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satu jual-beli adalah dua harga yang berbeda antara kontan dan tempo,
tinggal pembeli memilih antara keduanya.®*

Terlepas dari berbagai penafsiran dan ketentuan hukum terhadap
akad dua jual-beli dalam satu jual-beli di atas, nampaknya praktik bai’
al-murabahah dalam perbankan syari’ah tidak memiliki kesamaan

dengan akad dua jual-beli dalam satu jual-beli tersebut. Di dalam

pelaksanaan bai’ ak;mrg{a&% hﬁ/b{a terdapat satu harga (harga

l&unt yaé harus dibayar oleh nasabah di
0 0
ilihan dua harga. Demikian pula di

pokok plus margin

kemudian hari (tem :@,
>

dalam  bai’  al-mud i rdapat persyaratan pembeli

(nasabah) harus me%ﬂﬂ%@;epwa pihak bank (penjual).
4) Bai’ al-murdbahah merupakan hilah untuk mengambil riba dan

IVERSITAS

bentukain dart financing.

Ada sebagLSJLmaAM)andangan bahwa bai’ al-
murabcihal MD@ NE&IiA’nerupakan hilah untuk

memperoleh riba atau menghasilkan uang sebagaimana yang
dilakukan oleh bank konvensional. Pada hakikatnya pembeli
(nasabah) datang ke bank untuk mendapatkan pinjaman uang, dan
bank tidak membeli barang (aset) kecuali dengan maksud untuk

menjual barang kepada pembeli (nasabah) secara kredit.®®

62 Wahbah az-Zuhaili, him.472.
8 yusuf al-Qardawi, Bai’' al-Murabahah li al-Amir bi asy-Syira’ Kama Tajriyat al-
Masharif al-Islamiyyah (t.t.p. : Mathba’ah Wahbah, 1987), jld. IV. hlm. 26.
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Hal tersebut kemungkinan didasarkan kepada anggapan bahwa
mekanisme penetapan harga (pricing) di dalam pembiayaan bai’ al-
murabdahah menggunakan cara perhitungan yang sama dengan bank
konvensional, yaitu dalam bentuk prosentase dari pembiavaan
pertahun. Perbedaannya, di dalam bank konvensional. yang menjadi
hutang nasabah terdiri dari pinjaman pokok dan hutang bunga (biaya

ab dibayar oleh nasabah secara

menjadi tidak Jelas%ijw@ kepada lamanya pembayaran

dan besam a suku bunga ya

ng ad
gk lﬂyiglba; §r‘ TA %rgm keuntungan
telah disepakati JSII&AM: (pembeli) dan pihak bank

(penjual), I &$IFAokok barang menjadi

harga baru yang harus dibayar oleh nasabah (pembeli) bila sudah jatuh
tempo. Demikian pula, tidak diperkenankan adanya kenaikan margin
keuntungan setelah akad sehingga harganya jelas dan pasti. Selain itu,
di dalam bai’ al-murabdhah nasabah tidak mendapatkan uang tunai,
tetapi langsung mendapatkan barang yang dibutuhkan. Singkatnya, di
dalam perbankan syari’ah. margin keuntungan telah disepakati di
muka antara bank dan nasabah dan tidak diperkenankan adanya

kenaikan margin keuntungan. Sedangkan, di dalam bank
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konvensional, dimungkinkan adanya kenaikan suku bunga tanpa
harus ada persetujuan dari nasabah.

Hanya saja yang perlu diperhatikan oleh perbankan syari’ah
adalah di dalam proses penetapan harga (pricing) jangan sampai
mengambil margin keuntungan yang terlalu tinggi sehingga selisih

harga barang yang dijual kepada nasabahnya tidak jauh berbeda

dengan harga barang yaag dijual n*lam bank konvensional. Oleh
-

)
karena itu diperluk ﬁket»dalél menetapkan tambahan/tingkat

laba dalam trans

n#urabahah. Pada kenyataannya,

legitimasi transaksi

yang tidak men%ﬁﬁ}@’dak menutup  kemungkinan

menetapkan harga penlualan '!auh lebih tinggi dari pada biaya semula.
Laba qu : leét'hl I Eruph

ak wajar dan ber an merupakan unsur riba yang

dilarang oleh Islarl).5 I— A M
Itulal N@@M&& A&bahah yang saat ini

sedang dan masih diterapkan dalam operasional perbankan syari’ah.

thah atas dasar suatu jumlah

Namun demikian, ada sebagian ulama yang membolehkan
pembiayaan murdbahah ini dikarenakan mekanisme murabahah yang
saat ini diterapkan di dalam perbankan syari’ah merupakan
pengembangan dari hai’ al- murdbahah /jual-beli dengan harga pokok
plus margin keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan

murdbahah ini menjauhkan dari praktik riba dan memberikan

% M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, terj. M. Nastangin (Yogyakarta :
Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), him205.
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kesempatan kepada orang yang membutuhkan barang dalam keadaan

yang mendesak.

3. Pengawasan Dalam Ekonomi Islam
a. Pengertian Dan Tujuan Pengawasan

1) Pengertian

Dalam bahas
v)

adalah penilikan d en‘pe kan dan pengarahan kebijakan
)

jalannya perusahaa

ndfglgs’&lmanz\dimaksud dengan pengawasan
-z

g%pengawasan adalah upaya agar
n

ngan;p

njﬁl&ﬁﬁan. Dilihat dari sisi yang lebih
longgar pﬁawasan dalam _arti peniawasan manajerial, adalah
kegiatthuk LMm%aEwa{ peSaklsanaa‘n se‘m§iengan rencana.

Pengawasarl §Lﬁm&e}Mlah satu fungsi dalam proses
manajemel ND@\N&& IjAengembangan standar

pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian

sesuatu dilaksanak praturan yang telah ditetapkan

dan instruksi dan ya

pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda
dengan rencana.”®

Pengawasan adalah adalah suatu proses untuk menetapkan suatu

pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi

% Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Cet.ke-3, 1990. him. 58
% Komarudian, Enxiklopedia Manajemen, Jakarta, Bumi Aksara: him.165.
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bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan rencana semula.®”’

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk
menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standart yang
telah ditetapkan dalam perencanaan. Apabila pelaksanaan kerja

berjalan tidak sesuai dengan standar perencanaan, walaupun secara

tidak sengaja tetap I?(arqgﬁa,gg Jebihybaik, hal ini tanpak klasik dan
%) -z

tradisional disebmf_‘:lepwtr% Dengan demikian melalui

pengawasan dapa%

auh mana  penyimpangan,

penyalahgunaan, ke

penyelewengan dan %%M@fmasa yang akan datang.®

Hean Fayol, salah seorang perintis ilmu manajemen

mengHan peL%%& !pa[a‘me’he§sa apakah semua
terjadi  sesuai dl§|-nn$M ditetapkan, perintah yang

dikeluarkal:NDi@ NE!&I A dimaksudkan untuk

mengetahui  kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari

. pemborosan, kemubazdiran,

kejadiannya dikemudian hari.”

Sedangkan pemeriksaan syari’ah adalah pemeriksaan atas
kesesuaian atau kepatuhan suatu lembaga keuangan dalam seluruh
aktivitasnya dengan syari’ah islam. Pemeriksaan termasuk kontrak

perjanjian, produk. transaksi memorandum dan akte perjanjian

" M. Manulang, Dasat-dasar Manajemen, Jakarta: Ghalia Indonesia, himl. 173

* Inu Kencana Syafi'i, Al-Qur'an dan llmu Administrasi, Jakarta : PT Rineka Cipta,

Sofyan Syafri Harahap, Sitam Pengawasan Manajemen (Managemen C ontrol Svstem),
Jakarta: PT Pustaka Quantum, him. 10
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asosiasi, laporan keuangan, laporan lain khususnya laporan internal
auditor dan bank sentral, surat interent dan lain-lain.”

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan
merupakan usaha untuk menjamin terlaksananya segala ketentuan,
kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan atau dengan kata

lain pengawasan kerja adalah aspek-aspek pemeriksaan, pencocokan

serta mengusahakanp‘gai§EE‘gr}9@n}qar sesuai dengan rencana yang
-z

%)
telah ditetapkan sena&asiwikc%e ndaki.

0
2) Tujuan Pengawasan| %

n islam dilakukan untuk

meluruskan yang tldﬁ}.{ytw@%ﬁks: Tujuan utama pengawasan

adalah mengusahakan sué)aya Ean direncanakan menjadi kenyataan.

WLM] ar e a!si] tUuA léa tersebut, maka
pengawasan pada lﬁlﬂAM agar pelaksanaan pekerjaan

sesuai denlN@@NEi&* dan untuk mengetahui

kelemahankelamahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam

Pengawasan

pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat
diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun
waktu-waktu yang akan datang.”’

Pengawasan dalam pandangan islam dilakukan untuk

meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan

" Sofyan S Harahap, Auditing Dalam Perspekiif Islam, Jakarta : Pustaka Quantum, him. 18

" Ibid., hlm. 173
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membenarkan yang hak. Pengawasan (control) dalam ajaran islam
(hukum syari’ah) paling tidak terbagi menjadi dua hal :

Pertama; kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber
dari tauhid dan keimanan kepada Allah Swt. Seseorang yang yakin
bahwa Allah pasti mengawasi hambanya, maka ia akan bertindak hati-

hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah adalah yang kedua dan

ang ketiga. Seperti diuangkap

Artinya: 1”% Nﬁg&rh Sesungguhnya Allah
ng i ya [Angi* dan di bumi? tiada

pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah
keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang,
melainkan  Dia-lah  keenamnya. dan tiada (pula)
pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih
banyak, melainkan dia berada bersama mereka di manapun
mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan
kepada mereka pada hari kiamat apa yang Telah mereka
kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala
sesuatu. (OS. Al-Mujaadilah : 7).

Kedua; sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem
pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem
pengawasan itu dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari

pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah
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didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan
tugas, dan lain-lain.”

Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang telah built in
ketika menyusun sebuah program. Dalam menyusun program harus
sudah ada unsur kontrol didalamnya. Tujuannya adalah seseorang

yvang melakukan sebuah pekerjaan merasa bahwa pekerjaanya itu

diperhatikan oleh atfﬁm glLkﬂlmekEY*aan yang tidak diacuhkan atau
%) z

w xé pengawasan terbaik adalah
)

aldrm diri orang yang diawasi dan

dianggap enteng.

0
pengawasan yang di%m

dari sistem pengawa

" D
Sedangkan tujtiart(pitheridbdanykyariah adalah bahwa seluruh

kegiatan iang dilakukan oleh suatu lembaga keugan syari’ah tidak

bertentdhgan clengan ;e;entuan syari’ah. Peéncapaian tujuan ini

membutuhkan bal&Lhk&&Mkesesuaian seluruh kegiatan
perusahaarl N@l@ Nﬁr&ﬁumu keharusan.”

b. Prosedur Pengawasan
Prosedur yang diikuti bank-bank islam untuk menjamin keislaman
perbankan dan keuangan mereka dapat dinyatakan secara ringkas seperti
berikut: manejemen bank, ketika menemukan masalah perbankan dan

keuangan yang perlu ditinjau oleh Dewan Syari’ah, menganalisis

7 Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, Manajemen Syari'ah dalam Praktek, Jakarta: Gema
Insani Press, hlm. 156-157

" Ibid, hlm 158

™ Ibid, him.218
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masalah tersebut sampai batas tertentu, kemudian mengusulkan suatu
solusi yang dapat diadopsi dalam perbankan dan keuangan kontemporer.,
dengan menjelaskan unsur-unsur pembentuk solusi yang diusulkan,
memberi contoh untuk penjelasan, dan mencari fatwa Dewan Syari’ah
tentang solusi yang diusulkan. Dewan lalu mempertimbangkannya dan

jika menurut pendapatnya tidak ada keberatan terhadap solusi itu dari

sudut pandang syari’ ar mQ@Maﬂ\pun mendukungnya. Jika ada

keberatan terhadap spln %u terhadap salah satu unsur

pembentuknya maka D geluarkan pendapatnya tentang

hal itu. dan merekom

: 75 o (82 (f fo
yang ditolak. 5;;“ Jﬁﬂj@‘
Pemeriksaan syari’ah dilaksanakan sesuai dergl tahapan sebagai

_ "ONRERSITA

1) Prosedur atau tathﬁ%Mﬁksaan.
Prosedur IN@M&IA dahulu direncanakan

sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang efektif dan efisien.

si selanjutnya terhadap unsur

2) Melaksanakan prosedur, menyiapkan dan mereview kertas kerja
pemeriksaan.
Pada tahap ini semua rencana pemeriksaan dilaksanakan. Tahap

prosedur pemeriksaan syari’ah ini biasanya termasuk :

" Abdullah Saeed, “Islamic Banking and Interest: A Study of Riba And Its Contemporary
Interpretation”, Terj. Arif Maftuhin, Menyoal Bank Syari'ah : Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank
Kaum Neo Revivalis Jakarta. Paramadina, Cet. ke-2, 2004, hlm. 172.
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a) Mendapatkan pemahaman terhadap sikap kehati-hatian, komitmen,
dan kesesuaian fungsi pengawasan yang diterapkan dalam menjaga
agar semua kegiatan memenuhi dan mematuhi ketentuan syari’ah.

b) Melakukan review terhadap kontrak, persetujuan dan lain
sebagainya.

¢) Memastikan apakah transaksi yang dilakukan selama tahun itu

khususnya mengernfwwmahkan oleh Dewan Pengawas
-

Syari’ah.

7}
:
7))

d) Memeriksa infoﬁa lain seperti memo internal.
>

kesimpulan rapat,

dan prosedur. 5;:-’ Jﬁﬂj@l
e) Melakukan konsultasi, koordinasi dengan penasehat seperti auditor

"ONR/ERSITAS

f) Melakukan dlél-de@ Mjemen perusahaan tentang
emant O NE S| A

3) Pendokumentasian kesimpulan dan laporan

an laporan keungan, kebijakan

Dewan Pengawasan Syari’ah harus mendokumentasikan kesimpulan
dari hasil pemeriksaan serta laporan mereka terhadap pemegang
saham berdasarkan hasil audit dan diskusi yang dilakukan bersama
manejemen.m

Adapun proses pengawasan meliputi tiga tahapan proses yaitu :

1) Proses penentuan standard

1 Sofyan S Harahap, Auditing Dalam Perspektif Islam, Jakarta ;: Pustaka Quantum, Cet. ke-
[,2002, hlm. 219-221.
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Proses ini meliputi penentuan ukuran-ukuran yang dipergunakan
sebagai dasar penentuan tingkat pencapaian tujuan yang telah
ditentukan didalam perencanaan.

2) Proses evaluasi atau proses penilaian
Dalam tahap ini Kita haruslah melakukan pengukuran terhadap realita

yang telah terjadi sebagai hasil kerja dari tugas yang telah
dilakukannya. Setelafkdwmjﬁ hasil itu maka kemudian hasil
%) -
pengukuran itu kitd &erbwanéi
0 )

)
yang telah kita tenui%n pertama tadi.
>

pngan ukuran-ukuran standard

IS3

1 y4
3) Proses perbaikan 5 >

Dalam tahap ini kltaieﬁ%@’ jalan keluar untuk mengambil

langkah-langkah tindakan korelasi terhadap terjadi penyimpangan-

penyiMrm IEMI%! ta'ha§eliu]. getel!§tiga tahap proses
pengawasan terselSlLﬂﬂAMkita perlu menyajikan hasil-

hasil dari M@NEB&IbAk suatu laporan hasil

pengawasan.ﬂ

c¢. Aspek-Aspek Pengawasan
Pemeriksaan syari’ah adalah pemeriksaan atas kesesuaian atau
kepatuhan suatu lembaga keuangan dalam seluruh aktifitasnya dengan
syari’ah islam. Pemeriksaan termasuk kontrak, perjanjian., kebijakan,

produk, transaksi, memorandum dan akte perjanjian asosiasi. laporan

7 Indriyo Gitosudaarmo, Manajemen, Yogyakarta ; BPFE, 1984, him. 90-91
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keuangan, laporan lain khususnya laporan internal auditor dan bank
sentral, surat intern dan lain-lain. Dewan Pengawas Syari’ah harus
melengkapi dan membuka akses kepada seluruh catatan, transaksi dan
informasi dari semua sumber termasuk nasehat profesional dan karyawan
8

lembaga keuangan islam.’

Ditinjau dari objeknya, maka pengawasan dapat dilakukan

terhadap:

1) Product

| kualitas dan kuantitas dari

produksi. Maksudny :_) engutamakan kuantitas, jangan

sampai meninggalka

kuantitas maka kualitas jadi menurun.

i INIVERSITAS

Ini dilakukan merlés LgkAang mudah berubah.
ywiw  [INDONESIA

Dalam hal ini titik berat ditinjau dari sudut penggunaan waktu.
Seandainya menurut rencana dikerjakan dua jam, apakah waktu itu
tepat atau tidak. Sehingga dengan demikian pekerjaan dapat berjalan
secara efisien.

4) Orang
Ini merupakan pengawasan yang paling sulit. Makin lihai orang yang

diawasi makin banyak problema yang dihadapi. Pengawasan

™8 Ibid, him. 218.
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mengenai orang dapat dilakukan secara langsung ataupun tak
langsung. Pengawasan langsung misalnya dijalankan oleh seorang
kepala bagian terhadap orang-orang yang langsung di bawahnya.
Pengawasan tak langsung misalnya kalau pengawasan dilakukan oleh
seorang kepala bagian dengan melalui sub seksi. Pengawasan
mengenai orang ini dimaksudkan untuk mengetahui kegiatan orang

lah ditetapkan atau tidak.”

itu, apakah sejalan d

Menurut Wma(& ‘

memperhatikan salah s a

ftas dapat diawasi dengan

pr-faktor berikut:

a) Kualitas
b) Kuantitas /‘ji“”ﬂj Kfﬂj@l
c¢) Biaya

oredNIVERSITAS
Bukanlah hal I§LﬂnsAMetiap aktivitas dapat diawasi
dengan menlN@r@ NE &ilxﬁsing faktor tersebut.

Seringkali pengawasan yang cukup baik dapat dicapai dengan hanya dua
diantara faktor tersebut.

Salah satu pandangan yang populer dan lazim adalah pelaksanaan
pengawasan dengan memperhatikan fungsi-fungsi spesifik, artinya

berbicara mengenai pengawasan finansial pengawasan personil dari pada

" Soekarno K, Dasar-dasar Management, Jakarta: Telaga Bening, tt, hlm.109-110
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penggunaan faktor-faktor kuantitas. kualitas, biaya dan penggunaan

waktu.*

d. Prinsip-Prinsip Pengawasan
Sebuah koreksi terhadap suatu kesalahan dalam Islam didasarkan
atas tiga dasar :

1) Tawa shaubil haqqjT sq@gmahﬁati atas dasar kebenaran dan

norma yang jelas &Ti

S
\

sebuah pengendalian akan

SIT.

berlangsung baik tan% n j2lds. Norma dan etika harus jelas.

Norma dan etika individual, melainkan harus

disepakati bersama @Jran main yang jelas. Sebagai

contoh, disepakati bahwa semua $gawa1 masuk kantor pukul 08.00

WIBQ elu kantom l/! ﬁn%m misalnya, jika
seseorang mend:l)ﬁll-ﬂuAMl keluar kota, maka akan

mendapatkllND’@NEl&’llAtemuan yvang konkrit

dan ketentuan yang jelas. Inilah yang disebut tawa shaubil haqqi.

2) Tawa shaubis shabri (saling menasehai atas dasar kesabaran).
Pada Umumnya seorang manusia sering mengulangi kesalahan-
kesalahan yang pernah dilakukan. Oleh karena itu diperlukan Tawa
shaubis shabri atau berwasiat dengan kesabaran. Koreksi yang
diberikannya pun harus berulang-ulang. Memberi koreksi itupun tidak

cukup sekali. Disinilah pentingnya kesabaran.

% Winardi, Azas-azas Menagement, Bandung : Alumni, 1977, him. 244-245
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3) Tawa shaubil marhamah (saling menasehati atas dasar kasih sayang).
Hal ini ditetapkan dalam Al-Quran dalam surat al-Balad ayat 17 yang
artinya adalah saling berwasiat atas dasar kasih sayang. Tujuan
melaksanakan pengawasan, pengendalian dan koreksi adalah untuk
mencegah seseorang jatuh terjerumus kepada sesuatu yang salah.

Tujuan lainnya adalah agar kualitas kehidupan terus meningkat. Inilah

Rencana tersebut menjad E njuk apakah sesuatu pelaksanaan

pekerJQ MJS%L% I TA S
2) Adanya PQMberilSLiﬂAeMewenang kepada bawahan.

Wewenand N @ MEa&ILApat diberikan kepada

bawahan, karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan
sudah menjalankan tugas dengan baik. Atas dasar instruksi yang
diberikan kepada bawahan dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan.
3) Dapat mereflektir sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan-kegiatan
yang harus diawasi. Agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif
artinya dapat merealisasikan tujuannya, maka suatu sistem

pengawasan setidaknya harus dapat segera melaporkan adanya

8 1hid, him. 160
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penyimpangan dari rencana. Oleh karena itulah sistem pengawasan
yang efektif harus dapat segera melaporkan penyimpangan-
penyimpangan sehingga dapat diambil tindakan untuk pelaksanaan
selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar-benar dapat sesuai
atau mendekati apa yang dilaksanakan sebelumnya.

4) Fleksibel suatu sistem pengawasan adalah efektif, bila mana sistem

pengawasan itu mepfe eksibilitas. Ini berarti bahwa

sistem pengawasan pergunakan meskipun terjadi

perubahanperubahar encana diluar dugaan.

5) Ekonomis sifat ek 3 sistem pengawasan sungguh-

sungguh diperlukan%@‘g}@ﬁ membuat sistem pengawasan

yang mahal, bila tujuan pengawasan itu dapat dijelmakan dengan

suatu legavasg §L%f§)engawasan yang
dianut oleh penlﬁl—beAiMerlu dianut, bila itu tidak

ekonomis lN@i@NE &Inﬁdi pedoman haruslah

membuat dan menganut suatu sistem pengawasan dengan benar-benar

merealisasi motif ekonomi.*

¢. Elemen Dasar Laporan Pengawasan
Laporan DPS harus berisi elemen sebagai berikut:
1) Judul

2) Alamat

8 Ibid, him 173-175



3) Alinea pendahuluan atau pengantar
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4) Alinea paragraf yang menjelaskan tentang sifat dari pekerjaan yang

dilakukan

5) Alinea pendapat yang berisi pernyataan pendapat tentang kepatuhan

lembaga keuangan itu pada aturan dan prinsip syariat islam.

6) Tanggal laporan.

7) Tanda tangan dari am

Untuk keseragani

S
\

it

L)
g

IS3§O

dapat dicapai pemaham

.

NIVERSI

terjadi.

el S

o
1) Judul dan alamat : %ﬂjﬁﬂj@l

i Japoran DPS sangat perlu agar

keadaan yang tidak biasa jika

Setiap laporan DPS harus memiliki judul sesuai dengan judul maksud

lapora“a“j!MnﬁBa%J:[@ §jukan dan harus
sesuai dengan ketle‘ldonAMkal. Alinea pembukaan atau

pendahuluziN NE& Ii menunjukan tujuan

penugasan, misalnya “sesuai dengan

an

menyerahkan laporan berikut:

surat penugasan, kami perlu

Alinea skop harus dapat

menjelaskan sifat dari pekerjaan atau penugasan yang dilakukan.

2) Tanggung jawab manajemen :

Alinea pernyataan yang jelas yang menyatakan bahwa manajemen

lembaga keuangan islam adalah bertanggung jawab untuk mematuhi

aturan dan prinsip syariat islam.

8 Ihid him. 209
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3) Alinea skop., alinea ini berisi :

a) Konfirmasi yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syari’ah
telah melaksanakan pengujian, prosedur dan kegiatan review yang
dianggap perlu.

b) Pemeriksaan berdasarkan uji tes dari setiap transaksi, bukti

pendukung transaksi yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan

dan prinsip syari’?h‘lqm

%] Vs
4) Alinea pendapat : | Z
n
Laporan Dewan Pen %w bafus menyatakan apakah kontrak
>
dari suatu lembaga k:Z)uang men yang berhubungan sesuai

dengan aturan dan%‘ﬁﬂj@ﬁslam. Jika Dewan Pengawas

Syari’ah telah menetapkan bahwa manajemen suatu lembaga

keuanéﬂ)m LMggﬂlura:ﬁ§ !::11;6 sy§r§ islam atau fatwa
atau peraturan darl S)LA Markan oleh Dewan Pengawas

Syari’ah IJNN&SIaA harus melaporkan

pelanggaran itu dalam alinea pendapatnya.

5) Tanggal laporan :
Dewan Pengawas Syari’ah harus menyatakan periode dari laporan dan
tanggal penyelesaian pemeriksaan yang dilakukan. Dewan Pengawas
Syari’ah tidak boleh memberikan tanggal laporan lebih cepat dari
pada tanggal dimana laporan keuangan ditandatangi dan disyahkan
oleh manajemen.

6) Tanda Tangan Dewan Pengawas Syari’ah :
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Laporan dari Dewan Pengawas Syari’ah harus ditandatangani oleh
semua anggotanya.

7) Publikasi laporan Dewan Pengawas Syari’ah :
Laporan Dewan Pengawas Syari'ah harus dipublikasikan dalam
laporan tahunan perusahaan atau lembaga keuangan islam. Publikasi

fatwa, peraturan dan pedoman Dewan Pengawas Syari’ah. Disarankan

bahwa lembaga keu?ﬂ@lmublikasikan fatwa, aturan dan

%) -
pedoman yang dike l&arke@ Déran Pengawas Syari’ah selama
0
@ 5
L
S m

tahun itu.®

Di atas telah diufai i hilaian merupakan salah satu

-]
mekanisme dari pada%%ﬁ@’ena itu penilaian merupakan

tindakan koreksi terhadap suatu laporan dan sekaligus merupakan koreksi

pula terh Memvntﬁi ri §lf;l:ﬁi§aterusnya. Dapat
dikatakan pula bahl«scLug&Mnaian merupakan tindakan
ot cr N D @I SHA

Penilaian adalah fungsi organik administrasi dan management yang

terakhir. Definisinya ialah : proses pengukuran dan perbandingan dari
pada hasil-hasil yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang
seharusnya dicapai. Ada beberapa hal yang penting dibuktikan dalam
definisi tersebut yaitu :

1) Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi

tersebut turut menentukan mati atau hidupnya suatu organisasi.

8 Ibid him. 209- 213
5 Ibid, him. 115-116
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2) Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian
adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan
management.

3) Bahwa penilaian menunjukan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan

yang sesungguhnya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai.*

4. Manajemen Pembiayaan

7} s

Kaitan antara banﬁdeané lam suatu unit bisnis adalah
0

penting, namun dalam azharus menghilangkan adanya
ketidakadilan, ketidakj l.l_]U"_.. ghts§> n dari satu pihak ke pihak lain

(bank dengan nasabahmﬁwﬁmfmk syariah dalam hubungan

dengan nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedangkan

dalam hal b&) mILMnE Bél;ﬁdﬁﬁ §agai kreditur dan
debitur. I s I_ A M

Sehubun*Na@ E&A&gang tersebut, maka

dalam menjalankan pekerjaannya, bank syariah menggunakan berbagai

teknik dan metode investasi. Kontrak hubungan investasi antara bank
syariah dengan nasabah ini disebut pembiayaan. Dalam aktivitas
pembiayaan bank syariah akan menjalankan dengan berbagai teknik dan
metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktivitas, seperti
kontrak mudharabah. musyarakah. murabahah dan yang lainnya.

Mekanisme perbankan syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah

% Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, Jakarta: Gunung Agung, tt, him.167
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bebas bunga. Oleh karena itu, soal membayarkan bunga kepada para
depositor atau pembenaan suatu bunga dari para nasabah tidak timbul.
Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari
keridhaan Allah untuk memperoleh kebijakan di dunia dan akhirat. Oleh
karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan

menyimpang dari tuntutan agama harus dihindari. Berikut falsafah yang

harus diterapkan oleh ban

GRS Nﬂwh:\

: Z
rr nyg;
“ )

1) Menghindari peng  menetapkan di muka secara
m

a. Menjauhkan diri dari

Dasar hukum yang @a&%}ﬁ@#ﬂdamn adalah QS. Lugman 34

yang berbunyi :

"ONIVERSITAS =
bJYldTgLﬁﬂ LJlrl;,oM‘JJ
N GLIND‘GNEglﬁ 5 5 )3

1

cn

Artinya: Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya  sajalah
pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang
menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam
rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui
(dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan
tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia
akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi
Maha Mengenal. (QS. Lugman 34)

*” Muhammad, Manajemen Dana Bank Syari’ah. Penerbit EKONISIA Kampus Fakultas
Ekonomi UIL Yogyakarta. 2005, him.2
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Maksudnya adalah manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti
apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya,
namun demikian mereka diwajibkan berusaha.

2) Menghindari penggunaan sistem persentasi untuk pembebanan biaya
terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang

mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis hutang/simpanan

tersebut hanya karen

7] P
Dasar hukum yang tﬁadi“ag% ndasan adalah QS. Ali'Imron
n
130 yang berbunyi : %
>
i L ge &/’t, - 3 F e - = ,JE,
bl 1o25ly dda L‘s\’lyh : ,-;:,\jl gD

IVERSITA $h ot et

Artmya ai orang-orang yang beriman, jangan
riba de.lg Iti l:pAan bertakwalah kamu kepada
Allah  Supay mu ™ ‘méndupat  keberuntungan.  (QS.
CImeon] 3
INDONESIA

3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang
ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh
kelebihan baik kualitas maupun kuantitas.

4) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan
atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara

sukarela.

b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan. dengan mengacu pada

ayat berikut:
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2 P _5,-5 L i A, - R A ) - _‘ﬂ
‘dww Al E-yb. s x!; o;iﬁ.g ¥ il bsleml il

2 4T a7

1;_1._])1_9 JL9 ,.a_j 4}3‘ J‘ JOJA'I_,‘_.OJ.«-'

F}
c— | l ) <
x\x%:‘a" \—.-)-’ =

cambil) riba tidak dapat berdiri
rang yang kemasukan syaitan
gila. keadaan mereka yang
wisebabkan mereka  Berkata
(berpendap uhnyg al beli itu sama dengan riba,
padahal ghalalkan  jual  beli  dan

mengharam %;‘ @ orang yang Telah sampai
kepadanya laranga ari annya, lalu terus berhenti (dari
mengambil riba), Maka ba mya apa y s?"elah diambilnya

L@)N IS‘ 4 jg'?’ A sannya (lerserah)
epada Allah. Orang vang

mbil riba), Maka

orang itu ';$l penirgm- enghuni neraka; mereka kekal di
dalamnya. .

INDONESIA

ol =i (,ﬁyl el ¥ L4 ol G
(,SJ;JE'ZuT | ;&wﬂ,uj N3 (S.,.upyu;o)_;\_),s

xn \T\ La.&‘)

Artinya: Orang-orang
melainkan sep
lantaran (n%
demikian

't.\

=R

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu,
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
(OS.an-Nisaa™ 29)



68

Dari ayat di atas, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus
dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya
didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya,
pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan
barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendororng

kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan

pembiayaan, spekulasi, da?:omqgt AM )

Dalam pelaksanaan syariah harus memenuhi aspek
syariah dan aspek ekononti
1) Aspek syariah, berarti

nasabah, bank syarlaﬁaﬂw@ﬁn pada syari’at Islam (tidak

menganduni unsur maisir ﬁharar dan riba serta bidang usaha harus

it RSITAS

2) Aspek ekonomi, beriﬁ me@lMertimbangkan hal-hal syariah
bank syariah IN henipk AR sleAkeuntungan baik bagi

bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.

isasi pembiayaan kepada para

Jenis-jenis pembiayaan untuk UMKM berdasarkan prinsip syariah
adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu kombinasi dari

pembiayaan likuiditas (cash financing), pembiayaan utang dagang

(receivable financing), dan pembiayaan persediaan (inventory financing).

8 thid, him.16
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Bank berdasarkan prinsip syariah dapat memenuhi seluruh kebutuhan

modal kerja debitur dengan sarana:

a) Mudharabah, di mana bank menjalin hubungan kerjasama dengan
nasabah sebagai pengusaha (mudharib). Fasilitas ini dapat diberikan
untuk jangka waktu tertentu, sedangkan hasilnya dibagi secara

periodik dengan nisbah (pembagian hasil) yang telah disepakati.

Setelah jatuh tempgs

ngsapak Melwmalikan jumlah dana beserta
s
bagian hasil yang jadi ng belum dibagikan).
7))
b) Qardh timbal bal E ( 1 balance), di mana nasabah
membuka rekening gro di tidak diberikan jasa giro atas

saldo simpanamya@%ﬁ%]@la nasabah kekurangan dana

dapat mengambil dana dar iro_tersebut melebihi saldo yang ada

(overdLA; act 1tMSEa pem§ an ll@lsm diberikan guna
memenuhi kebu § lﬁh&Mna terjadi  ketidaksesuaian

(mismacthl ND@N E &I Aow. Jumlah overdraft

yang dapt ditarik sesuai dengan kesepakatan berdasarkan perhitungan

besarnya saldo giro nasabah yang ada di bank dan atas fasilitas
pembiayaan ini bank hanya memungut biaya administrasi pengelolaan
fasilitas saja.

¢) Hiwalah (anjak piutang), di mana bank mengambil alih piutang
debitur. Dalam hal ini bank mendapatkan biaya administrasi dan biaya

penagihan.

% Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Penerbit Ekonisia, Yogyakarta,
2003. HIm.305
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d) Al-bai’ (prinsip jual beli) dalam dua tahap, fasilitas ini digunakan
untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan. Pada tahap
pertama bank mengadakan pembelian barang-barang yang dibutuhkan
nasabah secara tunai. Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah
pembeli dengan pembayaran yang ditangguhkan dengan mengambil

keuntungan yang disepakati bersama. Skema jual beli yang dapat

dipergunakan dala"ﬂa‘FSSL}&‘de bai’ al-murabahah, bai® al-

istishna’ dan bai’ as;

2) Pembiayaan Investas wa, dalam prinsip syariah

. . : . " 9
pembiayaan investasi yan skema sebagai berikut: .

a) Musyarakah mutan%‘ﬁfﬂj@ﬁaﬂ memberikan pembiayaan

dengan nsT Vertaan dan secara bertahap bank melepaskan

penyertdannya an pemili perus§ LTA&%TMI alih kendali
baik dengan mé_ll§rLkm‘A[Mash flow maupun dengan
menambal‘IND O N E S I A

b) Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik, di mana bank menyewakan barang

modal dengan opsi diakhiri dengan pemilikan barang modal oleh
debitur. Sumber pembayaran sewa adalah amortisasi barang modal
yang bersangkutan, surplus, dan sumber-sumber lain yang dapat
diperoleh perusahaan.

¢) Al-musyarakah, di mana bank dan debitur melakukan akad kerja sama

untuk suatu proyek usaha tertentu di mana masing-masing pihak

" Ibid, him.325
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memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan
dan risiko ditanggung bersama sesuai.

d) Al-mudharabah, di mana bank dan debitur melakukan akad kerjasama
usaha, bank bertindak sebagai shahibul maal yang menyediakan
seluruh modal (100%), sedangkan debitur menjadi pengelola.
Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan

angkan apabila rugi ditanggung

oleh pemilik modf_[se! ne d] itu tidak diakibatkan oleh
kelalaian si pengdldla.\GSebatd apabila kerugian disebabkan
kelalaian si pengelo|a 3 a harus bertanggung jawab.

Manajemen pemblam)ﬁﬁﬁM'@gecara umum diterapkan dengan

berpegang teguh kepada syariah Islam, Seperti tercantum dalam ayat berikut

UNIVERSITAS
Fag g e ISLL:Al.JoM
. T' 56I{IE$| b

P o 2 v»»‘ z A2

[PV GV S R E I | sl 25 Laxs Sax

& - = € €
,‘/‘ .../F,‘. , - =2 - gy Lt #
)JQQ)lAAJLMADb 2, /'I; J@PML}A} o_uG.;J\

ni:

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang
berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan  persaksian.  dan  barangsiapa  yang
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang
berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan. (QS. al-Baqgarah 283)
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Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa berhutang dalam Islam
adalah diperbolehkan dengan tujuan muamalah. Barang tanggungan
sebagaimana yang tercantum dalam ayat di atas adalah barang yang dapat
dijaminkan atas hutang yang dilakukan oleh debitur. Barang jaminan
tersebut digunakan sebagai alat pengamanan pembiayaan.

Dalam kaitannya dengan penanganan pembiayaan bermasalah,

dijelas kan dalam al-Qur aff Sgbagai berikug:

7, -
LI PR gf Z
J,&J;@-b&dﬂﬁ'
s
L
2
z
>

Artinya: Dan jika (orar W@ itu) dalam kesukaran, Maka
berilah Iangguﬁjsampaz ia berkelapangan. dan menyedekahkan
(sebai:an atau semua utang) itu, lebih baik_bagimu, jika kamu

2 SITAS

e Ui [y J@LAAA@, ol s 4l 2
INDONE S1A::

LAL,LQIM

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang
fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar
kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa
mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas
perbuatanmu itu.

Pembiayaan di bank syariah tidak selamanya dapat berjalan lancar,
namun juga timbul pembiayaan yang bermasalah. Jika terdapat
pembiayaan bermasalah, maka perlu dilakukan upaya pengamanan

pembiayaan baik sebelum maupun sesudah realisasi pembiayaan
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diberikan. Pengamanan pembiayaan dapat dilakukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut:”’
a. Sebelum realisasi pembiayaan.
Dalam tahapan ini berdasarkan persetujuan nasabah diatas, bank
melakukan penutupan asuransi dan/atau pengikatan agunan (jika

diperlukan). Setelah ini selesai, baru pembiayaan dapat dicairkan.

b. Setelah realisasi pemV("/)ﬁngL AM

o

vang selanjutnya m

-z

Bagi bank, pencairal b% lah akhir periode permohonan
meliharaan dan pemantauan
pembiayaan. Dalam 4

pembiayaan sebag%iﬂbﬁ}ﬁyﬁj@l dalam  permohonan atau

persetujuan bank. dan jangan sampai “bocor” dalam arti lari dalam hal-

hal di H Q!Mnﬁﬁé !a‘nl(~ @(§n pembinaan dan
kontrol atas aktivitl§nlie—aA1M

INDONESIA

5. Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS)

airan, dana diarahkan pada

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan jenis usahanya Bank
dibedakan menjadi dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

(UU No.10/1998 Bab I Pasal 1) Bank syariah adalah lembaga keuangan

* Ibid, him.214
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yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu
lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan
prinsip-prinsip syariah.”

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) merupakan
BPR biasa yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syari’ah.”

Berdirinya BPRS di Indonesia selain didasari oleh tuntutan bermuamalah

secara islam yang merupa n keingrnan kmﬂ dari sebagian besar umat islam

di indonesia, juga seb @1 [ dalam rangka restrukturasi
perekonimian an dalam berbagai paket

.. 94
kebijaksanaan keuangan, secara umum.

BPR juga diartikan%i%%@ig tidak memberikan jasa pada

lalu lintas pem bayaran yanEdalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat

secara konve smnal atau ber asarkan prm51p syarlah gerdasarkan UU RI

No.10 Tahun 1998 BPLsaLﬂFk&\Melaksanakan kegiatan usaha
secara konvenslm BQME $IAsyariah yang dalam

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada
pasal 13 disebutkan adanya batasan kegiatan yang boleh dilakukan BPR dan

yang membedakannya dari bank umum yaitu :

hlm.27

Suraka

Empat.

2 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

% Sholahuddin. Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam. Muhammadiyah University press.
rta, 2006, him.61

% Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Lembaga Terkait. Cetakan
PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2004, hlm.129

3 Malayu Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara, 2004, him.38
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a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan
dengan itu.

b. Memberikan pembiayaan.

¢. Menyediakan Pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip
syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

d. Menempatkan danany rtifikat Bank Indonesia (SBI).

deposito berjangka, se atau tabungan pada bank lain.
Bentuk hukum suatu B lah satu dari yaitu:”®
1) Perusahaan Daerah

2) Koperasi i‘” Jﬁ‘ﬂj@l

3) Perseroan Terbatas

4) BentuHumleE B §)Ia1pﬁa§an seijin Direksi
Bank Indonesia. I s L- A M

Dari penglm @@N&;&I\ Awa Bank Pembiayaan

Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai ketentuan operasional BPR

yang berlaku dan disesuaikan dengan aturan praktek perekonomian yang
[slami.
Konsep dasar operasional BPRS. sama dengan konsep dasar

operasional pada bank muamalat Indonesia, yaitu: system simpanan murni

hlm.88

% Heri sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia, 2003,
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(al-wadi’ah), system bagi hasil, system jual beli dan margin keuntungan,
system sewa dan system upah.’’
Tujuan berdirinya BPR Syariah di Indonesia adalah:”®
a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat
golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada didaerah pedesaan.

b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat

mengurangi arus urbani?aﬁl. ISLAM

¢. Membina semangat UK elalui kegiatan ekonomi dalam

meningkatkan pendapa zﬁ p emtiju kualitas hidup memadai.
m
Adapun kegiatan-ke sion% PRS adalah sebagai berikut:”’

a. Mobilisasi Dana Masyaﬁjﬂﬂﬁ‘ﬂj@‘

BPRS akan men%ahkan dana dari masyarakat dalam bentuk seperti:

menerima sig)@armjvadl'ah%!yesié‘llfa;l]ifas t&bu gan, dan deposito
berjangka. Fasilitas ini II§ L—guAM menitip infaq, sedekah dan

zakat, mempersil]N @@NEI&J&AH qurban, akikah. dan

lain-lain.

1) Simpanan Amanah
BPRS menerima titipan amanah berupa dana infaq, sedekah. zakat,
karena bank dapat menjadi perpanjangan tangan baitul maal dalam
menyimpan dan menyalurkan dana umat dapat bermanfaat secara optimal

2) Tabungan Wadi’ah

* Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Lembaga Terkait. Cetakan
Empat. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2004, him.130

** Ibid, him.85

* Ibid, him. 130-134
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BPRS menerima tabungan, baik pribadi maupun badan usaha dalam
bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini berdasarkan wadi’ah
yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung risiko kerugian, serta bank
akan memberikan kadar profit kepada penabung sejumlah tertentu dari
bagi hasil yang diperoleh bank dalam pembiayaan kredit pada nasabah.

3) Deposito Wadi’ah atau Deposito Mudharabah

BPRS menerima dep aik pribadi maupun badan /

lembaga. Akad peneri i lah wadi’ah atau mudharabah
0

dimana bank menerim % berjangka 1, 3, 6, 12 bulan dan
>

seterusnya, sebagai pe grtaan pada bank.

b. Penyaluran Dana g‘i“” Jﬁ‘ﬂj@‘
1) Pembiayaan mudharabah

2) PembiagaM!sya%(aE R s ITA S
3) Pembiayaan bai’ulaﬁrlnm ﬁ\ M
» pembinyalERO NE ST A

5) Pembiayaan qardhul hasan

6) Rahn (pembiayaan dengan menggunakan jaminan / agunan)
¢. Jasa Perbankan Lainnya
Secara bertahap BPRS akan menyediakan jasa untuk memperlancar
pembiayaan pembayaran dalam bentuk proses transfer dan inkaso.
pembayaran rekening listrik, air, telepon. angsuran KPR dan lainnya.
Sedangkan sasaran BPRS adalah golongan masyarakat yang belum

dijangkau oleh bank umum seperti petani. peternak, nelayan. pedagang,
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pengusaha kecil, pegawai dan pensiunan sehingga keberadaan BPRS akan
mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan
berusaha, pemerataan pendapatan dan agar mereka tidak jatuh ke tangan

para pelepas uang (rentenir dan pengijon).

C. KERANGKA ANALISIS

Kerangka analisis peneliti?ff inicakan R)@nggembarkan mengenai alur dalam

menganalisis data, adapun gamt

S

1)

-z

na%is sebagai berikut :
O)
Z

ONIRERSI

A8
0 FNC
2 Apa perm

n abah.
pembiayaan rabahah

| Bagalmarqs Mslam terhadap

permasalahan pemblayaan murabahah .

D OINE SIA

1. Pembiayaan Murabahah 4. Manajemen pembiayaan 7
2. Permasalahan pembiayaan murabahah. 5. BPRS
3. Pengawasan dalam ekonomi Islam. )
v ] L 4
1. Perencanaan pembiayaan 1. Observasi
2. Prosedur pemberian pembiayaan 2. Wawancara
3. Pengawasan pembiayaan 3. Dokumentasi )
[ J
v

[ Kesimpulan ]
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Besarnya peluang bisnis tidak di sia-siakan oleh pelaku bisnis terutama
BPRS yang mengorientasikan pembiayaan pada pedagang kecil, menengah,
sampai kalangan atas. pembiayaan dengan beberapa sektor, salah satu sektor yang
melakukan pembiayaan adalah sektor pertanian, perdagangan, dan lain-lain.

BPRS ini merupakan lembaga keuangan mikro tetapi BPRS ini berani

menawarkan produk murabahah yang mana memberikan pembiayaan sebesar

minimal 500.000, maka darr ity < peaulis T\engambii judul Problematika
-

pembiayaan Murabahah Pada ﬂPR% m%n dapat di rumuskan sebagai
)
nZn

berikut : Bagaimana manajem wrabahah, Apa permasalahan

pembiayaan murabahah, dan gan Ekonomi Islam terhadap

permasalahan pembiayaan mura aﬂ)‘@}}ilandasi beberapa teori seperti

Pembiayaan Murabahah Permasalahan Pemblayaan Murabahah, Pengawasan

Dalam EkonomlL)lam L[yajegl Pembiay ! @ §mah dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syari'ah.l S I—- A M

Untuk mengetal‘l;N@ @ME@L kan penelitian dengan

cara Observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi yang mana dari beberapa
teori dan hasil fact funding tersebut di analisis dan ditarik sebuah kesimpulan pada

rumusan masalah.



BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditetapkan,

jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan deskriptif.

Kualitatif (lapangan) merupaka?( pqxgqi_lggr;@/\péhilitian yang menekankan pada
%) -

pemahaman mengenai masala 1&1215 z kehidupan sosial berdasarkan

kondisi realitas atau natural settj pmpleks dan rinci.'

Penelitian deskriptif mg terhadap masalah-masalah

berupa fakta-fakta saat ini dari %Mj@ﬁan penelitian deskriptif adalah
untuk menjawab (ejtanyaan yani berkaitan dengan current status dari subyek
LI I {§EI!(BIIBA de}lg§ opini (individu,

vang diteliti. Tipe“penelitian ini umumnya

organisasi), kejadian atau prolz§2l— A M
Sedanglean PenIMDE@ MIHAenelitian ini adalah

pendekatan normatif, sosialogis, dan yuridis, dimana peneliti hanya menfokuskan

pada satu kasus yang sesuai dengan judul yang diteliti. Pendekatan normatif.
sosialogis, dan yuridis adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif,

terinci dan mendalam tarhadap suatu organisme, lembaga atau gejala tertentu.’

! Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, Metode Penelitian Bisnis untuk, 1999. Akuntansi
dan Manajemen. Penerbit BPFE, Yogyakarta, hlm.12.

? Ibid, hlm.26

3 SQuharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek. Rineka Cipta,
Jakarta, 1993, him.115.

80
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B. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam sumber data utama dalam penelitian
kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti
dokumentasi dan lain sebagainya.’

Penelitian yang dilaksanakan berkaitan erat dengan data yang diperoleh

sebagai dasar dalam pembahasan dan analisis. Diharapkan dari hasil penelitian

nantinya bisa didapatkan data y?r( ¢ valid dagrelévan dengan obyek yang diteliti.’

sumber data penelitian merupdka en@ yang menjadi pertimbangan

@)

dalam penentuan metode peng { ddlam mengadakan penelitian ini

data-data yang diperlukan adala

1. Data Primer AJ%C} . JMHJ @J

Merupakwww ER gq dﬁ‘l!!’rﬂ gra langsung dari
sumber asli (tidak melall'sﬂ wtm).Dala primer secara khusus

dikumpulkan oleh peNll untuk merawa E g yaan penelitian.

Peneliti mela ukan wawancara langsung !engan bapak Mardi yang

berupa pertanyaan mengenai manajemen pembiayaan yang meliputi
perencanaan jumlah pembiayaan, penentuan suku bunga, prosedur pemberian
pembiayaan. analisis pemberian pembiayaan, pengendalian pembiayaan.

pengawasan pembiayaan, dan manajemen pembiayaan.

“ Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Penerbit PT. Remaja Rosadakarya.
Bandung, 2005, hlm.157
* op.cit. hlm. 146



2. Data Sekunder
Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak
langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data
sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data internal
perusahaan yang ada di website, seperti profil perusahaan, latar belakang

perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, serta

produk dan jasa perusahaan. gdn juyl [eRubility.
h LY s
Z

Q'

Z

C. Metode pengumpulan data z

IVERSITA

Pengumpulan data mer an an (%n proses pengujian data yang

berkaitan dengan sumber dan%%}@emleh data penelitan. Teknik

pengumpulan dataci;lam ienelitian ini adalah:

1. Observasi. IVERSITAS

Yaitu cara pengumlvﬁLu&a%Melakukan pencatatan secara
cermat dan sistemle@iGME&ldAﬁ. Dengan metode ini,

peneliti melakukan pengamatan terhadap objek dan mencatat informasi yang

diperlukan dari aktifitas yang dilakukan oleh objek tersebut dalam
operasionalnya.

Pengamatan langsung terhadap obyek studi yaitu BPRS untuk
mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan sebagai dasar analisis serta
menkonfirmasikan obyektifitas dan keakuratan mengenai hal yang diperoleh

dalam penelitian maupun studi pustaka
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. Interview

Interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung
secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan
secara langsung informasi-informasi atau keterangan-l-(e\:c:rangan.6

Interview sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan,

adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh terwawancara. Ditinjau dari

pelaksanaannya, interview di?ﬁia]@&%@ﬁ}{ \
V) s

a. Interview Bebas, dimana béas menanyakan apa saja. tetapi
)

juga mengingat akan data dikumpulkan. Kebaikan metode ini

adalah bahwa responden sepenuhnya bahwa ia sedang

diinterview. Kelemahan ﬁﬁéﬂ%}@% ini adalah arah pertanyaan

kadang-kadan liuran terkendali.

b. Interview TerplmpinM%rview§nlg ]ila‘ﬁukﬁr§eh pewawancara
dengan membawa sedele§;lamr% Mp dan terperinci seperti yang
gimaksud dalan PNV SINE. ST A

¢. Interview Bebas Terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan

interview terpimpin. Dalam melaksanakan interview pewawancara
membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang
akan ditanyakan.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode interview bebas
terpimpin. Peneliti melakukan interview kepada Bapak Mardi selaku kepala

bagian operasional dan umum terkait BPRS Bangun Drajat Warga. Peneliti

¢ Narbuko, Cholid, dkk., Metodologi Penelitian. PT. Bumi Aksara: Jakarta. 2003, him.83
7 op.cit. hlm.156
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memperoleh data tentang jenis dan produk pembiayaan, perencanaan
pembiayaan, nilai jaminan, Pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah,

langkah-langkah untuk menurunkan resiko pembiayaan, dan pengawasan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel

yang berupa catatan, transk}p’. bk, Surat Rabar, majalah, prasasti, notulen
%) -

rapat, lengger, agenda, dan s¢

Dari dokumen yang a arizmemperoleh data tentang profil

perusahaan yang berisi gamh Bangun Drajat Warga, visi dan

misi, struktur organisasi, ser@%ﬁ@t)erusahaan, berkas-berkas yang

berkaitan dengan pembiayaan meliputi: surat pernyataan pemilikan, aplikasi

permohonan pgﬂ%muemln, suragﬁoé Ip;[bﬁn, lur pembiayaan,
Analisis pembiayaan data jl&%Mﬁbility pembiayaan.
INDONESIA

D. Metode Analisis Data

Analisis data adalah bagian dari proses pengujian data yang hasilnya
digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan.”

Sebagai penelitian yang bersifat kualitatif maka analisis data dilakukan
secara simultan dengan pengumpulan data, interpretasi data dan bahkan dengan
penulisan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian disajikan dalam bentuk

deskriptif: yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan atau melakukan

8 Ihid. him.231
" op.cit. him.11
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secara sistematis, factual dan actual mengenai fakta-fakta atau kejadian-kejadian
terhadap kelompok manusia atau peristiwa yang terjadi dimasa sekarang."
Proses analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :"
1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari
wawancara, pengamatan, dokumentasi dan sebagainya.

2. Reduksi data, yaitu dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi

merupakan usaha membuat r?\fﬁgkpg:p_ag\y(w, ses dan pernyataan-pernaytaan
7))

yang perlu dijaga sehingga te&
3. Menyusun data hasil reduksi disigun menjadi satuan-satuan yang
kemudian dikategorisasikan |

4. Pemeriksaan keabsahan dat%”mﬁelah diperoleh perlu diperiksa

kembali untuk memeriksa keabsahan data.

5. Melakukan pegsm !atavdag §g§al :!;{%ne ara menjadi teori
substantif. I s L. A M

INDONESIA

' Arikunto, op.cit. him.131

"' Lexy ] Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Penerbit PT. Remaja Rosadakarya.
Bandung, 1999, him.247



BAB IV
PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Profil BPRS Bangun Drajat Warga
1. Sejarah Singkat Berdirinya BPRS Bangun Drajat Warga'

Berawal usulan atau ide dari Majlis Ekonomi Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah Yogyakarta agar dibentuk sebuah lembaga keuangan yang

berlandaskan Syari’at Islamiya a itu Muhammadiyah masih

-

menganggap bahwa lembaga k u disébut Bank dengan sistim bunga
(_

masih dihukumi “Musytabihat] asih meragukan, karena tidak

jelasnya antara halal dan haram% Dal i g dimaksud adalah lembaga

ank swasta dihukumi riba atau
204 :
haram. Alasan tersebut merupakan titik tolak mulai dirintis berdirinya lembaga

keuangan syari’U(Nl)ME R(SJQEA& pendiri yang
beranggotakan 42 orang yalsﬂaAaM Muhammadiyah, kemudian

berazzam atau berniat WWE@ I:ﬁta usulan tersebut.

Pada hari Rabu, 02 Pebruari 1994 telah berdiri PT. Bank Perkreditan Rakyat
Syari’ah Bangun Drajat Warga yang berkedudukan di Ngipik, Baturetno,
Banguntapan, Bantul dan diresmikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah
waktu itu Bapak KH. Akhmad Azhar Basyir, MA. PT. Bank Perkreditan Rakyat
Syari’ah Bangun Drajat Warga (BPR Syari’ah BDW) didirikan berdasarkan Akte
Notaris Muhammad Agus Hanafi, SH sesuai No.33 tanggal 24 Pebruari 1993,
dengan akte perubahan No. 18 tanggal 15 Mei 1993 dari Notaris yang sama, serta

disahkan dengan SK Menteri Kehakiman No. C2-4457. HT.01.01.1993 tanggal 10

" http://www.bprs-bdw.co.id/, di akses pada tanggal 26/06/2013
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juni 1993. Pada tanggal 7 Desember 1992 [jin prinsip dari Menteri Keuangan
turun dan persyaratan yang ditentukan telah lengkap, maka pada tanggal 30
Nopember 1993 Ijin Operasional dikeluarkan dengan No. 275/KM17/1993.
Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Keputusan Mentri Hukum dan Hak
Asasi Manusia No. AHU-36165.AH.01.02 tahun 2009 nama Bank Perkreditan

Rakyat Syari’ah dirubah menjadi BPRS Bangun Drajat Warga.

%) -z

2. Visi dan Misi BPRS Bangu.ﬁ)ra@rga%
(7))

a. Visi 1 =~
2

Menjadikan BPR Syari % B Drajat Warga Sebagai Lembaga

Keuangan Syari’ah yang L%%éﬂ J%Ma

Misi
Mengembg)gm ICM Eﬁl&%lﬂt@ ém dan konsep
perbankan syari’ah. I s I— A M

- Memajukan EINI@]N Eg&lﬁrinsip bagi hasil yang

saling menguntungkan antara nasabah dan BPRS Bangun Drajat Warga

dalam kerangka amar ma’ruf nahi munkar.
- Mendapatkan profit sesuai dengan target yang ditetapkan.
- Memberikan kesejahteraan kepada pengguna jasa, pemilik, pengurus dan

pengelola BPRS Bangun Drajat Warga secara layak.

3. Budaya Kerj a’

? http://www.bprs-bdw.co.id/, di akses pada tanggal 26/06/2013
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- Mengutamakan pelayanan kepada nasabah dengan sopan, ramah, simpatik
dan memuaskan baik kepada nasabah penabung maupun pembiayaan.

- Pelayanan memuaskan dengan proses analisa maksimal 1 minggu.

- Bekerja dengan jujur, teliti, serius, bersemangat serta cepat dalam membuat
analisa dan proses.

- Menciptakan suasana Ukhuwah Islamiyah dilingkungan perusahaan.

- Taat pada peraturan dan prfﬁnqlgtLtﬁ(lm m?ﬂgurangi kreatifitas yang positif.

- Kompak dan saling meng,ﬁ‘ma te@r work yang utuh.
v 0
Z

m
4. Produk-Produk BPRS Bangtin Dr Wa% :

- ﬂﬁ@] produk BPRS Bangun Drajat

oL
Warga terdiri dari produ ﬂenghlm nan dana dan produk pembiayaan.

SN RSITAS

Produk penghimpunan danlSIﬁAuMian deposito.
1) Tabungan Syarile D O N E S I A

- Tabungan Syariah adalah simpanan pihak ketiga pada BPRS Bangun

IVERSI

Sebagai lembaga perban

Drajat Warga yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja pada jam
kerja.

- Tabungan Syariah Titipan (A/-Wadiah) adalah dana tabungan yang
dikelola secara amanah oleh BPRS Bangun Drajat Warga, dengan

memperoleh imbalan berupa bonus.

¥ http://www.bprs-bdw.co.id/, di akses pada tanggal 26/06/2013
* Dokumen BPRS Bangun Drajat Warga, Tahun 2012
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- Tabungan Syariah Bagi Hasil (4/-Mudharabah) adalah tabungan yang
dikelola secara amanah oleh BPRS Bangun Drajat Warga dengan
memperoleh imbalan berupa bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati

2) Deposito Syariah
Deposito Syariah adalah simpanan berjangka berdasarkan prinsip bagi

hasil (Mudharabah) yang disediakan untuk nasabah. Dengan prinsip ini

deposito nasabah diperiukfﬂ sgbagan iyestasi yang dimanfaatkan oleh Bank
%)

z
secara produktif untuk ﬁsal epé masyarakat pengusaha dan
n

perorangan secara profes

pinjaman / pembiayaan

dibagihasilkan untuk Bank-

b. Produk Penyahg L}!al VE R S ITA S
1) Piutang Al-Murabahah I S LA M

Piutang AI-N@!QNEL&I‘IA&BH yang berdasarkan

kaidah-kaidah syariah islam melalui konsep Al-Murabahah (jual beli) yang

mengutamakan azas keterbukaan, keadilan dan kesetaraan.

Proses jual beli dilakukan dengan dasar suka sama suka, tanpa ada
paksaan serta mengetahui semua hal yang disepakati dalam perjanjian tanpa
ada yang ditutup-tutupi (transparan). Berdasarkan konsep syariah Islam
dengan tidak mengenakan bunga atas pinjaman melaikan margin

keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga jual dengan harga
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pokok pembelian BPRS Bangun Drajat Warga memberikan kemaslahatan
dan berkah pada semua pihak yang memanfaatkannya.
7) Pembiayaan Al-Musyarakah
Pembiayaan Al-Musyarakah adalah akad kerjasama usaha antara
pihak Bank sebagai pemilik dana dan pihak nasabah sebagai pemilik dana

sekaligus sebagai pengelola usaha untuk melakukan kegiatan usaha secara

bersama dalam suatu kep‘ﬁtrm ,@@Rgan‘ﬂisbah pembagian hasil sesuai

dengan kontribusi modal.

©

VESEINOGN\

3) Pembiayaan Al-Mudharat

UBIIVERRSITAS
=5
j=p

Pembiayaan mudh ediaan modal kerja dari bank

terhadap usaha-usaha na%ﬂ%ﬁf@ tif. Nasabah selaku pelaksana
usaha yang TercaEa oleh bank untuk me ‘Flola modal kerja dituntut

bekerja den sungguh- sunggu an Jujur A“abllak usaha mendapatkan

keuntungan maka aka.rl §lgq-hAkM bank, namun apabila usaha
mengalami kemlm @\NEﬂ&Aanggungjawab bank.

4) Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan Multijasa adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk
pembiayaan berdasarkan akad Ijarah dalam jasa keuangan antara lain dalam
bentuk  pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan  dan
kepariwisataan. Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan
Akad ITjarah untuk transaksi multijasa, Bank dapat memperoleh imbalan jasa
(ujrah) atau fee. Besar wjrah atau fee harus disepakati di awal dan

dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.
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5) Piutang Salam
Piutang Salam adalah akad jual beli barang pesanan sesuai spesifikasi
barang yang disyaratkan antara pembeli (pihak bank) dan penjual (pihak
nasabah) dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual
dibelakang

6) Piutang Istishna

¢ pesanan sesuai spesifikasi

Piutang Istishna akfﬂ' Jual beli,b

barang yang disyaratkan arﬁlra i ]:él k bank) dan penjual sekaligus

mbdyaran dimuka, cicilan atau
m

ditangguhkan sampai jang etelah barang pesanan selesai

dikerjakan kemudian dijua% M@Jepada pemesan (nasabah).

7) Qardh

Qardhgl penyedlaancl a yang dapaf ensyaratkan dan dapat
tidak mensyaratkan Jézl—m&%asarkan persetujuan atau

kesepakatan unttlmm NE&ZI Anjam (pihak nasabah)

dan pemberi pinjaman (pihak bank).

5. Sasaran Daerah Pemasaran BPRS Bangun Drajat Wargas

Dengan memanfaatkan jaringan dan pengalaman, BPRS memfokuskan
sasarannya pada:
a. Sebagai lembaga sosial, yaitu dengan menerima titipan dari dana nasabah dan

menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

* Dokumen BPRS Bangun Drajat Warga, Tahun 2012
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b. Sebagai lembaga bisnis, yaitu sebagai lembaga intermedianya dengan
menghimpun dana anggota dan calon anggota permanen dan berkelanjutan
untuk mengembangkan kualitas kegiatan ekonomi produktif bagi kemaslahatan
masyarakat.

c. Memberdayakna pengusaha kecil menjadi potensi masyarkat yang handal.

6. Struktur Pengurus BPRS

ngrsukmt Wrga
Sebagaimana bentuk huk ﬂ ngl@ Drajat Warga adalah Perseroan

Terbatas (PT), maka kepengu %a ukZKepada Undang-undang No. 1

Susunan Pengurus BPRS %Mﬁ@(’ga sebagai berikut:

Dewan Komisaris

o komid ERRARLTAS
s |

Anggota | N @‘@N @&A-Ag

Dewan Pengawas Syariah
o Ketua : Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA
Anggota : Drs. H. Zaini Munir, M.Ag.
Anggota : Dr. Khairudin Hamsin, MA Dewan Direksi
Dewan Direksi
o Direktur Utama : Dana Suswati, SE

Direktur : Mardiyana, S.Pd

® http://www.bprs-bdw.co.id/, di akses pada tanggal 26/06/2013
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Kepala Bagian Pemasaan

o Funding Officer : 1. Syaripudin Taib

2. Siti Nurvina

o Account Officer : 1. Mad heri

2. Heri Hermanto Bren

o Adm. Pembayaran : Zuli Akmaliah

o Remedial : W%@E}@psm

Kepala Bagian Operasional Dan

O

O

rdi

Umum dan Personalia :

Accounting
Kasir : %’MM 51@1
Pelayanan Kas : Jumh

UNIVJERSITAS

omcenoy bl M
INDONESIA

7. Job Description’

Job Description atau uraian pekerjaan adalah gambaran umum Tugas Pokok

dan fungsi seseorang didalam organisasi. Uraian pekerjaan merupakan pedoman

pembagian kerja dan tanggungjawab didalam organisasi. PT BPRS Bangun Drajat

Warga menuangkan Job Description itu pada satu bentuk formulir yang

mencantumkan tugas pokok maupun tugas tambahan yang diemban masing-

masing personal yang ada didalam organisasi PT BPRS Bangun Drajat Warga.

" Dokumen BPRS Bangun Drajat Warga, Tahun 2012
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Adapun uraian tugas dari masing-masing jabatan pada struktur organisasi diatas

ada lah sebagai berikut:

a. Komisaris

1)

2)

3)

4)

S)

6)

Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS (Rapat Umum
Pemegang Saham)

Sesuai Undang-Undang No.l Tahun 1995 Direksi bertugas mengawasi

Memberi pertimbang usulan yang diajukan direksi

menyangkut permoh yang melampaui wewenang

direksi, pengeluaran bi an kebijakan.

Menyampaikan lapora%f%ﬁj@sam yang dilakukan komisaris

ke Bank Indonesia secara berkala i Setiap 6 bulan ).

Memberi\ﬁ)simlelxém da amspc!laklsa‘naan' léatan BPRS.
Bertanggungjawab llgaLMAtMaksanaan tugas pengawasan

yangdilakukﬂlNDONESlA

b. Dewan Pengawas Syariah

D

2)

3)

4)

Menyusuan pedoman-pedoman menyangkut prinsip syariah bagi kegiatan
operasional BPRS.

Mengawasi operasional BPRS agar tidak melanggar prinsip syariah.
Memberikan pendapat hukum syariah atas pertanyaan-pertanyaan
maupun permasalahan syariah yang disampaikan oleh BPRS.

Sebagai perpanjangan tangan dari DSN (Dewan Syariah Nasional),

mengawasi penerapan prinsip syariah pada BPRS.
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5) Mengkonsultasikan kepada DSN terhadap permasalahan-permasalahan
yang belum diatur didalam fatwa DSN.

Direksi

1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

2) Direksi bertanggungjawab kepada komisaris terhadap kegiatan
operasional BPRS.

3) Direksi menyusun ren@q <strategis mrusahaan baik jangka pendek

: | Z
maupun jangka panjang O

4) Direksi mengarahkan Si_lllaya yang ada didalam BPRS
untuk mencapai tujuas: pe L bagaimana tertuang didalam
rencana kerja yang tela@%}%@ﬁkaﬂ oleh RUPS.

5) Direksi menjalin hubungan deﬁ pihak eksternal baik Bank Indonesia
selaku pegwas perbankgpemeréll setempat maupun instansi lain
vang terkait dengan OL§1LEI ﬁ M

6) Direksi benmmﬁm&sehatw bank dan

1)

2)

menghindari  dari  pelanggaran-pelanggaran  yang  berpotensi

membahayakan bank.

. Komite Pembiayaan

Membantu direktur utama dalam mengevaluasi dan memberikan
rekomendasi atas permohonan pembiayaan untuk jumlah pembiayaan
tertentu.

Memberikan masukan kepada direktur utama dalam mengambil

kenutusan vane menvangkut nemberian pembiavaan iumlah tertentu.
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3) Bertanggung jawab atas kelayakan permohonan pengajuan pembiayaar
calon mitra bank yang disajikan oleh Account Officer.

Kepala Bagian Pemasaran

1)  Membawahi unit Account Officer, Funding Officer, dan Administrasi.

2) Membantu direksi dalam mengatur dan memelihara pembiayaan dar

pendanaan bank meliputi aspek kuantitatif dan kualitatif secara efisien.

3) Menyusun dan memb q@EaAMem\ dan program kegiatan dalan
-

%)
ruang lingkup pemas ﬁl d ngé pelaksanaan dan pengamanar
0 o)

pelayanan jasa-jasa pe

4)  Menkoordinir, mengat %men mbina, dan mengawasi semuz

personil yang dibawm@;ﬁ%@gﬂem dan prosedur pembiayaar

bank yanittjlah ditetapkan.

NVERSITAS

Kepala Bagian Operasion mum

1)  Membawahi unit uJﬁLpﬁuaM:counting, customer service,
kasir, kantor HH o p e W Sl oy

2) membantu direksi dalam mengatur dan memelihara likuiditas bank
meliputi aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif secara efektif dan efisien.

3) Menyusun dan membuat rancangan kerja dan program kegiatan dalam
ruang lingkup operasional dan umum dalam rangka pelaksanaan dan
pengamanan pelayanan jasa-jas perbankan.

4) Mengkoordinir, mengatur, mengarahkan, membina, dan mengawasi
semua personil yang dibawahinya berdasarkan sistem dan prosedur

operasional bank yang ditetapkan.



97

5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas

pelayanan dibagian operasional dan umum.

B. Pembahasan Data Hasil Penelitian
1. Pembiayaan Murabahah pada BPRS Bangun Drajat Warga

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang banyak dilakukan nasabah

pada BPRS Bangun Drajat War?af dwﬂwm‘QPRS akan membeli barang dari
%) -

nasabah dan akan menjual kqﬁaba@da émsabah dengan menambahkan
)

keuntungan sesuai kesepakaue% Pémbiayaan murabahah banyak
m

dilakukan oleh nasabah, mura iayaan dengan cara jual yaitu

nasabah menjual barang sepe%%@ﬁ)@pada BPRS maka BPRS akan

menjual kembali pada nasabah dengan tambahan keuntungan §g dise:pakati.8

Nasabah akg)ml emblayYa as plemseé Ile:sl;: ut dengan cara mencicil,
pembayaran akan dilakukan sls§Jﬁuj$€Mlah pihak antara nasabah dan

BPRS, baik tetang judN@@NE}&Ambayaran.

a. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Murabahah pada BPRS Bangun Drajat Warga

BPRS Bangun Drajat Warga akan memberikan pembiayaan setelah
melalui beberapa langkah yang dilakukan yaitu dari mulai pengajuan sampai
pengabulan pembiayaan.

Pengajuan pembiayaan murabahah pada BPRS Bangun Drajat Warga
dimulai dengan kedatangan nasabah ke BPRS, lalu kemudian nasabah

melengkapi semua persyaratan yang diajukan kepada CS, kemudian CS akan

¥ Pak Mardi, Kepala Bagian Operasional Dan Umum, Wawancara, pada tanggal 26/6/2013.
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melihat kelengkapan dari persyartan tersebut dan setelah itu diserahkan kepada
bagian Admin. Bagian Admin juga akan melihat kelengkapan dari persyaratan
tersebut yang kemudian diserahkan kepada bagian marketing untuk dilakukan
survey kelayakan terhadap nasabah. Setelah dilakukan survey maka akan
dikomitekan dengan pimpinan atau manajer. Setelah mendapat persetujuan dari

manajer maka akan diserahkan kepada AO untuk di ACC dan kemudian

diserahkan kembali kepada

xpw%lg\qllmkan cek fisik dan foto jaminan.

Setelah itu baru dilakukan p

Skema Pengaju urabahah pada

]—b[ MARKETINGJ

ISL_AM [ SURVEY ]

P | NI OMNERHA L kours

Sumber: Data diolah oleh peneliti

b. Risiko Pembiayaan Murabahah pada BPRS Bangun Drajat Warga.
Murabahah memberi banyak manfaat pada BPRS Bangun Drajat Warga
yaitu dengan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli penjual atau
nasabah dengan harga jual kepada nasabah. Akan tetapi, kemungkinan risiko

dari pembiayaan murabahah juga ada. Risiko yang timbul dari pembiayaan

? pak Mardi, Kepala Bagian Operasional Dan Umum, Wawancara, pada tanggal 26/6/2013.
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murabahah diantaranya yaitu nasabah tidak membayar cicilan, harga jual
barang turun, barang jaminan dijual oleh nasabah.'’

Diantara risiko yang mungkin timbul dari pembiayaan murabahah pada
BPRS Bangun Drajat Warga adalah sebagai berikut:
1) Nasabah sengaja tidak membayar cicilan pada BPRS Bangun Drajat Warga

Nasabah tidak membayar cicilan sesuai kesepakatan tersebut bisa

karena berbagai hal yaltuﬂﬁspgﬂlwrmq sengaja tidak membayar atau

terjadi sesuatu seperti mu éin sebagainya yang terjadi pada

nasabah sehingga terjad put. Sebagai contoh, seorang

petani cabe yang diberi pg

jual Cabe Rp. 6.000 tetaﬁiﬁﬂ}%}@n, harga jual menurun darstis

menjadi Rp. 1.500. hal ini akan beraklbat pa ‘I'Eemblaé yang dilakukan

RS, pada saat penanaman harga

nasabah yaitdf karena terjadl pcnurunan arga panen maka nasabah

membayar cicilan tidak l§iLﬂgﬁMﬂ yang telah dilakukan."
2) Turunnya hargam O N E S I A

Harga barang di pasaran tidak selalu sama setiap saaf, oleh karena itu
BPRS Bangun Drajat Warga tidak akan membeli barang dengan harga yang
tidak terlalu tinggi untuk meminimalisir risiko yang mungkin timbul.
3) Barang jaminan dijual
Yang dimaksud disini adalah jika barang sudah dibeli nasabah dari
BPRS, nasabah bebas menjualnya dan hal inilah yang bisa mengakibatkan

gagal bayar atau kemacetan pada pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.

" pak Mardi, Kepala Bagian Operasional Dan Umum, Wawancara, pada tanggal
6/6/2013.
" Ibid
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2. Manajemen Pembiayaan Yang Diterapkan BPRS Bangun Drajat Warga

Manajemen merupakan metode atau prosedur yang digunakan untuk
mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul
dari suatu kegiatan usaha. Dalam aplikasinya, setiap organisasi memiliki cara
yang berbeda, aplikasi manajemen pada suatu organisasi biasanya disesuaikan
dengan kondisi organisasi tersebut.

Manajemen pembiayaan MWBPRS Bangun Drajat Warga,

%) -
telah tersusun dengan rapi. Ha (?_;1 ' deéan sedikitnya risiko yang tidak
0

bisa ditangani oleh BPRS arga, Manajemen pembiayaan

murabahah pada BPRS Bangun % awali dengan mengidentifikasi

risiko, pengklasifikasian nasab%@?ﬂj@’uasi dan hapus buku.

Identifikasi dilakukan oleh BPRS Bangun Drajat Warga untuk mengetahui

risiko yang timbuumllnMaﬁ% ll:rﬁasabéengklasiﬁkasian
nasabah pada BPRS BangullsLit-AMh nasabah diklasifikasikan
menjadi empat karaktelm@@rm E(&'IA&U, mampu-tidak mau

dan tidak mampu-tidak mau.

Setelah itu dilakukan penanganan untuk mengatasi atau meminimalisir
risiko yang ada, penanganan bisa dengan memberi peringatan I, jika tidak
dihiraukan maka akan diberi peringatan II, jika tidak dihiraukan lagi maka akan
diberi peringatan III pada nasabah. Evaluasi dilakukan untuk melihat kenapa bisa
terjadi risiko dan hasil dari penanganan. Dan yang terakhir adalah hapus buku, hal

ini dilakukan jika risiko yang ada sudah tidak bisa ditangani.
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Gambar.3
Manajemen Pembiayaan Yang Diterapkan BPRS Bangun Drajat Warga

Manajemen Pembiayaan
BPRS Bangun Drajat Warga

r

. . "
[ Identifikasi __,[ Analisa Tepat }
J

. Mampu - mau v

: Mau-tidal_c mampu y ; i ( . an\
. Mampu - tidak mau ISLﬁMba,b 2- 5 pingan.
. Tidak mau - tidak || e - Ferpanjangan
mampu f_‘: Waktu Pengem:
m) 0 ) balian.
% 7 » 3. Pemberian mo-
> m J Dal.
y4 v ? 4. Pengembalian
- 21 Pokok.
Ay 4 5. Peringatan I, 11,
) =

I11.

UNIVERSITAS
Sumll:giediAMneliti
INDONESIA

a. Identifikasi Risiko
Identifikasi Risiko pada BPRS Bangun Drajat Warga merupakan langkah

pertama dalam manajemen risiko pembiayaan murabahah, identifikasi dilakukan
untuk mengetahui risiko yang timbul dalam pembiayaan murabahah yang
dikeluarkan oleh BPRS BDW pada nasabah. Dari awal nasabah berbeli-belit
dalam melengkapi persyaratan pembiayaan, misalnya tidak mau tanda tangan

sendiri atau tidak melengkapi persyaratan seperti surat nikah atau kartu keluarga.'?

'> Pak Mardi, Kepala Bagian Operasional Dan Umum, Wawancara, pada tanggal
27/6/2013.
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Identifikasi juga dilakukan dari awal oleh BPRS Bangun Drajat Warga,
diantaranya dalam persyaratan kelengkapan pengajuan pembiayaan. Jika nasabah
dari awal tidak mau melengkapi persyaratan pembiayaan dengan lengkap, maka
dari sini sudah mulai bisa dilihat tanda-tanda akan terjadinya risiko. Jika cicilan
yang dilakukan oleh nasabah sudah mulai tidak teratur maka disini sudah mulai

terlihat tanda-tanda akan terjadi risiko pada pembiayaan."

Identifikasi mulai juga W terlihat adanya tanda-tanda
-
akan terjadi risiko yaitu nasab i tic%( teratur membayar cicilan, baik
0
wal
m

itu jumlah cicilan tidak sesuai 4 ctu dalam pembayarannya. Hal

ERSITAS

ini terjadi karena berbagai h: da nasabah, misalnya terjadi

| UNIV

bencana, gagal panen, usahan

hilang dan lain sebagainya. Jika terjadi risiko maka dilihat permasalahannya,

mengapa terjadi rkﬂ) ?a !Mmﬁsﬁé! ;l:fa k§n§npuan usaha atau
tidak maksimal menjalankan lLﬁLuIAQMM

BPRS mengiderlNBl&ln bab terjadinya risiko

pada pembiayaan murabahah, apakah karena nasabah tidak mempunyai
kemampuan usaha dan tidak maksimal dalam menjalankan usahanya atau
dikarenakan hal yang tidak diinginkan seperti sakit atau yang lainnya. Risiko bisa
terjadi karena keadaan yang tidak diinginkan seperti nasabah mengalami musibah,
nasabah sakit, usahanya bangkrut atau bahkan barang jaminan hilang, ini juga

berimbas pada pembiayaan yang dilakukan nasabah."’

" Pak Mardi, Kepala Bagian Operasional Dan Umum, Wawancara, pada tanggal
27/6/2013.

" Ibid

* Ibid
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Musibah yang terjadi pada nasabah juga mengakibatkan pembiayaan yang
dilakukan oleh nasabah, dari hal ini sudah bisa diidentifikasi penyebab terjadinya
risiko, sehingga pihak BPRS bisa melakukan tindakan lebih lanjut.

Gambar. 4
Identifikasi Risiko pada BPRS Bangun Drajat Warga

Identifikasi

Nasabah
tidak
mempunyai
kemampuan
usaha

INDONESIA

Tidak maksimal
dalam usaha

| Hal yang tidak
Diinginkan atau
musibah

Sumber: Data diolah oleh peneliti

b. Klasifikasi Nasabah
Klasifikasi nasabah merupakan langkah kedua dalam manajemen risiko

pembiayaan muarabahah pada BPRS Bangun Drajat Warga, klasifikasi bertujuan
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untuk mengetahui karakter dari nasabah. Nasabah diklasifikasikan menjadi empat
karakter yaitu nasabah yang mau dan mampu, nasabah yang mau tapi tidak
mampu, nasabah yang tidak mau tapi mampu dan nasabah yang tidak mau dan
tidak mampu.'®

Pengklasifikasian nasabah dilakukan untuk mengetahui karakter dari

nasabah agar BPRS Bangun Drajat Warga bisa menentukan bagaimana cara untuk

menangani dan menghadapi narﬁwwwsabah diklasifikasikan menjadi

7
empat karakter nasabah yaitu:

%)

Z
£
)

1) Nasabah yang mau dan manﬁu yang lancar dalam melakukan

pelunasan pembiayaan sesua

2) Nasabah mau tetapi tidak WJMﬁ@jah yang mau melunasi cicilan

pembiayaan pada BPRS tetapi tldak mampu membayar tepat waktu. Hal ini

biasanya ter]adurl !Mp I"'yang erjadl pag nasabah, seperti terkena
musibah sehingga nasallaSL—(A Mu untuk melunasi cicilan

pembiayaannya sech R NE. S |A

3) Nasabah mampu tetapi tidak mau yaitu nasabah yang memiliki kemampuan

untuk melunasi pembiayaannya tetapi tidak membayar cicilan pembiayaan
secara tepat waktu atau bahkan terkadang macet dan jika didatangi pihak BPRS
selalu menghindar.

4) Nasabah yang tidak mau dan tidak mampu, nasabah ini tidak memiliki
kemampuan untuk membayar tetapi juga tidak berusaha untuk melunasi

pembiayaan yang dilakukan pada BPRS.

'“ pak Mardi, Kepala Bagian Operasional Dan Umum, Wawancara, pada tanggal
27/6/2013.
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Gambar. 5
Klasifikasi Nasabah Pada BPRS Bangun Drajat Warga

Ve
Tepat waktu dalam
Nasabah mau pembayaran
mampu L 3
~ Nasabah yang tidak
Nasabah mau memilki kemampuan
tidak membayar tetapi tetap mau
N
ISLAM \ melunasi cicilan

Nasabah

( Klasifikasi

Nasabah yang mempunyai
kemampuan untuk membayar
tetapi tidak mau berusaha

untuk membayar

fs asng tidak memiliki
k embayar dan tidak
N berusaha untuk membayar

x

INEONESIA

BPRS Bangun Drajat Warga melakukan penanganan terhadap risiko yang

¢. Penanganan

timbul akibat pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh nasabah dengan
berbagai cara, seperti pendampingan, memberikan perpanjangan jangka waktu

pengembalian, pengembalian pokok saja atau bahkan sita jaminan.
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Setelah pengklasifikasian, maka dilakukan penanganan yaitu dengan pendekatan
pada nasabah agar mau membayar kembali kewajibannya pada BPRS, misalnya
dengan pendampingan.17
1) Pendampingan

Pendampingan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh BPRS

untuk menangani risiko yaitu jika nasabah tidak mampu mengembalikan

kewajibannya pada BPRS mﬁp]s@gt)@(l tff‘sebut mau berusaha melunasi,

ketidakmampuan nasabah

saha menghubungkan nasabah

%(arenakan kebangkrutan yang
)

dialami oleh nasabah maka i

n

tersebut dengan nasabah lain untuk kerjasama agar usahanya

lebih maju. S EIE

2) Pemben’anMoQNIVERSITAS

Pemberian modal klﬁlLdeA’Mmgun Drajat Warga kepade
nasabah yang berman@@NEa&zerakukan BPRS Bangur

Drajat Warga dalam menangani risiko. Modal akan diberikan kepada nasabat

yang memang benar-benar diketahui nasabah tersebut baik.

3) Perpanjangan Waktu Pengembalian
BPRS BDW memiliki cara lain menangani risiko dengan memberikar

perpanjangan jangka waktu pengembalian. Jika nasabah tidak tepat wakti

17

27/6/2013.

Pak Mardi, Kepala Bagian Operasional Dan Umum, Wawancara, pada tangga
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membayar kewajibannya pada BPRS maka dilihat dulu permasalahannya, kami

bisa memberi perpanjangan jangka waktu pengembalian dan pokok saja.'®
BPRS akan melihat permasalahannya terlebih dahulu agar bisa

melakukan penanganan secara tepat, cara lain dalam penanganan risiko pada

BPRS Bangun Drajat Warga adalah perpanjangan jangka waktu pengembalian

yaitu nasabah diberi perpanjangan waktu beberapa bulan atau beberapa tahun

untuk mengembalikan kewaj J*gm]gL AM )
€9 ¢

a warkan pengembalian pokok

4) Pengembalian Pokok

IVERSITA

S3INOQd

BPRS Bangun Drajat

yaitu nasabah hanya diwaj%%@mbalikan jumlah pokok dari

cicilan yang harus dibayar pada BPRS. Hal ini bertujuan agar nasabah bisa

mengembalikaHimlLMméclﬂ‘Eglko > y%g terjadi akibat
pembiayaan murabahah yal§zlakaﬁuM

INDONESIA

5) Peringatan I, II dan III

g
s
oo

Cara yang dilakukan BPRS dalam menangani risiko pembiayaan
murabahah adalah dengan memberikan surat peringatan, surat peringatan akan
keluar bertahap. Tindakan yang dilakukan BPRS dalam menangani nasabah

yang tidak mau membayar cicilannya adalah memberi peringatan I, jika tidak

'* pak Mardi, Kepala Bagian Operasional Dan Umum, Wawancara, pada tanggal
28/6/2013.
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dihiraukan maka diberi peringatan ke II dan jika tidak dihiraukan lagi maka
peringatan ke III dan yang terakhir adalah sita jaminan. '

Surat peringatan akan diberikan kepada nasabah yang bermasalah
sehingga mengakibatkan risiko pada BPRS Bangun Drajat Warga. Surat

peringatan akan keluar bertahap, jika surat peringatan I tidak dihiraukan maka

akan keluar surat peringtan ke II dan jika tetap tidak dihiraukan maka akan

keluar surat peringatan III. J(ak@gsmg;(n&slg surat peringatan adalah tiga

6) Sita Jaminan

Sita jaminan dllakukdhl}ﬁwwsah diajak kerjasama dalam

menyelesalkan m salah 51ta a inan akan dilakukan setelah surat

peringatan I, II an [II eluar Jléa jaminan §1sua dan nasaéa’h tetap tidak bisa
melunasi maka kami al§jmm@aMwinan tersebut dijual atau

guikn®  [INDONESIA

Nasabah yang disita barang jaminannya dan tetap tidak bisa melunasi

bulan.

UNIVERSITAS
VISINOANN

cicilan pembiayaannya maka pihak BPRS Bangun Drajat Warga akan
menawarkan barang jaminan tersebut untuk dijual sendiri oleh nasabah atau
dijualkan oleh pihak BPRS untuk melunasi kewajibannya. Jika barang jaminan
tersebut dijualkan oleh pihak BPRS untuk melunasi pembiayaan yang
dilakukan nasabah tersebut, jika masih terdapat sisa maka akan dikembalikan

pada nasabah.

" pak Mardi, Kepala Bagian Operasional Dan Umum, Wawancara, pada tanggal
28/6/2013.
 Ibid.
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Gambar. 6
Penanganan Pada BPRS Bangun Drajat Warga

=

Pendampingan

Pemberian modal

S

Perpanjangan waktu
pengembalian

[ Penanganan

UNIVERSITAS
S s.Lu-ﬁ]Menemi
7) Pencarinn Nassbih | N DO N ESIA

Pencarian nasabah dilakukan untuk nasabah yang melarikan diri.

Pencarian akan dilakukan jika nasabah tersebut masih berada di daerah yang
bisa dijangkau oleh BPRS. Kami melakukan tindakan lebih lanjut pada
nasabah melarikan diri dengan mencari informasi pada keluarga, masyarakat
yang mengenal nasabah tersebut. Jika diketahui nasabah tersebut masih di luar

kota maka kami berusaha mencari jika di luar pulau maka itu yang susah.”’

2! pak Mardi, Kepala Bagian Operasional Dan Umum, Wawancara, pada tanggal
28/6/2013.
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Pihak BPRS Bangun Drajat Warga akan melakukan pencarian nasabah
yang melarikan diri, jika nasabah yang melarikan diri maka akan dicari
informasi keberadaan nasabah tersebut. Jika masih dalam satu pulau maka
pihak BPRS akan akan berusaha mencari tetapi jika nasabah sudah berada di
luar pulau pihak BPRS tidak akan melakukan pencarian lagi karena jika

dilakukan pencarian nasabah tersebut di luar pulau maka biaya dikeluarkan

oleh pihak BPRS bisa lebih bffmman yang dilakukan nasabah.

d. Evaluasi

IVERSITAS
OAdN

Tindakan berikutnya dals m'ko pada BPRS Bangun Drajat

Warga adalah evalusi. Setelah %Mjakan dilakukan evaluasi untuk
mengontrol sejauh mana penanganan yang telah dilakukan.*

Evaluasi mgp!idal ti da\gﬁ §a|(;la~rﬁtu mengontrol atau
mengawasi sejauh mana penal§LyiArMh dilakukan agar tidak timbul
risiko kembali. Evalmmm& I’lAer yaitu dengan cara

manajer benar-benar memantau kerja karyawan yang ditugaskan untuk melakukan

penanganan risiko pembiayaan murabahah, agar bisa terselesaikan dengan baik

dan tidak terjadi risiko kembali.

e. Hapus Buku
Hapus buku dilakukan BPRS merupakan langkah terakhir jika risiko

pembiayaan murabahah tersebut memang sudah tidak bisa ditangani lagi. Langkah

2 pak Mardi, Kepala Bagian Operasional Dan Umum, Wawancara, pada tanggal
28/6/2013.
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terakhir yang dilakukan BPRS adalah hapus buku atau penanganan secara
lembaga.”

Hapus buku dilakukan jika risiko pembiayaan murabahah sudah tidak bisa
ditangani lagi maka akan dilakukan langkah terakhir yaitu hapus buku. Nasabah
vang melakukan pembiayaan pada BPRS Bangun Drajat Warga akan tetapi
nasabah tersebut melarikan diri dan sudah tidak bisa dicari oleh BPRS maka akan

dilakukan hapus buku. Jika na ukan pembiayaan pada BPRS

meninggal, maka kewajibannya| gkan ada keluarga. Akan tetapi jika
tidak ada keluarga yang berta a akan dilakukan hapus buku.
Jika nasbah yang sudah mening gmak itakukan hapus buku yang diambil

dari cadangan risiko yang ada dl%ﬁ%ﬂj@]

Hapus buku merupakan penghapusan kewajiban nasabah pada BPRS

Bangun Drajat WQM!M@B@LE@S§ yang disediakan
oleh BPRS Bangun Drajat Wal§ I_ A M

INDONESIA

3. Permasalahan Pembiayaan Murabahah di BPRS Bangun Drajat Warga

Dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan sesuai dengan keinginan, maka
pasti akan ditemukan kerikil-kerikil atau kendalakendala dalam pencapaian tujuan
yang diinginkan. Demikian juga dengan penerapan manajemen pembiayaan
murabahah pada BPRS Bangun Drajat Warga, dimana kendala tersebut muncul

dari faktor intern dan ekstern.

23

* Pak Mardi, Kepala Bagian Operasional Dan Umum, Wawancara, pada tanggal
26/6/2013.
* Ibid
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Kendala yang dihadapi oleh BPRS Bangun Drajat Warga adalah faktor
intern dan ekstern :
a. Faktor Intern
Faktor intern diantaranya adalah karyawan yang kurang teliti dalam
melakukan analisa, maka hal ini menjadi salah satu kendala dalam dalam

pencapaian tujuan. Kendala muncul bisa muncul dari dalam sendiri yaitu

karyawan, dengan jumlah kamng inikan ndak' mungkin baik
%) -
semua.” f_[ %
0 0

Setiap karyawan memilikﬁ( Berbeda, sehingga dalam bekerja
> m

juga memiliki ketekukan dan getelit % rbeda. Hal ini juga merpakan

kendala bagi BPRS Bangun ﬁaﬁi%ﬁ@}u jika karyawan kurang teliti
dalam bekerja bisa menyebabkan tlmbulnya risiko. Mlsalnékaryawan kurang
Iuka[:

IVER

teliti dalam m survey nasabah "atau sembarangan memberikan

pembiyaan, padahal belumltﬁiLﬁ% JjMa® bagaiman karakter nasabah
tersebut, hal ini berpl)Ni@M E S I A

b. Faktor Ekstern
Faktor ekstern diantaranya yaitu nasabah yang tidak jujur, nasabah susah
dicari atau kurang komunikatif dan barang jaminan yang tidak ada. Nasabah
ndak' jujur, susah dicari, susah diajak ngomong. Jadi kendala juga, kalo sudah
beginikan repot.26
Nasabah yang sulit diajak bicara dan sulit ditemui untuk diajak bicara

secara baik-baik untuk menyelesaikan masalahnya menjadi kendala bagi

» pak Mardi, Kepala Bagian Operasional Dan Umum, Wawancara, pada tanggal
28/6/2013.
* Ibid
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BPRS, karena bagaimana masalah bisa diselesaikan jika nasabah yang
bermasalah tidak bisa diajak bicara. Kendala yang dihadapi selain nasabah
yang kurang komunikatif, barang jaminan yang tidak ada menjadi kendala.*’
Selain nasabah yang kurang komunikatif atau kurang jujur, tidak adanya
barang jaminan juga menjadi kendala. Barang jaminan yang tidak ada,

biasanya dikarenakan dijual oleh nasabah atau ternyata barang jaminan tersebut

bukan milik nasabah. 6 ISLAM )

g 175
Permasalahan Pembiayaamgiu i BPRS Bangun Drajat Warga

i

N

lat E R stern
s I— A asabah Yang Kurang

ONESIAu

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Karyawan Yang
Kurang Tehiti

4. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah di BPRS
a. Analisis terhadap pembiayaan murabahah
Kegiatan investasi yang dilakukan oleh BPRS Bangun Drajat Warga

tampaknya hanya memperhatikan kesesuaian kegiatannya dengan ajaran

7 pak Mardi, Kepala Bagian Operasional Dan Umum, Wawancara, pada tanggal
28/6/2013.
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hukum Islam secara parsial (tidak utuh) sebagaimana yang diterapkan dalam
praktik pembiayaan murabahah.

Bank-Bank Islam khusus nya BPRS Bangun Drajat Warga
menyatakan bahwa di dalam al-Quran perdagangan untuk mendapatkan laba
diperbolehkan, kemudian juga dengan bentuk murabahah sebagai jual beli

dengan keuntungan atau laba yang ditetapkan. Dengan tidak adanya

pembatasan yang jelas atagjumdah daba yENg boleh diambil oleh seseorang
-

7))

dalam suatu kegiatan BPRS secara teoritis bebas

menentukan besar mark-u ak murabahah.

Kaitannya dengan kecenderungan BPRS untuk

menafsirkan konsep riba@}ﬁ%ﬁ@bang umumnya terjadi dalam

konteks transak51 ﬁnansml E altu ke alban kew a;'iban kontraktual

untuk memb ayar tam ahan tertentu dalam uta.ng plutang PRS tampaknya

juga berargumen bahwl%&Mnnah tidak ada yang secara
khusus menegaslm @M&S&Aianya tenggang waktu

yang diberikan dalam membayar hutang seperti yang terjadi dalam kasus
murabahah adalah riba.

Seorang pengamat perbankan Islam memberikan cacatan bahwa bank-
bank Islam termasuk mereka yang menjadi dewan pengawasnya
mengatakan bahwa pengharaman riba pada prinsipnya bukan masalah
ekonomi, tetapi pengharamannya adalah yang utama berdasarkan ketentuan
hukum yang ada. Yang diharamkan adalah semua keuntungan positif yang

ditetapkan di awal kontrak bagi pemilik modal dalam suatu transaksi
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finansial murni, sedangkan murabahah yang menggunakan mark-up untuk
menentukan keuntungannya bukan merupakan transaksi finansial murni.
Sering dikatakan bahwa teknik mark-up atau batas laba dalam suatu
transaksi perdagangan adalah bunga dengan nama yang berbeda dan
memang asumsi ini jika dilihat dari sudut pandang ekonomi tidak memiliki

perbedaan yang mendasar antara keduanya. Perbedaannya adalah hanya

terletak pada permasalah ang bunga adalah terkait dengan
" %E%/QA‘“}?

kontrak utang piutang, S"éentak-l% adalah identik dengan kontrak
)

- °

jual beli atau penyewaan. z

IVER

Namun perbedaan @um ini tamp a tidak membuat batasan laba

dalam murabahah denga%ﬂ@lﬁﬁ@‘lg piutang memiliki perbedaan

yang signifikan. Di sisi lain dari sudut 1gandanﬁ ekonomi pembiayaan yang

berdasarkanglrupl Mm%raba u!ak memilll§nanfaat ekonomis
yang lebih baik jika dil)§1lglﬂAMtem pinjaman yang berbasis
bunga kecuali J ez GGk narea yane disepakai

akan tetap sama sekalipun pembayaran tidak bisa dilakukan pada waktu
yang ditentukan (tepat waktu).

Banyak dalil yang menunjukkan kepada ke-jawazan-nya murabahah
antara lain:

1. QS. Al Baqarah ayat 275: ) . o
o G0 38 g sy

Artinya: Dan Alloh telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba.

2. HR. Bukhari, Kitab Al Buyu’:
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ale i) o (065 W A 3405 st sl byl Gh Y e e
(5 S8 qmm) iy aally Iy L3 e 35 il ol

Artinya: Dari Muhammad, tidak bahaya (menjual harga) sepuluh dengan
sebelas, dan dia mengambil untung sebagai nafkah. Dan
bersabda Nabi saw kepada Hindun:” Mengambillah engkau
pada apa-apa yang mencukupi bagimu dan anak mu dengan
sesuatu yang baik.”

3. HR. Bukhari, Kitab Al Buyu’:

AR

gl Al e s

354 Aﬁﬂ%“-ﬁ & my al3a o aSa Be

Oy Lagads (8 Lagd &) 5 P i OB 5 65 A sl

) La.g.a.uds_).: LI.ESJLA.IS

} \-? UNIVERE!TA

Artinya: Dari Hakim he @J ia, bersabda Rasululah saw:"
Dua orang ¢ itu berhak memilih selama
keduanya belum berptsah atau beliau bersabda:” Sehingga

RN E RGP e
al belntrya. Jika

gifzgzﬁzallmﬁ Mberdusta maka dihapuslah
i afND ONE STA

W) by adle B ia i J5ly 06 U5 (500 st W St Qi 52

‘N"r

(et ALY B e 0l ) al 5 e gl

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,
"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."

Atas dasar itu pula ulama telah ijma’ menyatakah hukum murabahah

adalah boleh. Dapat diruju’ antara lain: Bidayatul Mujtahid, karya Ibnu

Rusyd, juz 2, hal.161; dan Badai’ush Shana'u, karya al-Kasani, Juz 5 Hal.

220-222. Juga ada Qaidah Fighiyyah yang berbunyi: “Pada dasarnya. semua
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bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang

mengharamkannvya.”
h g

Memperhatikan itu semua, maka secara singkat penulis menyatakan

bahwa hukum jual beli murabahah dengan penjelasan seperti tersebut di atas

hukumnya adalah boleh, sekarang malah, sudah menjadi salah satu produk

andalan bank syari’ah, Tapi harus memenuhi syarat syarat berikut:

1.

Bank dan nasabah haru

e]gtlﬁmkaﬂwnurabahah yang bebas riba.

. Barang yang diperjual qﬁkawm@unkan oleh syari’ah Islam.

. Bank membiayai seb

harga pembelian barang yang

telah disepakati kualifi

Bank membeli barang mﬁf@]&@ﬁsabah atas nama bank sendiri,

dan pembella ini harus sah dan eba riba.

. Bank ha L?menyampalkan semua ha yan;Eerkalg %engan pembelian,

misalnya jika pembel§ilﬂkﬂlﬁMtang.

. Bank kemudmam&eslcﬁ nasabah (pemesan)

dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan
ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada

nasabah berikut biaya yang diperlukan.

. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada

jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan

nasabah.
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9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang
dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah
barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

10. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu

barang atau aset kepada bank.

11. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih

dahulu aset yang dipegdnnya seeata sali\dengan pedagang.
yang p@}’s&mfﬂ)ﬁl gan pedagang
12. Bank kemudian men: 'érk er%) it kepada nasabah dan nasabah

harus menerima (me dengan perjanjian yang telah

disepakatinya, kare perjanjian tersebut mengikat;

kemudian kedua bel

13. Dalam jual ieli ii]ibﬁk %oleskag‘neminta nasabah untuk membayar
ani Ika]an aw

uang muka saat menandatangani kesepa al pemesanan

14. Jika nasabah kemllu§ IHEHAMH barang tersebut, biaya riil
bank harus dibayeldah Camdmieracmd A\

15. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh

bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
16. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang
muka, maka:
— Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia
tinggal membayar sisa harga.
— Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank

maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat



119

pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah

wajib melunasi kekurangannya.

b. Pandangan ulama terhadap pembiayaan murabahah
Bentuk-bentuk akad jual-beli yang telah dibahas para ulama dalam

figith mu’amalah terbilang sangat banyak. Dari sekian banyak itu salah

satunya adalah jenis jualeli I anyak dikembangkan sebagai
i jSang Al o

sandaran pokok dalam mézl kerja dan investasi dalam

perbankan syari’ah, yaitu

Keabsahan operasi " al-murabahah sendiri dalam

perbankan syari’ah masih%iﬁ%@ﬁebatan di kalangan ulama, ada

sebagian ulami iang membolehkan. karena merupakan jual-beli.

IVERSITAS
melarangnya karena menganggapnya

Sebaliknya, s€bagian ulama yang lain

sebagai bai’ al-inah yarL§aL'h&nM
Ada bebelmlmd@ ME&IA&MCK murabahah di

perbankan syari'ah, antara lain :

1. Murabahah bukan jual beli melainkan hilah dengan tujuan mengambil riba
2. Murabahah merupakan jual beli 'inah yang diharamkan Islam.
3. Murabahah merupakan bai’ atani fi bai'ah.
4. Murabahah merupakan jual beli barang yang belum dimiliki.

Pendapat pertama: murabahah bukanlah jual beli melainkan hilah
dengan tujuan untuk mengambil riba. Ada sebagian ulama berpendapat

bahwa tujuan murabahah adalah untuk memperoleh riba dan menghasilkan
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uang sebagaimana yang dilakukan oleh bank-bank konvensional.
Gambarannya sebagai berikut: Secara hakiki, pembeli datang ke bank untuk
mendapatkan uang pinjaman dan bank tidak membeli barang (asser) kecuali
dengan maksud untuk menjual kepada pembeli secara kredit. Yang
demikian itu bukanlah tujuan jual beli.**

Term hilah dalam figh diidentifikasikan sebagai upaya mencari

legitimasi hukum untuk c@ulﬁk.péhmmgan dengan tujuan-tujuan ekstra.

¢aﬂﬂﬂm sebagai kepentingan khusus

aklkat aturan yang ditentukan

Tujuan ekstra dalam konte

yang tidak memiliki kaitan

hah ini kadang pembeli membeli

barang atau sesuatu untuk Mmjkﬁﬁsﬂ@ dan kadang membeli barang
untuk menju(hjwlllvsglﬁnglrm‘qces $ ini dibolehkan,

namun kadang pembeli begksud untuk men ambil riba.

oleh hukum syari‘at.*’ Dal

Pendapat kedua, muraba merupakan jual beli inah. Inah berarti
pinjaman. SeorJMQnQMEB&lAngm harga kredit,
kemudian barangnya itu dibelinya lagi dari debitur dengan harga lebih
murah. Rafi Yunus mengatakan bahwa jual beli inah adalah seorang
menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga bertempo, lalu sesuatu itu

diserahkan kepada pihak pembeli, kemudian penjual itu membeli kembali

* Anita Rahmawati, Kontroversi Konsep Murabahah Dalam Perbankan Syari'ah dan
Aplikasinya di BMI Semarang, (Tesis, 2000), hlm.87

2 Joseph Schacht, The Encyklopaedia of Islam, (Leiden: E.J. Brill, 1986), him.510.

* Op.cit, h. 89.
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barangnya tadi sebelum harganya diterima dengan harga yang lebih rendah
dari pada harga jualnya tadi.”’

Tidaklah dibenarkan menjual sesuatu dengan harga kredit atau
membeli dari pembelinya secara kontan dengan harga lebih murah sebelum
penjual pertama menerima pembayarannya. Karena kalau yang dimaksud

untuk berdalih agar dapat menerima barang seketika dan menjualnya dengan

harga yang lebih mahal bﬁ(%erdlﬁd_lﬁhﬁ/\kehldian, maka tidak diragukan

bahwa perbuatan semacam

Pendapat ketiga, mut atanai fi bai'ah. Tbnu Ruslan

dalam syarah as-Sunan bai' atani fi bai'ah adalah

sesorang meminjamkan satmru]wm&!@‘g lain selama sebulan dengan
ketentuan diﬁrﬁf%ﬁgc‘iﬁgﬂ ah gang waktu yang

ditentukan dan gandum 1t1§ah dlmmtarmaka orang yang meminjam

itu berkata: "juallah gandum ni epada saya dengan tempo pembayaran
selama dua bulan lMDSQMEgﬁlAL'd P

Pendapat keempat, murabahah adalah jual beli barang yang belum
dimiliki. Al-Baghawi berkata: termasuk jual beli yang fasid ialah menjual
sesuatu yang belum dimiliki, misalnya menjual burung yang lepas tidak ada
harapan pulang kembali ke tempatnya.’* Ttulah beberapa pendapat ulama
mengenai murabahah yang saat ini sedang dan masih diterapkan dalam

operasional perbankan syari'ah. Namun demikian ada sebagian fugaha yang

*! Ibid, him.87

2 Abu Sura'i Abdul Hadi, 4r-Riba wa al-Qurudh, Terj. M. Thalib, (Surabaya: Al-Ikhlas,
1993), him.60.

* Op.cit, hIm.90.

* Ibid, him.91.
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membolehkan pembiayaan murabahah ini, karena mekanisme pembiayaan
murabahah ini merupakan pengembangan dari bai' murabahah atau jual
beli dengan harga pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati.
Pembiayaan murabahah ini menjauhkan dari praktek riba dan
memberikan kesempatan kepada orang yang membutuhkan barang dalam

keadaan yang mendesak. Permasalahan jual beli murabahah ini sebenarnya

bukanlah perkara kontemp((g)r dSLbérMNENaazil) namun telah dijelaskan

Z
para ulama terdahulu. Berikut ini n petnyataan mereka:
7))

; a9 5
Imam As-Syafi’i memgt seorang menunjukkan kepada

orang lain satu barang ser % h itu dan saya akan berikan

keuntungan padamu sekmﬁﬁﬂ%ll@luya maka jual belinya boleh
= ONIVERSITAS™

memiliki hak pilih (khiyaagpabila ia ingin maka ia akan melakukan jual-

beli dan bila tidak maka 1a akan tinggalkan. Demikian juga jika ia berkata:
‘Belilah untukku llmae@ magly&jenis barangnya atau
‘barang’ jenis apa saja yang kamu sukai dan saya akan memberika
keuntungan kepadamu’, semua ini sama. Diperbolehkan pada yang pertama
dan dalam semua yang diberikan ada hak pilih (khiyaar). Sama juga dalam
hal ini yang disifatkan apabila menyatakan: Belilah dan aku akan
membelinya darimu dengan kontan atau tempo.

Jual beli pertamam diperbolehkan dan harus ada hak memilih pada

jual beli yang kedua. Apabila keduanya memperbaharui (akadnya) maka
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boleh dan bila berjual beli dengan itu dengan ketentuan adanya keduanya
mengikat diri (dalam jual beli tersebut) maka ia termasuk dalam dua hal:
1. Berjual beli sebelum penjual memilikinya.
2. Berada dalam spekulasi (Mukharhomh).3 .
Imam ad-Dardier dalam kitab asy-Syarhu ash-Shaghir 3/129

menyatakan: al-'Inah adalah jual beli orang yang diminta darinya satu

barang untuk dibeli dan (b@ng&r.séb\vﬁ) tBt;k ada padanya untuk (dijual)

kepada orang yang memint pa nmidihbelinya adalah boleh kecuali

yang minta menyatakan: H iluh secara kontan dan saya

spcara tempo. Maka ia dilarang

padanya karena tuduhan @M@Lghamkaﬂ manfaat), karena

seakan-akan UWrE Ragfgreriblgﬂuk mengambil

darinya setelah jatuh temio ua belas.’

akan ambil dari kamu den

Jelaslah dari sebagian pemya@ulama fikih terdahulu ini bahwa
mereka menyatakM@%Ei%emenuhi kewajiban
membeli barang yang telah dipesan. Demikian juga the Islamic Figih
Academy (Majma’ al-Figih al-Islami) menegaskan bahwa jual beli
muwaada'ah yang ada dari dua pihak dibolehkan dalam jual beli murabahah
dengan syarat al-Khiyaar untuk kedua transaktor seluruhnya atau salah
satunya. Apa bila tidak ada hak al-Khiyaar di sana maka tidak boleh, karena
al-Muwaa’'adah yang mengikat (al-Mulzamah) dalam jual beli al-

Murabahah menyerupai jual beli itu sendiri, dimana disyaratkan pada waktu

s Lihat a/-Umm dan ini kami nukil dari Fikih Nawazil 2/88-89.
% Dinukil dari Fikih Nawazil 2, him88.
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itu penjual telah memiliki barang tersebut hingga tidak ada pelanggarar
terhadap larangan nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang seorang
menjual yang tidak dimilikinya.®’

Syeikh Abdul Aziz bin Baaz ketika ditanya tentang jual beli in
menjawab: Apabila barang tidak ada di pemilikan orang yang

menghutangkannya atau dalam kepemilikannya namun tidak mampt

menyerahkannya maka ia t'yﬁug)k lﬁlemmtny/e purnakan akad transaksi jua

Z
belinya bersama pembeli. Kec eh bersepakat atas harga dar

tidak sempurna jual beljudi dl% ya hingga barang tersebu

dikepemilikan penjual.*®

SAEDE
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7 Lihat al-'Uquud al-Maliyah al-Murakkabah, him. 267
* Majalah al-Jami’ah al-Islamiyah edisi satu tahun kelima Rajab 1392 hal 118 dinukil dari
al-Bunuuk al-Islamiyah him. 308.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan

tentang problematika manajemen pembiayaan murabahah pada BPRS Bangun

Drajat Warga sebagai berikut: ( ISLAM \

1. Dalam aplikasi manajemen pe ah pada BPRS Bangun Drajat

Warga telah tersusun cukup | is#ldilihat dari susunan organisasi

yang tersetruktur dengan pe elas dan susunan manajemen

yang rapi pula yaitu diawali%ﬁﬁ%&l@lﬁ, pengklasifikasian nasabah,

penanganan, e\tI)aNiWEﬁ grlugl,dezikigmasih terdapat

kerancuan dalam kerja, yaltu setiap pe%awal tidak melakukan pekerjaannya

saja tetapi mengerjakan pekerjaan ain juga.

2. Dalam pelaksanaanl MQ:QMEMrapkan oleh BPRS
Bangun Drajat Warga telah cukup baik, hal ini bisa dilihat dari kegiatan yang
dilakukan terhadap proses : (1) pertimbangan pra pemberian pembiayaan
murabahah pada BPRS Bangun Drajat Warga, (2) pelaksanaan manajemen
pasca pemenuhan pembiayaan pada BPRS Bangun Drajat Warga, (3)
penyelesaian pembiayaan murabahah berisiko pada BPRS Bangun Drajat
Warga. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi oleh BPRS

Bangun Drajat Warga seperti :

125
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a. Kendala intern, merupakan kendala yang muncul dari dalam organisasi
sendiri yaitu kurang telitinya karyawan dalam melakukan analisa sehingga
mengkibatkan risiko.

b. Kendala ekstern merupakan kendala yang muncul dari luar organisasi yaitu
dari nasabah, yaitu nasabah yang sulit diajak bicara dan sulit ditemui atau

nasabah kurang komunikatif, dan barang jaminan yang tidak ada karena

hilang, dan dijual oleh nasa%h. ISLAM )
Z

" @hmurabahah sendiri dalam
0]
%idebatan di kalangan ulama

U)

3. Keabsahan operasionalisasi

perbankan syari’ah masih n it

(kontemporer). Ada sebagian bolehkan, karena merupakan

jual-beli. Sebaliknya, sebaﬁﬁﬂ%ﬁﬂ@ lain melarangnya karena

mengmggapnya@bﬁ IWEﬁngT@HZTga jual-beli atas

barang yang tidak ada pada si§rang (bai’ al-ma dum), atau dianggap sebagai

dua jual-beli dalam satu jual-be ITan atani fi bai’ah), dan bahkan dianggap

sebagai hilah untuk rl[n\ng Q N E S |A

B. Saran

Dari informasi yang telah didapat oleh peneliti dari para informan serta
berbagai sumber, maka peneliti dapat mengamati berbagai hal yang dianggap
perlu mendapat perhatian, diantaranya yaitu dalam hal berkerja, setiap karyawan
harus bekerja sesuai dengan jabatan atau pekerjaannya, agar setiap pekerjaan jelas
dan tidak rancu. Untuk mengurangi adanya resiko maka ketelitian pegawai dalam

analisa perlu ditingkatkan, baik teliti dalam menilai nasabah yang mengajukan
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pembiayaan maupun teliti terhadap barang jaminan yang dibawa oleh nasabah
agar pembiayaan bisa jatuh pada nasabah yang tepat sehingga tidak terjadi resiko.

Pendampingan terhadap nasabah juga perlu dilestarikan karena hal ini
merupakan salah satu manajemen yang dilakukan BPRS Bangun Drajat Warga
dengan manajemen tersebut BPRS Bangun Drajat Warga dapat menghadapi

resiko yang terjadi pada resiko pembiayaan murabahah. Untuk kelancaran

pembiayaan murabahah, BPRS @rld&hﬂhkﬂkag elatihan bagi nasabah yang

kemampuan usahanya kurang, ag e»: y

N

ang telah diberikan tidak sia-sia.
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Skema Transaksi Murabahah I BPRS Bangun Drajat Warga
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Lampiran.

Skema Pembiayaan Murabahah I1 BPRS Bangun Drajat Warga

1. Negosiasi

6. kirim barang

supplier
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11

12

13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

. Jelaskan strategi yang diterapk

Interview BPRS Bangun Drajat Warga
Kepala Bagian Operasional Dan Umum Bpk. Mardi

Bagaimana Sejarah berdirinya BPRS Bangun Drajat warga, Jelaskan ?

Apa Visi dan Misi BPRS Bangun Drajat warga, Jelaskan ?

Bagaimana Budaya Kerja yang ada di BPRS Bangun Drajat warga. Jelaskan ?

Apa saja Produk-produk yang ada di BPRS Bangun Drajat warga, Jelaskan ?
Dimana saja kah sasaran daerah pemasaran BPRS Bangun Drajat warga, Jelaskan ?
Gambarkan Struktur Organisasi yang ada di BPRS Bangun Drajat warga ?

Jelaskan Tugas dan Wewenang (Job Description) BPRS Bangun Drajat warga ?
Jelaskan bagaimana manajemen p %bli\%aﬁmﬁra)lah yg diterapkan BPRS BDW?

PR% Bangun Drajat Warga dalam
O

Apa saja permasalahan yang
pembiayaan murabahah ?
Drajat Warga untuk mengatasi

permasalahan pada pembiayaan

.Kendala apa saja yang sermggﬁhﬂj%ﬁﬁ@} Bangun Drajat Warga dalam

Manajemen Pembiayaan Murabahah ?

Cononan s <l PR PRV,

Jelaskan secara singkat cara Pe pembi aya n murabahah di BDW ?

Sebutkan Apa saja resiko yg di lgj—BEA lam memberikan pembiayaan
murabahah kepada nasal:iN D O N E S I A

Bagaimana cara mengidentifikasi Risiko dalam pembiayaan murabahah pada BPRS
Bangun Drajat Warga ?

Bagaimana cara BPRS BDW dalam mengklasifikasian nasabah ?

Bagaimana cara penanganan pimbiayan yg bermasalah ?

Kendala apa yang dihadapi oleh BPRS BDW dalam menerapan manajemen
pembiayaan murabahah ?

Bagaimana dengan Hapus buku yang dilakukan oleh BPRS BDW, jika risiko
pembiayaan murabahah tersebut memang sudah tidak bisa ditangani lagi ?

Bagaimana tindakan BPRS dalam melakukan pencarian nasabah yang bermasalah
atau menghilang ?

Bagaimana Tindakan yang dilakukan BPRS dalam menangani nasabah yang tidak

mau membayar cicilannya ?
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Struktur Organisasi BPRS Bangun Drajat Warga
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Suku : Lampung
Pekerjaan a.eg "wapga Péqdldlk

Status pernikahan
Email .Lom
Handphone

Alamat rumah . Garuda No.83 Way-kandis lampung

Riwayat Pendidikan

n UNIVERSITAS
MTs Negen arame B.Lampung (1997 - 2000)
SMA : NegerlshmAgMooo -2003)

Sarjana m ﬁ % Lampung (2006-2010)
Magister Studi Is ogyakarta ampai Sekarang)



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH

BANGUN DRAJAT WARGA ™

JI. Gedongkuning Selatan 131 Yogyakarta Telp. (0274) 413552 Fax. (0274) 452424

A JJ‘U'" Jﬁ‘&’ A
SURAT KEPUTUSAN PEMBIAYAAN
Nomor :

Kepada Ykh.
Sdr.

Assalamu’alaikum Wr. Wh.

Sesuai dengan Surat Permohonan fasilitas pembiayaan Saudara tanggal : .............. , setelah kami adakan
pengamatan serta hasil musyawarah dengan saudarakami menyetujui permohonan tersebut. Sebelum fasilitas
pembiayaan direalisasi perlu kita adakan kesepakatan akan hal-hal sebagai berikut :

L Fasilitas pembiayaan

10. Perikatan Pembiayaan
11. Perikatan Agunan
12. Biaya-biaya

1.Skim Pembiayaan : Murabahan (MBA)

2.Kegunaan H

3.Harga Beli :

4 Margin  ISLAM

5.Harga Jual 0 . z

6.Uang Muka/Urbun g Z

7.Harga Jual/Kewajiban diangmt : O

8. Angsuran Per bulan 0 v 0]

9 Jangka Waktu % Z
> o’
z o
5

‘é.
2|V

=]

'+ Total Biaya
13. Lain-lain

n JammnPUNIVERSITAS
2 ISLAM

1. Persyaratan Pembia

1. Nasabah me

2. Biaya yang a :
dimuka atau bersamaan dengan akad pembiayaan.

3. Nasabah sanggup memberikan kuitansi/bukti penggunaan dana dari fasilitaas pembiayaan ini.

4. Nasabah sanggup membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

5. Atas persetujuan fasilitas pembiayaan ini, Nasabah dilarang memberikan sesuatu imbalan dan atau hadiah
dalam bentuk apapun kepada karyawan dan semua pejabat BPRS Bangun Drajat Warga.

6. Nasabah sanggup mengikuti dan memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di PBRS Bangun
Drajat Warga.

dan pemilik jaminan.
en;adl beban nasabah dan wajib dibayar

Apabila telah sepakat harap Saudara bersama pihak terkait menandatangani surat ini dan selambat-lambatnya 2 (dua)
minggu setelah tanggal surat ini,serta dikembalikan kepada BANK. Apabila lebih dari 2 (dua) minggu maka persetujuan
ini dianggap batal. Demikian terimakasih atas kerjasamanya dan jazakumullah khoiran katsira.

Wassalamu’alaikum Wr. Wh.

Yogyakaria, ..
Setuju calon debitur Tkut bertanggung jawab PT. BPRS BANGUN DRA.I L\T WARGA
Nasabah Nama Dana Suswati, SE

Pemohon Suami/Istri Direktur Utama



m PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH

X BANGUN DRAJAT WARGA

J1. Gedongkuning Selatan 131 Yogyakarta Telp. (0274) 413552 Fax. (0274) 452424

PRSI P (P

PERJANJIAN PEMBIAYAAN JUAL BELI
AKAD MURABAHAH
Nomor:

b
e I, E 5 LA I
) Tl N3 Tl ¥ pmtal gt 2 25 o5 4yay B 52 i RRARAT o of
“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah
dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka
bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”
(Q.S. AL-BAQARAH: 279)

PERJANJIAN PEMBIAYAAN JUAL BELI dengan AQAD MURABAHAH ini dibuat dan ditandatangani pada

hari tanggal ( ), bulan tahun
A AA Pukul WIB oleh dan antara pihak-pihak:

1. DANA SUSWATI, Sarjana F ‘ r Uf@ina PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH

BANGUN DRAJAT WARGA, ﬁ_rrr di 1 gal 01-04-1965 (satu April seribu Sembilan ratus enam

bertempat tinggal di Muja-Muju UH 2/877, Rukun
Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, pemegang
enurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
dtas PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH

dh Kabupaten Bantul yang Anggaran Dasarnya dibuat
dihadapan MUCHAMMAD AC Us A j ukum, Notaris di Yogyakarta, tertanggal 24 Februari

Tetangga 043 Rukun Warga 0 m(e
Kartu Tanda Penduduk nomor |34 71
kedudukannya tersebut, mewakil Brekm Pe

dihadapan Notaris itu juga, An aikan tersebut mendapat pengesahan dengan Keputusan
Menteri Kehakiman Republik Indorie “Juni 1993 nomor C2-4457.HT.01.01. TH.93, dan telah
dimuat dalam Tambahan Berita Negara Repubhk Indoncsla tertanggal 26 Nopember 1993 di bawah nomor 95,

kemudian a seb t an, di pan notaris itu juga masing-masing
dengan akta tangal Nlln lﬁ% l Aﬁm{n 22, perubahan Anggaran Dasar
tersebut telah dapat penge ha Kepu dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 9 Oktober omor C-11068 01.04.th.2001, yang telah dimuat dalam Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia t%\g 28 D Mbawah nomor 104, yang kemudian Anggaran Dasar
tersebut telah dirubah beber L y n at di hadapan PANDAM NURWULAN, Sarjana
Hukum, Magister Hukum, Notaris di Yogyakarta dimana perubahan terakhir di buat dengan akta tertanggal 20
April 2009 dibawa Egt at Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Perubahan Anggaral as t m j Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 30 Juli 2009 dibawah nomor :AHU-36165.AH.01.02 Tahun
2009 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 12 Nopember 2009 di bawah
nomor : AHU-AH-01.10-20277, serta berdasar Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal
13 Maret 2010 yang aslinya bermaterai cukup, dilekatkan pada minutanya akta ini, oleh karenanya bertindak untuk

dan atas nama serta sah mewakili kepentingan Perseroan Terbatas PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARI’AH berkedudukan di wilayah KabupatenBantul. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai-——---—-—

BANK
2. tahun, Swasta, KTP Nomor bertempat tinggal di , menurut
keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum yang akan disebut telah mendapatkan persetujuan dari istrinya
yang bernama tahun , swasta, KTP Nomor............... bertempat tinggal serumah dengan

suaminya tersebut diatas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai -----------—-ecsmmmecereeen

NASABAH

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut -

1. Bahwa, NASABAH telah mengajukan permohonan fasilites pembiayaan kepada BANK untuk membeli barang
(sebagaimana didefinisikan dalam Akad ini), dan selanjutnya BANK menyetujui, dan dengan Akad ini mengikatkan
diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan
dalam Akad ini.

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Syari’ah, Pembiayaan oleh BANK kepada NASABAH diatur dan akan berlangsung
menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. NASABAH untuk dan atas nama BANK membeli barang dari pemasok untuk memenuhi kepentingan
NASABAH dengan Pembiayaan yang disediakan oleh BANK, dan selanjutnya BANK menjual barang
tersebut kepada NASABAH sebagaimana NASABAH membelinya dari BANK, dengan harga yang telah
disepakati oleh NASABAH dan BANK, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan
pelaksanaan Akad ini.



’b.  Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh Pemasok langsung kepada NASABAH dengan sepersetujuan da
sepengetahuan BANK.

c. Apabila BANK tidak bisa membeli barang secara langsung dari pemasok, maka BANK akan memberikai
surat kuasa (wakalah) kepada NASABAH untuk membeli barang dari pemasok, kemudian NASABAEF
menyerahkan bon/kwitansi pembelian barang kepada BANK.

d. NASABAH membayar harga pokok ditambah Margin Keuntungan atas jual beli ini kepada BANK dalan
jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga karenanya sebelum NASABAE
membayar lunas harga Pokok dan Margin Keuntungan kepada BANK, NASABAH berutang kepada BANK.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan Akad ini dalam Akad Pembiayaan al-Murabahah (selanjutny:
disebut “Akad”) dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

1. Syari’ah
Adalah Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Al Hadist (Sunnah) yang mengatur segala hal yang
mencakup bidang ‘ibadah mahdhah dan ‘ibadah muamalah.

2. Murabahah
Adalah Akad jual beli antara BANK dan NASABAH. BANK membeli barang yang dibutuhkan NASABAH dan
menjual kepada NASABAH yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang
disepakati.

3. Barang
Adalah Barang yang menjadi ob
cara perolehannya, yang dibeli
disediakan oleh BANK.

4. Pemasok —
Adalah pihak ketiga yang ditunjyk/hta
BANK dan selanjutnya akan dijudl‘kepa

5. Pembiayaan
Adalah plafon dana yang dised
disepakati oleh BANK

6. Harga Beli
Adalah sejumlah vang yang dikelgar embeli barang dari Pemasok yang dibutuhkan oleh
NASABAH yang disetujui oleh J‘,E. S pat Persetujuan Prinsip dari BANK kepada NASABAH,
termasuk di dalamnya biaya-biaya langsung yang ferkait dengan pembelian barang tersebut.

7. Harga Jual

Adalah harga peli (i nga i i tigleh dan NASABAH yang ditetapkan
e RIVERSITAS:
8. Margin Keuntufiga
Adalah Sejumlah uang sebagaik: an BANK atas terjadinya jual-beli yang ditetapkan dalam Akad ini, yang
harus dibayar oleh NASABAH}(g EANK & Madwal pembayaran yang telah disepakati NASABAH
dan BANK
9. Uang Muka/Urbun

Sejumlah uang sebamm EpSlluﬁg dari pembeli/nasabah yang mengurangi
kewajiban harga jual yang avaidleh nasa

10. Dokumen Jaminan
Adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan
jaminan dan akta pengikatannya guna menjamin terlaksananya kewajiban NASABAH terhadap BANK berdasarkan
Akad ini
10. Hari Kerja BANK
Adalah hari kerja BANK Indonesia
11, Surat Pengakuan Utang
Adalah Surat Pengakuan bahwa NASABAH mempunyai Utang kepada BANK yang dibuat dan ditandatangani
NASABAH dan diterima serta diakui oleh BANK, sehingga karenanya berlaku dan bernilai sebagi bukti sakh
tentang adanya kewajiban pembayaran dari NASABAH kepada BANK sebesar yang terutang.
12. Cedera Janji
Adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebahagian atau seluruh kewajiban NASABAH yang menyebabkan BANK
dapat menghentikan seluruh atau sebahagian pembayaran atas harga beli termasuk biaya-biaya yang terkait, serta
sebelum berakhirnya jangka waktu Akad ini menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH
kepada BANK.
Jangka Waktu Akad
Adalah Masa berlakunya Akad ini sesuai yang ditentukan dalam Pasal 6 Akad in:

daldm| AKad ini, M dihalalkan berdasarkan Syari’ah, baik materi maupur
BAH dari Pema? dengan pendanaan yang berasal dari Pembiayaan yang

O
h BAINK untuk menyediakan barang yang akan dibeli oleh
HZ

m
ang digonakan untuk membeli barang dengan harga beli yang

>

%n BA
o)

13

Pasal 2
PEMEIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA
(1) BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada NASABAH
yang akan digunakan untuk membel: barang, dan NASABAH berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk
menerima pembiayaan tersebut dari d2n karenanya telah berutang kepada BANK sejumlah sebagai berikut

o Jenis Akad : Murabahah
e Jangka waktu ! voevooo.on. ) bulan
e Harga Beli Barang : 19 : A -

e Margin : 15 + AR———



e Harga Jual ; Rp. oo -
e Uang Muka/Urbun § Rp..ooooviiiiiim
® Harga Jual diangsur - By commnmuinms .-
e Angsuran/bulan H e
Terbilang ( )

(2) Harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disepakati oleh BANK dan NASABAH untuk saat ini dan
seterusnya tidak berubah karena sebab apapun,

(3) Harga jual BANK tersebut pada ayat 1 tidak termasuk biaya-biaya untuk terjadinya Akad ini seperti biaya
administrasi, materai, notaris dan lain-lain sebagainya, yang oleh BANK dan NASABAH telah disepakati
dibebankan sepenuhnya kepada NASABAH.

Pasal 3
BIAYA-BIAYA

(1) NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung seluruh biaya yang diperlukan berkenaan
dengan pelaksanaan Akad ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 3, sepanjang hal itu diberitahukan BANK
kepada NASABAH sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan NASABAH menyatakan persetujuannya.

(2) Adapun biaya-biaya yang dimaksu dalah:
A, Administrasi 1SRPAM

. %) Z
B. Materai g R Z
C. Pengikatan Notaris (‘7‘) O
Jumlah 1 \2 .......................................... ).
L

(3) Segala pajak yang timbul sehubygan merupakan tanggung jawab dan wajib dibayar oleh

NASABAH, kecuali Pajak Pengt ,?lan BA

ASI AKAD
BANK berjanji dan dengan ini men, gmakan Akad ini setelah NASABAH memenuhi seluruh
persyaratan sebagai berikut:

1. Telah menyerahkan kepada BANK surat atau formulir permohonan pesanan barang yang berisi rincian barang yang

akan dibeli beserta jumlah dan har, k ini;

2. Telah mcnyc@nwi Wﬁm@?ﬁ#&ﬂtga dokumen jaminan yang berkaitan
dengan Akad i

3. Telah menandatangani Akad dan perjanjian lain yang dipersyaratkan,

4. Telah melunasi biaya-biaya y1@1atkan ﬁz& g berkaitan dengan terjadinya Akad ini.

Pasal 5

A
(1) Berdasarkan syarat-gyara aa H! <:; WA maka atas persetujuan dan sepengetahuan
BANK, penyerahan barang dimaksud pada Pasal 2 akan dil an langsung oleh Pemasok kepada NASABAH.

(2) Apabila pelaksanaan teknis pembelian barang oleh BANK dari Pemasok dilakukan oleh NASABAH untuk dan
atas nama BANK berdasarkan kuasa BANK (wakalah), maka kuasa harus dibuat secara tertulis.

Pasal 6
JANGKA WAKTU-CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN

(1) NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri kepada BANK untuk membayar harga jual barang
sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akad ini dalam jangka waktu . ... (...) bulan terhitung dari pencairan
tanggal ................. Akad ini ditandatangani sampai dengan tanggal ............... dengan cara mengangsur pada
tiap-tiap bulan sesuai dengan Jadwal Angsuran yang ditetapkan, dan lunas pada saat jatuh tempo.

(2) Dalam hal tanggal jatuh tempo atau saat pembayaran angsuran tidak pada hari kerja BANK, maka NASABAH
berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan dana atau melakukan pembayaran kepada BANK pada
1 (satu) hari kerja sebelumnya.

(3) Setiap pembayaran kewajiban NASABAH kepada BANK dilakukan di Kantor BANK, atau ditempat lain yang
ditunjuk BANK melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK.

(4) Dalam tal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberi
kuasa kepada BANK untuk mendebet rekening NASABAH dengan nomor rekening ... ... . .guna
pembayaran/pelunasan kewajiban NASABAH.

Pasal 7
JAMINAN

Guna menjamin ketertiban pembayaran/kewajiban NASABAH kepada BANK tepat pada waktu sesuai dengan yang
telah disepakati oleh BANK dan NASABAH berdasarkan Akad ini, maka NASABAY berjanji dan dergan ini
mengikatkan dint untuk membuat dan menandatangani pengikatan jaminan dan menyerahkan barang jaminannya kepada
BANK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Akad ini. Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa :



Pasal 8
PERISTIWA CIDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 6 Akad ini, BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari

NASABAH atau siapa pun juga yang memperoleh hal darinya, atas sebagian atau seluruh pembayaran/kewajiban

NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan

adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di

bawah ini :

1. NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai
dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan;

2. Dokumen atau keterangan yang dimasukan/diserahkan NASABAH kapada BANK sebagaimana yang disebutkan
dalam pasal 7 adalah palsu, tidak sah, atau tidak benar ;

3. NASABAH tidak memenuhi dan/atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih sebagaimana ketentuan-ketentuan
yang tercantum dalam Pasal 11 Akad ini;

4. Apabila karena sesuatu sebab, sebagian atau seluruh Akta Jaminan dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan
Putusan Pengadilan atau Badan Arbllrase

5. Apabila NASABAH dalam Akad ipi adipe pemabuk, atau dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan
yang telah berkekuatan tetap da i ( 3 ewijsde) karena tindak pidana yang dilakukannya, yang
diancam dengan hukuman penjara tahun atau lebih.

(1) Apabila NASABAH tidak melal
Akad ini, maka BANK berhak mejaku
dari pengadilan dan uang hasil pg
NASABAH kepada BANK.

(2) Untuk keperluan ayat (1) diatas; déngh Hl memberikan kuasa sepenuhnya kepada pihak BANK
untuk menjual atau memindahkan hak d wh barang yang dijadikan jaminan dalam Akad ini

(3) Apabila penjualan barang j jamlnan dllakukan BANK melalul pelelangan di muka umum, maka NASABAH dan
BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurangi biaya-biaya,

arena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam Pasal 6
enjual barang jaminan tanpa harus menunggu putusan

sebagai hargalju a
(4) Apabila penj an Wi angan BAH dan BANK sepakat, harga
pcnjualan barang Jamman dltetapkan oleh BANK dengan harga yang wajar menurut harga pasar ketika barang

jaminan dijual.
(5) Jika hasil penjualan barang j membayar kewajiban NASABAH kepada BANK,
maka NASABAH berjanjl engan i meng: tkan diri untuk tetap bertanggung jawab melunasi sisa

kewajibannya yang be en ebaliknya apabila hasil penjualan barang jaminan
} NK, maka BANK berjanji dan dengan ini
ASABAH.

melebihi jumlah kewajib
Pasal 10

mengikatkan diri un
PERNYATAAN DAN PENGAKUAN NASABAH

NASABAH dengan ini menyatakan dan mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa:

1. NASABAH berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan semua surat dan dokumen
yang melengkapinya.

2. NASABAH menjamin, bahwa segala dokumen dan akta yang ditandatangi oleh NASABAH berkaitan dengan
Akad ini, keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
sehingga karenanya sah, berkekuatan hukum, serta mengikat NASABAH dalam menjalankan Akad ini, dan
demikian pula tidak dapat menghalang-halangi pelaksanaannya.

3. Jika NASABAH mewakili perusahaan yang berbadan hukum, maka NASABAH menjamin, bahwa segala surat dan
dokumen serta akta yang NASABAH tangani dan /atau gunakan berkaitan dengan Akad ini adalah benar,
keberadaannya sah, tindakan NASABAH tidak melanggar atau bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan;

4. Jika NASABAH mewakili perusahaan yang berbadan hukum, NASABAH menyatakan, bahwa pada saat
penandatanganan Akad ini Dewan Komisaris perusahaan NASABAH telah mengetahui dan menyetujui hal-hal
yang dilakukan NASABAH berkaitan dengan Akad ini;

5. Dalam hal belum dicukupinya barang jaminan untuk melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK, NASABAH
berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu selama kewajibannya belum lunas akan
menyerahkan kepada BANK, jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh BANK;

6. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, NASABAH berjanji dan

dengan iri mengikatkan diri mendahulukan untuk membayar dan melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK

dari kewajiban lainnya,

Dalam nal hak yang berkaitan dengan ayat 1, 2 dan 3 pasal ini, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan

diri untuk membebaskan BANK dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari pihak manapun dan/atau alasan

apapun.

=1



Pasal 11
PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN NASABAH

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlangsungnya Akad ini, kecuali setelah
mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK, NASABAH tidak akan melakukan salah satu, sebahagian atau seluruh
perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Membuat utang lain kepada Pihak Ketiga dengan barang jaminan yang telah disebutkan dalam Pasal 7 Akad ini;

2. Memindahkan kedudukan/lokasi barang maupun barang jaminan dari kedudukan/lokasi barang itu semula atau
sepatutnya berada, dan/atau mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan kepada pihak
lain;

3. Melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi dan/atau konsolidasi perusahaan NASABAH dengan perusahaan atau
orang lain;

4. Menjual, baik sebagian atau seluruh asset perusahaan NASABAH yang nyata-nyata akan mempengaruhi
kemampuan atau cara membayar atau melunasi kewajiban atau sisa kewajiban NASABAH kepada BANK, kecuali
menjual barang dagangan yang menjadi kegiatan usaha NASABAH,;

5. Mengubah Anggaran Dasar, susunan pemegang saham, Komisaris dan/atau Direksi perusahaan NASABAH.

Pasal 12
RISIKO

jawabnya, Herkéwajibdn melakukan pemeriksaan, dan karenanya bertanggung
maupun terhadap ya bukti-bukti, surat-surat dan/atau dokumen-dokumen
hak- innya barang dan barang-barang yang dijaminkan, sehingga
i NK dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari

NASABAH atas beban dan tanggu
jawab baik terhadap keadaan fisik ba
yang berkaitan dengan kepemilikan
karena itu NASABAH berjanji dan d
pihak manapun dan/atau berdasarkan

NASABAH berjanji dan dengan in memberikan izin kepada BANK, atau petugas yang

ditunjuknya guna melaksanakan pen f ex dap barang maupun barang jaminan, serta pembukuan
dan catatan-catatan pada setiap saat selapj an ‘gkad ini, dan kepada petugas BANK tersebut diberi hak

untuk mengambil gambar (foto), membuat fotokopi dan/atau catatan-catatan yang dianggap perlu.
1
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(1) Alamat BANK dan NASAB aimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal Akad ini merupakan
alamat tetap dan tidak berub ﬁv!sing-ﬂMkbers&ngkutm dan ke alamat-alamat itu pula secara
sah segala surat menyurat atau'komtini tara k€dua pihak akan dilakukan;

(2) Apabila dalam pelaksanaan Akad ini terjadj pe alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib
memberitahukan kepada“piha w W@dg IurAcatat atau surat tertulis yang disertai tanda
bukti penerimaan dan piha a;

(3) Selama tidak ada pemberitahuan tentang perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat
menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal Akad dianggap sah menurut
hukum.

(4) Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan
sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah

ini :,

NASABAH

Alamat

BANK : PT. BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA

Alamat : J1. Gedongkuning Selatan no 131 Yogyakarta Telp. 0274 413552

Pasal 15
DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DAN TA’WID

(1) Dalam nal NASABAH terlambat membayar kewajiban dari jadual yang telah ditetapkan sebagaimana ditetapkan
dalam Akad ini, maka BANK membebankan dan NASABAH setuju membayar denda (ta’zir) atas keterlambatan
tersebut sebesar Rp ................... forss oA S TSR ey ot S A R R ) untuk setiap bulan
keterlambatan atas pembayaran kewajiban bagi NASABAH.

(2) Dana dari denda (fa'zir) atas keterlambatan yang diterima oleh BANK akan diperuntukan sebagai dana sosial
(Zakat, Infag dar Shadaqoh).

(3) BANK akan mengenakan Ta’wid (ganti rugi operasional) yang riil yang diakibatkan oleh kelalaian NASABAH
dalam membayar kewajibannya sebesar rugi operasonal riil yang dilengkapi dengan bukti tertulis.



(N

@

G3)

Pasal 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi
perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikan
secara musyawarah dan mufakat.
Dalam hal usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak
menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat
untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Pengadilan Agama Kabupaten Bantul untuk
memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan
tersebut.
BANK dan NASABAH sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum
(legal opinion) dan/atau putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bantul bersifat final dan
mengikat (final and binding) untuk dilaksanakan NASABAH dan BANK.

Pasal 17
LAIN-LAIN

Akad Pembiayaan al-Murabahah ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan akad-akad lainnya yang
berhubungan dengan akad ini.
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Sebelum Akad ini ditandata 4] A .| NASABAH mengakui dengan sebenarnya, bahwa
NASABAH telah membaca de l i an kepada seluruh isi Akad ini berikut semua surat
dan/atau dokumen yang menjadi| [Ffpira i a oleh karena itu NASABAH memahami sepenuhnya
segala yang akan menjadi akibat|hy 8k Fmenandatangani Akad ini.

Akad ini mengikat Para Pihak ydng sa i 3tau pihak-pihak yang menerima hak dari masing Para
Pihak.

Apabila ada hal-hal yang belu ; diatur dalam Akad ini, maka NASABAH dan BANK
akan mengaturnya bersama secafa_musyawga! akat dalam suatu Addendum.

Tiap Addendum dari Akad ini ng tidak terpisahkan dari Akad ini.

Surat Akad ini dibuat dan ditar
dalam 2 (dua) rangkap yang masin
sebagai aslinya.
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